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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2022;

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabr-rpaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun t999 Nomor 179, Tarrrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2OO0 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 5l Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOO Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;

3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor
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4.

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 65731;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a8l7l;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 20tg (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1a8);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cata
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembemgtrnan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor l3l2l;

Peraftrran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2O2t
tentang Pedoman Pen5rusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2A2l Nomor 496

Pcraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor 8 Tahun 2Ol7 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2Ol7-2O22 {l*mbaran Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2Ol7 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPUI.,AUAN

TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai pedoman

dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

5.

6.

7.

8.

Menetapkan
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Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022
menaakuB Berellaanaan dan Benganggaran, p-elak-sanaan

dan penatausahaan Keuangan Daerah serta
pertanggungi awaban keuangan daerah.

(2) RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2O2t
tercantum dalam Buku I dan Buku II.

Pasal 3

(1) Buku I sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAtsI : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
C. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH;
e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

DAERAH
f. BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH;
g. BAB VII : KINERJA PEI{YELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH; dAN

h. BAB VIII: PENUTUP.

(2) Buku I sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Buku I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21

termuat Rincian Program dan Kegiatan Pembamgunan

Tahun 2022 yang memuat Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Sumber
Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan.

{2i Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Banggai Kepulauerl Tahun 2022 menjadi
pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
dalam men5rusun Rencana Kerja Perangkat Daerah se#-a Tim
Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

dalam pen5rusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Trahun Anggaran 2022.
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Pasa1 6

Peraturan Bupati ini mulai berlakr: pada tanggal
diuqda$sEqn,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Diundanglran di Salakan
pada tanggal 7 Juli 2O2L

SEKRETARIS DAERAH
KEPUI,.AUAN,

,/

ATEN BANGGAI KEPUI,AUAN
NOMOR 19

6ry.ry$
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Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang 

Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-

Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 

dapat disusun dan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan tepat pada waktunya. RKPD 

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 disusun dengan 

mempedomani ketentuan dan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2022. 

RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 merupakan tahun terakhir 

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai 

Kepulauan Tahun 2017-2022, yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh 

pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia 

usaha dalam mendukung Visi TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI 

KEPULAUAN YANG MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT DAN BERKEADILAN 
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SEJAHTERA, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan 

ekonomi daerah yang lebih maju. 

Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak 

yang telah membantu, memberikan motivasi dan bekerja sama dengan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, semoga apa yang telah dan akan kita 

lakukan nanti mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT, yang pada akhirnya 

dapat memberikan kesejahteraan masyarakat Banggai Kepulauan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salakan, 06  Juli  2021 
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI  
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TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 
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BUKU I DOKUMEN RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 
TAHUN 2022 

 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

mengamanatkan kepada daerah untuk menetapkan RKPD sebagai acuan 

pembangunan daerah selama periode 1 (satu) tahun. Ketentuan ini merupakan 

penguatan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Aturan-aturan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. Secara teknis, RKPD tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah tahun 2022. 

RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 merupakan pelaksanaan 

tahun ketujuh belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 dan merupakan pelaksanaan tahun 

terakhir dalam kerangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam 
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sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Tahun 2022 dalam 

penyusunannya merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJP 

Nasional, RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, RPJPD dan 

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, serta RPJPD dan RPJMD Kabupaten Banggai 

Kepulauan. Selain itu, RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 juga disusun 

dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2020 

serta dinamika lingkungan yang terjadi saat ini diantaranya dampak sosial dan ekonomi 

dari mewabahnya Covid-19 yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan 

sebagai pandemi global. Dengan demikian, maka kebijakan, strategi dan 

program/kegiatan pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk lebih fokus pada 

pencapaian tujuan dan sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui  

pemulihan ekonomi yang didukung penguatan daya saing sumber daya manusia. 

Selain itu, dikarenakan tahun 2022 ini merupakan tahun terakhir dalam periode 

perencanaan jangka menengah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017-2022, maka 

RKPD Tahun 2022 diupayakan mampu meningkatkan serta mengoptimalkan capaian 

target pembangunan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya dalam upaya 

mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.  

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, RKPD 

mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: 

1) RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan 

penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 

ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah; 

2) RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (Renja-PD); 

3) RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan kebijakan 

umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang 

selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD); serta 

4) RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat 

diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. 
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Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berhasil guna sehingga mampu 

menjadi pengungkit untuk mendorong terwujudnya visi dan misi di tahun terakhir periode 

lima tahunan RPJMD Pemerintah Daerah, maka RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan 

tahun 2022 disusun dengan mengedepankan pendekatan-pendekatan sebagaimana 

ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, antara lain: 

1. Pendekatan politis, RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang 

penyusunannya melalui pembahasan dengan melibatkan unsur DPRD. 

2. Pendekatan partisipatif, yaitu RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten 

Banggai Kepulauan. RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang 

penyusunannya melalui pembahasan dengan melibatkan pemangku kepentingan 

melalui forum konsultasi publik. 

3. Pendekatan teknokratis, yaitu penyusunan RKPD berdasarkan analisis kebutuhan 

pembangunan sesuai dengan proyeksi perkembangan indikator ekonomi dan 

perkiraan kemampuan keuangan daerah; 

4. Pendekatan top-down planning, yaitu sinergi dan komitmen perencanaan 

pembangunan daerah yang mengacu pada rencana pembangunan nasional; 

5. Pendekatan bottom-up planning, yaitu penjaringan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat melalui konsultasi publik untuk mendapatkan saran dan masukan guna 

penyempurnaan dokumen perencanaan tahunan secara terintegrasi melalui aplikasi 

SIPD di Kabupaten Banggai Kepulauan. 

Hal penting lain yang diperhatikan adalah, bahwa RKPD merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah yang tidak terlepas dari kerangka pembangunan 

nasional sehingga perlu diperhatikan upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran 

pembangunan nasional melalui proses penyelarasan antara rencana pembangunan 

daerah dengan rencana pembangunan nasional. 

RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut: 

1. Persiapan penyusunan RKPD. 

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi: 
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a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun 

RKPD; 

b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD; 

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; 

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 

2. Penyusunan rancangan awal RKPD. 

Rancangan awal RKPD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD, 

aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD. 

a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Pengolahan data dan informasi (Penyiapan database dalam SIPD). 

2) Analisis gambaran umum daerah. 

3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah. 

4) Evaluasi kinerja tahun lalu. 

5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi. 

6) Penelaahan saran dan masukan DPRD Kabupaten. 

7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten. 

8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah. 

9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif. 

10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif. 

11) Pelaksanaan forum konsultasi publik. 

12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. 

Rancangan Awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai 

Kepulauan Tahun 2017-2022. Mempedomani RPJMD dilakukan dalam rangka 

penyelarasan terhadap: 

1. Arah kebijakan, prioritas dan sasaran Kabupaten Banggai Kepulauan 

2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah Kabupaten dengan 

indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten 

Banggai Kepulauan selain itu mengacu juga pada pada RPJMN yang dilakukan 

melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten 

dengan prioritas pembangunan nasional. 
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b. Penyajian rancangan awal RKPD. 

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai 

berikut: 

1)   Pendahuluan. 

2)   Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. 

3)   Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. 

4)   Prioritas dan sasaran pembangunan. 

5)   Rencana program prioritas daerah. 

6.) Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Daerah 

c. Penyusunan rancangan RKPD. 

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan 

awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Rancangan Renja-PD. 

Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan,  

indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja-PD Kabupaten sesuai 

dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten. 

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD. 

Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi 

dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup: 

1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten dengan arah 

kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program 

dan kegiatan hasil MusrenbangKabupaten/Kota.  

2) Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada 

pemerintah daerah Kabupaten pada Musrenbang RKPD kabupaten dan/atau 

sebelum Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan. 

3) Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten. 

4) Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. 

5) Sinergi dengan RKP. 

3. Perumusan rancangan akhir RKPD. 

Pada perumusan rancangan akhir RKPD, verifikasi terhadap rancangan Renja-PD 

dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD. 

4. Penetapan RKPD. 

Tahapan penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 

tersebut tergambar pada bagan alir sebagai berikut: 
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Gambar I.1. 

Bagan Alir Tahapan Tata Cara Penyusunan RKPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, 

Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten 

Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tantang Keuangan Negara (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor4438) 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara 

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-

2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1); 
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14. Peraturan   Daerah   Kabupaten  Banggai  Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai 

Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 

Tahun 2019 Nomor 4); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 

Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 

Nomor 8); 

 

1.3. Hubungan Antar Dokumen 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  

Pembangunan  Nasional,  dan  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RKPD sebagai dokumen 

perencanaan pembangunan operasional tahunan daerah. Peraturan perundangan 

tersebut mengarahkan pada penyempurnaan sistem perencanaan, baik dari aspek 

proses, mekanisme, tahapan, dan tata cara pelaksanaan musyawarah perencanaan di 

tingkat pusat dan daerah. Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut, ditegaskan 

bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dan 

menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Guna melaksanakan amanat  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2004, telah 

ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

yang selanjutnya secara lebih teknis ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

RKPD merupakan sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional 

yang berarti bahwa RKPD Kabupaten mempunyai relevansi dengan dokumen 

perencanaan lain seperti RPJMD, RKPD Provinsi dan RKP. RKPD Kabupaten Banggai 

Kepulauan Tahun 2022 disusun dengan mengacu RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan 

Tahun 2017-2022 terutama pada tema pembangunan jangka menengah tahun kelima. 
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Sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 

2017-2022, arah kebijakan pada tahun 2022 diprioritaskan untuk  mendukung visi yang 

difokuskan pada peningkatan kualitas dan daya  saing sumber daya manusia melalui 

pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.  

Peraturan-peraturan tersebut mengatur secara jelas tentang ruang lingkup 

perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, 

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang antara 

satu dengan lainnya harus disinkronkan dan diselaraskan sehingga dapat terwujud 

sinergi, keterkaitan, konsistensi, dan keterpaduan antar dokumen perencanaan 

pembangunan daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dijelaskan hubungan antara RKPD 

dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu: 

1. Hubungan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dengan RPJMD 

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan 

operasional dari dokumen RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro 

daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana 

program kegiatan prioritas pembangunan daerah. 

2.   Hubungan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dengan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 

Dokumen RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai pedoman penyusunan 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. 

3.   Hubungan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan dengan RKPD Provinsi Sulawesi 

Tengah dan RKP 

Dokumen RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyusunannya mengacu, 

disinkronkan dan diserasikan dengan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Tengah dan 

RKP (Nasional). Sinkronisasi dilakukan terkait dengan tema, prioritas, sasaran, target 

kinerja pembangunan, dan juga indikasi program-program pembangunan prioritas 

Secara garis besar hubungan antara Rencana Kerja Pemerintahan Daerah 

dengan produk-produk perencanaan pembangunan yang lain dapat digambarkan 

dalam bentuk diagram berikut. 
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Gambar I.2. 

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan  

 

 

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para 

pemangku kepentingan  berdasarkan  peran dan kewenangan masing-masing,  selain  

itu juga  dilaksanakan berdasarkan  kondisi  dan potensi yang dimiliki  daerah,  sesuai  

dinamika perkembangan daerah dan nasional.  

1.4. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk menyiapkan perencanaan awal dalam 

kurun waktu 1 (satu) tahun sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Banggai 

Kepulauan tahun 2022 mencakup sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan; 

2. Mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah; 

3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka 

panjang dan menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan 

pembangunan daerah;  

4. Menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan 

fungsi dan urusan wajib serta pilihan pemerintahan daerah, mengukur capaian target 

kinerja program pembangunan jangka menengah, mengukur capaian standar 

pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah. 

5. Menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022. 
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1.5. Sistematika Dokumen RKPD 

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Banggai Kepulauan Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

 Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, 

kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan 

antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta 

tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.  

1.2. Dasar Hukum  

 Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam 

penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini 

kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala 

Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun 

tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan 

musrenbang, perlu dicantumkan. 

1.3. Hubungan antar Dokumen 

 Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan 

beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD 

Provinsi/Kabupaten/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi 

untuk penyusunan RKPD Kabupaten/kota. 

1.4. Maksud dan Tujuan 

 Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan 

sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan. 

1.5. Sistematika Dokumen RKPD 

 Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan 

pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya 

2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 

lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan 

sebagai bahan acuan. 
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2.1. Kondisi Umum dan Kondisi Daerah  

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum 

kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah 

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 

Gambaran kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, 

potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. 

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari 

indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah 

diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau 

gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator 

yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan 

masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan 

pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan 

olahraga. 

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari 

indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah 

diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau 

gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator 

yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek 

pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan 

wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. 

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari 

indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah 

diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau 

gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator 

yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya 

saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kemampuan ekonomi 

daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan 

fokus sumberdaya manusia. 
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2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan  

Realisasi RPJMD 

Telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja 

pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari 

telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan 

realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah 

dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang 

berkenaan. 

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 

Menguraikan rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan 

dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang 

berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. 

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran 

pembangunan daerah 

Menjelaskan permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika 

berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di 

tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang 

bersifat mandatori. 

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah 

Menjelaskan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang 

menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. 

Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa 

lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. 

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus 

konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan 

perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah. 

3. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang 

antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber 

pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan 

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan 

daerah. 
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3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah  

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari 

dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD 

provinsi/kabupaten/kota. 

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan 

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung 

untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan 

dilaksanakan pada tahun rencana. 

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah  

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan 

pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. 

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah  

Menjelaskan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah 

berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan dan LainLain Pendapatan Yang Sah.    

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah  

Menguraikan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Banggai Kepulauan, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja 

(Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD. 

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah  

Menguraikan kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan 

daerah. Kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan kondisi keuangan daerah, 

apakah cenderung mengalami Defisit Anggaran ataukah dalam kondisi Surplus 

Anggaran. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya Defisit Anggaran, harus 

diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan 

Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya Surplus 

Anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada 

pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.  

4. SASARAN PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN DAERAH   

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah 

berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan 

capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat 

daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka 

pendanaan.  
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4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) 

tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.  

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 

Mengemukakan suatu prioritas pembangunan daerah tahun rencana pada dasarnya 

adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan 

dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. 

5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang 

disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) 

dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan 

prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. 

6. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk 

memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator 

Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 

perencanaan. 

7. PENUTUP 

Bagian ini memuat arahan Kepala Daerah bagi PD dalam rangka menyusun dokumen 

Renja PD. Bagian ini dapat memuat antara lain: a) Prinsip-prinsip penyusunan dan 

pelaksanaan Renja PD untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah dalam PD. 

b) Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di dalam dan di 

antara PD dengan memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas PD. c) Keterpaduan dan 

sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang, forum diskusi, dan 

forum-forum konsultasi publik. d) Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program, dan 

kegiatan PD. e) Penegasan PD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD. f) 

Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan 

program PD. 
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2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 

 

ambaran umum kondisi daerah memberikan informasi kondisi geografi dan 

demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam 

pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Indikator capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek 

pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daerah 

memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan 

daerah. 

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan proses 

yang melibatkan para pemangku kepentingan dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat 

maupun akademisi. Dengan proses seperti ini semua pihak dapat berkontribusi dalam 

pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan secara proposional. Dengan demikian 

maka diharapkan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Banggai Kepulauan benar-

benar memenuhi prinsip keterbukaan, demokratis, transparansi, akuntabilitas, efisien, 

efektif serta memenuhi azas kepatutan dan kewajaran. 

Tujuan Pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah dalam rangka 

menciptakan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju dan berkeadilan 

sejahtera. Untuk mewujudkan hal ini maka pembangunan dilakukan dengan 

memperhatikan posisi geografis dan potensi  demografis, memanfatkan sumber daya alam 

dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis 

lainnya. Dalam perspektif pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan telah 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang 

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2017-2022. Keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ditentukan oleh kinerja 

seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan serta 
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dukungan  dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 

Pada BAB II ini akan disajikan hasil evalusi pelaksanaan program dan kegiatan 

tahun 2020 serta pencapaian Indikator Kinerja Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020 

sebagai acuan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banggai 

Kepulauan. Namun terlebih dahulu akan disajikan data dan penjelasan mengenai 

gambaran umum kondisi Kabupaten Banggai Kepulauan  untuk memberikan gambaran 

terkait kondisi Kabupaten Banggai Kepulauan. 

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Tengah dengan ibukota Salakan, Kabupaten ini sebelumnya merupakan 

kesatuan wilayah Kabupaten Banggai yang resmi terbentuk menjadi daerah otonom 

melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten 

Morowali, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 

1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966).  

Gambar II.1 

Peta Administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Kab. Bangkep 2021 & RTRW Kab. Banggai Kepulauan  
 Tahun 2006-2026 
 

Secara administratif, Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari 12 

kecamatan, 141 Desa dan 3 kelurahan. Kabupaten Banggai Kepulauan juga 

dikenal dengan lahannya yang subur, hasil laut yang melimpah, iklim dengan 

curah hujan merata sepanjang tahun sehingga sangat cocok untuk pertanian dan 

 Penduduk : 120.142 Jiwa 
 Pekerjaan :  

 Pertanian  
 Perikanan  
 Industri & Pariwisata 
 Perdagangan  
 Jasa  
 Lainnya 

 

    

 

 Luas : 9160,11 KM2 
 Darat  2.488,79 
 Laut  6.671,32 

 Administratif : 
 12 Kecamatan 
 3 Kelurahan 
 141 Desa 
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perikanan. Berdasarkan potensi tersebut, masyarakat Banggai Kepulauan 

menjadikan pertanian khususnya perkebunan dan holtikultura serta perikanan 

sebagai penghasilan utama Kabupaten Banggai Kepulauan. 

Jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Banggai 

Kepulauan, diuraikan secara rinci dalam Tabel II.1. Berdasarkan Tabel tersebut 

diketahui bahwa Kecamatan Bulagi Selatan memiliki jumlah desa terbanyak yakni 

20 desa, disusul Kecamatan Liang dengan 16 desa dan Kecamatan Bulagi dengan 

15 desa dan 1 kelurahan. Sementara Kecamatan Tinangkung Utara merupakan 

kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit yaitu sebanyak 6 desa.  

Tabel II.1 

Jumlah Desa dan Kelurahan berdasarkan Kecamatan  
Di Kabupaten Banggai Kepulauan 

   No     Kecamatan Desa Kelurahan 

01.    Totikum 11 - 

02.    Totikum Selatan 8 - 

03.    Tinangkung 10 1 

04.    Tinangkung Selatan 9 - 

05.    Tinangkung Utara 6 - 

06.    Liang 16 - 

07.    Peling Tengah 11 - 

08.    Bulagi 15 1 

09.    Bulagi Selatan 20 - 

10.    Bulagi Utara 11 1 

11.    Buko 13 - 

12.    Buko Selatan 11 - 

 Banggai Kepulauan 141 3 

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2021 

 
Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas daratan dengan luas 2.488,79 

km² dan lautan dengan luas 6.671,32 km². Kecamatan dengan wilayah darat terluas 

di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Kecamatan Bulagi Selatan dengan 

luas wilayah 319,00 km² dan kecamatan yang memiliki luas wilayah laut terluas 

adalah Kecamatan Totikum dengan luas wilayah lautnya 1.082,85 km². Luas 

wilayah masing masing kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan disajikan 

pada Tabel II.2. 
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Tabel II.2 

Luas Wilayah Administrasi Kecamatan  
di Kabupaten Banggai Kepulauan 
 

Kecamatan 
Luas Wilayah (km2) 

Darat Laut 

01.    Totikum 155,45 1.082,85 

02.    Totikum Selatan 95,19 663,09 

03.    Tinangkung 312,60 446,96 

04.    Tinangkung Selatan 187,89 251,23 

05.    Tinangkung Utara 136,65 195,38 

06.    Liang 176,19 507,78 

07.    Peling Tengah 140,00 403,49 

08.    Bulagi 275,66 303,58 

09.    Bulagi Selatan 319,00 351,45 

10.    Bulagi Utara 318,00 350,21 

11.    Buko 184,84 1.050,60 

12.    Buko Selatan 187,32 1.064,70 

Banggai Kepulauan 2.488,79 6.671,32 

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2021 

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 

Kabupaten Banggai Kepulauan terletak antara 1° 06’' 30" Lintang Selatan sampai 

dengan 1°35' 58" Lintang Selatan dan 122° 37' 6,3" Bujur Timur sampai dengan 123° 40' 1,9" 

Bujur Timur di Pulau Sulawesi. Batas wilayah administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan 

yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai, Sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Banggai Laut, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku, 

Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling. 

2.1.1.3 Topografi dan Kemiringan Lereng 

Berdasarkan Topografi, wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dibagi 

menjadi 4 satuan utama, yaitu: pegunungan/perbukitan struktural, pegunungan/perbukitan 

karst, perbukitan intrusif, dan dataran rendah. 

Pegunungan struktural terdapat di bagian barat Pulau Peling, memanjang dengan 

pola selatan - utara dengan ketinggian lebih dari 700 Mdpl, lereng curam hingga sangat 

curam dengan kemiringan ≥40 persen. Morfologi ini terdapat di sekitar perbatasan 

Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi Selatan, dan Kecamatan 

Bulagi.  Perbukitan struktural terdapat hampir di seluruh wilayah, dengan ketinggian mulai 

±200 hingga ±700 meter di atas muka air laut, dengan lereng relatif miring (15-30 persen) 

hingga berbukit curam (30-40 persen). 

Pegunungan dan perbukitan karst menempati sebagian besar wilayah, dan secara 

lokal-lokal pada pulau-pulau lainnya. Ciri khas morfologi ini adalah pola kerucut dan 
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lembah karst, dolin, gua, ponor, dan sungai bawah tanah. Puncaknya terdapat di Gunung 

Tinakong (558 meter) dan Bukit Balombong. Dataran rendah terbentang di sepanjang 

wilayah pesisir dan lembah-lembah antar perbukitan atau pegunungan, yang sebagian 

besar dijumpai di bagian utara, dan sebagian kecil di bagian selatan. 

Rincian kondisi tinggi rata-rata dari permukaan laut di tiap Kecamatan dapat dilihat 

pada Tabel berikut: 

Tabel II.3 

Kondisi topografi rata-rata per kecamatan  
di Kabupaten Banggai Kepulauan 

No Kecamatan Ibukota 

Kecamatan 

Tinggi DPL (m) 

1 Totikum Sambiut 10 

2 Totikum Selatan Kalumbatan 2 

3 Tinangkung Salakan 3 

4 Tinangkung Selatan Mansamat A 3 

5 Tinangkung Utara Batulombu 1 

6 Liang Liang 2 

7 Peling Tengah Patukuki 2 

8 Bulagi Bulagi 1 3 

9 Bulagi Selatan Lolantang 5 

10 Bulagi Utara Sambulangan 5 

11 Buko Tataba 2 

12 Buko Selatan Lumbi-Lumbia 3 

                    Sumber: BPS Kab. Banggai Kepulauan 

2.1.1.4 Geologi 

Secara geologi regional, akibat sejarah geotektonik yang terjadi, maka batuan yang 

mengalasi wilayah kajian adalah batuan malihan, granit, dan batuan gunung api. Batuan 

tertua berupa Kompleks Batuan Malihan (PZm) yang terdiri atas sekis, gneis, dan kuarsit. 

Kemudian menyusul Formasi Menanga (Cmm) yang terbentuk dari perselingan batu 

gamping hablur, batu pasir malihan, batusabak, dan filit, dengan penarikan radiometri 

menyatakan berumur Karbon (tidak terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan). Stratigrafi 

batuan penyusun Kabupaten Banggai Kepulauan disajikan dalam Gambar II.2. 
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Gambar II.2 

Stratigrafi Geologi Kabupaten Banggai Kepulauan 

 

 

 

(Sumber: Supandjono dan Haryono, 1993 dalam KLHS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2012) 

 

Kabupaten Banggai Kepulauan, terdapat 4 (empat) klasifikasi tanah tingkat ordo 

berdasarkan Soil Taxonomy (PPT Bogor, 1998), yaitu: Entisols, Inceptisols, Ultisols, dan 

Mollisols, yang dapat dirinci seperti pada tabel II.4. 

Tabel II.4 

Klasifikasi Tanah (Soil Taxonomy PPT, 1998) 
Kabupaten Banggai Kepulauan 

Ordo Grup Karakteristik Satuan Ekoregion 

Entisols 

Aluvial 

Fluvaque

nts 

 Stratigrafi lapisan dari bahan-bahan yang berbeda, 

warna coklat gelap kekelabuan (10YR 4/2), tekstur 

bervariasi bergantung endapan. 

 pH agak masam hingga netral, BO sedang hingga 

tinggi, P dan K total rendah hingga sangat tinggi, KTK 

rendah hingga tinggi, kejenuhan basa sangat tinggi. 

Perbukitan atau 

Pegunungan (F1) 

 

Endoaque

nts 

 Gleisasi sempurna dari bawah sampai atas. 

 Warna kelabu (5YR 5/1) dengan/tanpa karatan di 

lapisan atas, tekstur lempung hingga lempung 

berpasir. 

 Tanah agak alkalis pada daerah genangan, kadar P 

total sangat tinggi hingga sangat rendah, K total 

sangat tinggi, KTK dan kejenuhan basa tinggi hingga 

sangat tinggi. 

Dataran Aluvial Rawa 

Lembah antar (F2) 
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Ordo Grup Karakteristik Satuan Ekoregion 

Psamma-

quents 

 Warna kelabu agak gelap hingga gelap (5YR 3/1). 

 Struktur berbutir lepas, tekstur kasar (pasir 

berlempung hingga lebih kasar). 

 Tanah sangat asam, BO rendah hingga sedang, P 

total rendah hingga sangat rendah, K total sedang 

hingga rendah, KTK rendah hingga 

  sangat rendah, kejenuhan basa sangat tinggi. 

Dataran Aluvial Pesisir 

(Fm) 

Quartzip-

samment

s 

 Tekstur kasar (pasir dengan sedikit kandungan pasir 

kuarsa), warna coklat gelap (7,5YR 4/3), drainase 

cepat. 

 Tanah agak masam hingga netral, BO sgt rendah, P 

dan K total sangat rendah, KTK dan kejenuhan basa 

sangat rendah. 

Wilayah Pesisir Bergisik 

(M) 

 

 

 

 Ultisols 

Podsolik 

Kandiud

ults 

 Horison kandik dengan penurunan lempung <20 

persen hingga kedalaman 150 cm, drainase baik. 

 Lapisan atas berwarna coklat gelap (10YR 4/3) 

sampai coklat gelap kekuningan (10YR 4/6), lapisan 

bawah coklat kekuningan (10YR 5/6) sampai merah 

kekuningan (5YR 5/6). 

 Tekstur halus hingga sedang, struktur kersai hingga 

gumpal agak membulat, konsistensi sangat gembur 

hingga gembur (lembab) agak lekat sampai lekat 

(basah). 

 Tanah masam, BO rendah, P dan K total sangat 

rendah hingga rendah, KTK dan kejenuhan basa 

rendah hingga sangat rendah, Al sangat tinggi.  

Perbukitan Intrusif 

Vulkanik Tua (V) 

Perbukitan Satruktural 

Patahan Batuan 

Gunungapi Tua (S1) 

Inceptisols 

Kambisol 

Dystrude

pts 

 Solum sedang hingga dalam, warna coklat (7,5YR 4/6) 

sampai coklat kekuningan (10YR 5/8). 

 Tekstur halus, struktur gumpal, konsistensi agak teguh 

hingga teguh, bahan induk batu gamping, batu 

lempung, dan batu pasir. 

 Tanah masam hingga netral, BO umumnya rendah, K 

total sangat rendah hingga sedang, P total rendah 

hingga sangat rendah, KTK rendah, basa rendah, Al 

tinggi hingga sangat tinggi. 

Perbukitan dan 

Pegunungan Struktural 

Patahan Batuan 

Malihan dan 

Batugamping Napal (S2) 

(dominan) 

Perbukitan dan 

Pegunungan Karst 

Batugamping Terumbu 

(K) 

Oxisols 

Latosol 

Kandiud

oxs 

 Horison kandik, drainase baik, warna homogen coklat 

hingga coklat kemerahan dan merah kotor (10YR 3/3-

3/4 sampai 2,5YR 3/3-3/4) untuk lapisan, coklat 

kekuningan hingga coklat tua merah kekuningan 

(10YR 4/6-5/6 sampai 5YR 4/6-6/6) untuk lapisan 

bawah. 

 Tekstur lempung berdebu hingga lempung, struktur 

agak gumpal hingga kersai, konsistensi sangat 

gembur (lembab) dan lekat hingga plastis (basah). 

 Tanah netral hingga agak basa, BO rendah hingga 

sedang (atas) dan sangat rendah (bawah), P dan K 

total sangat rendah, KTK rendah, dan kejenuhan basa 

tinggi. 

Perbukitan dan 

Pegunungan Karst 

Batugamping Terumbu 

(K) (dominan) 

Perbukitan dan 

Pegunungan Struktural 

Patahan (S2) 

 

Sumber: BP3, Departemen Pertanian RI (2006) dan Hasil Survei Lapangan (Mei-Juni,  2012) dalam KLHS Kabupaten 

Banggai Kepulauan (2012) 
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Berdasarkan laporan penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

Geoteknologi Bandung Tahun 2003, secara umum ketersediaan air di Kabupaten Banggai 

Kepulauan yang dianalisis menggunakan metode Thornwaite, diperoleh hasil bahwa terjadi 

surplus air pada bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus; Di lain pihak,  defisit 

air terjadi pada bulan-bulan Januari, September, Oktober, November, dan Desember. 

Selanjutnya, jika digunakan koefisien runoff sebesar 0,5 atau 50 persen, maka menurut 

neraca meteorologis, jumlah volume air di Pulau Peling mencapai 1.498.816.834 m3/tahun 

(LIPI-Geotek, 2003 dalam KLHS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2012). 

2.1.1.5 Hidrologi 

Jika ditinjau dari ketersediaan air permukaan, di Kabupaten Banggai Kepulauan 

terdapat beberapa sungai, yang jika ditinjau berdasarkan sifat pengalirannya dapat dibagi 

menjadi 2 (dua), yaitu: (a) sungai perennial, sungai yang mengalir sepanjang tahun, yang 

biasanya bersumber dari mata air berdebit besar dan permanen sepanjang tahun, dan (b) 

sungai intermitten, sungai yang mengalir ketika musim hujan saja. Wilayah Sungai di 

Kabupaten Banggai Kepulauan di sajikan pada tabel berikut: 

Tabel II.5 

Panjang wilayah sungai di 
Kabupaten Banggai Kepulauan 

No Nama Sungai Panjang (m) 

1 Paisu Tatakalai ± 8.400 
2 Paisu Tembang ± 11.700 
3 Paisu Puso Palam  ± 2.200 
4 Paisu Babasal Kombutokan  ± 2.500 
5 Paisu Moi Abason  ± 5.500 
6 Paisu Mosoni ± 10.200 
7 Paisu Bulito Tobungin  ± 7.000 
8 Paisu Nipa Mansamat  ± 10.400 
9 Paisu Manggalai  ± 6.200 

10 Paisu Momulusan ± 4.300 
11 Paisu Patukuki  ± 3.200 
12 Paisu Malangong  ± 4.200 
13 Paisu Lalengan  ± 5.300 
14 Paisu Mata  ± 3.900 
15 Paisu Talas-talas dan  ± 5.000 
16 Paisu Kambani ± 2.000 

Sumber : Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang RTRW  Kab.Bangkep (2016-2036) 

Selain sungai-sungai tersebut, terdapat pula potensi air permukaan berupa danau 

yang airnya dapat pula dimanfaatkan dan dikembangkan. Danau di Kabupaten Banggai 

Kepulauan antara lain Danau Alani, Danau Tendetung, Danau Luk Panenteng, Danau 
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Lemelu, Danau Ndukukan, Danau Kuakon, Danau Emeluk, Danau Paisu Lamasono dan 

Danau Lano. 

Tabel II.6 

Distribusi sungai dan danau berdasarkan satuan ekoregion 
Kabupaten Banggai Kepulauan 

No Nama Danau dan 

Sungai 
Satuan Ekoregion 

1 Danau Alani, Buko 
Selatan 

Perbukitan dan Pegunungan Struktural 
Patahan Kelompok Batuan Malihan 
Sekis, Gneis, dan Batunapal 

2 Danau Tendetung, 
Totikum Selatan 

Perbukitan dan Pegunungan Karst 
Batugamping Terumbu 

3 Sungai Patukuki, 
Peling Tengah 

Perbukitan dan Pegunungan Struktural 
Patahan Kelompok Batuan Malihan 
Sekis, Gneis, dan Batunapal 

4 Sungai Malanggong, 
Buko 

Perbukitan dan Pegunungan Struktural 
Patahan Kelompok Batuan Malihan 
Sekis, Gneis, dan Batunapal 

5 Sungai Kambani, 
Bulagi Selatan 

Perbukitan dan Pegunungan Struktural 
Patahan Kelompok Batuan Malihan 
Sekis, Gneis, dan Batunapal 

6 Sungai Manggalai, 
Tinangkung 

Lembah antar Perbukitan atau 
Pegunungan material Aluvium 

7 Sungai Tatakalai, 
Tinangkung Utara 

Dataran Aluvial Pesisir material Aluvium 

8 Sungai Babasal 
Kombutokan, Totikum 

Dataran Aluvial Pesisir material Aluvium 

Sumber : Geotek LIPI (2003) dalam KLHS Kabupaten Banggai Kepulauan (2012) 

 

2.1.1.6 Klimatologi 

Pada Tahun 2020 suhu udara rata-rata pada stasiun Syukuran Aminuddin Amir 

Luwuk berkisar antara 26,2°C sampai 29,6°C. Suhu udara maksimum terjadi di bulan 

Februari, yaitu sebesar 29,6°C. Di lain pihak, suhu udara minimum terjadi di bulan Juli, yaitu 

sebesar 26,2°C.  

Grafik II.1  

Suhu Udara Maksimum Kabupaten Banggai Kepulauan  
Menurut Bulan Tahun 2020 (°C) 

  
               Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2021 
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Rata-rata kelembaban udara relatif pada Stasiun Syukuran Aminuddin Amir Luwuk 

pada tahun 2020 berkisar antara 72 persen (Oktober dan November) dan 84 persen (Juli).  

 
Grafik  II.2 

Kelembaban Udara Kabupaten Banggai Kepulauan  
Menurut Bulan Tahun 2020 (%) 

 

                        Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2021 
 

Rata-rata kecepatan angin pada Stasiun Syukuran Aminuddin Amir Luwuk berkisar 

antara 1,6 knot (Desember) hingga 4,3 knot (Agustus). 

 
Grafik II.3 

Kecepatan Angin Kabupaten Banggai Kepulauan  
Menurut Bulan Tahun 2020 (knot) 

  
               Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2021 

 

Musim hujan dapat digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan frekuensi curah 

hujan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret 

sekitar 261,3 mm3, sedang pada bulan November sekitar 78,6 mm3, dan rendah pada bulan 

November 60,3 mm3, Sepanjang tahun 2020, suhu udara terendah yaitu 23,6˚C terjadi pada 

bulan Juli dan tertinggi sebesar 33,4˚C pada bulan Februari. 
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Grafik II.4 

Curah hujan di stasiun Meteorologi Syukuran Aminudin Amir Luwuk, 2020 

 
Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2021 

 

2.1.1.7 Penggunaan  Lahan 

Penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan yang terbesar 

adalah hutan. Perkembangan penggunaan lahan sawah rata masih kurang, sebagian 

penduduk bertani secara berpindah atau menunggu musim tanam, serta kurangnya 

peningkatan kualitas pada sektor pangan. Pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Banggai 

Kepulauan diklasifikasikan dalam 3 kegiatan utama yaitu Kawasan Lindung, Kawasan 

Budidaya dan Kawasan Tertentu. 

a. Kawasan Lindung 

Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber 

daya buatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036, 

kawasan Lindung terdiri atas: 

a. kawasan hutan lindung;  

b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya; 

c. kawasan perlindungan setempat;  

d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;  

e. kawasan rawan bencana alam; dan  

f. kawasan lindung lainnya. 

Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 26.739 Ha terdapat dibeberapa 

kecamatan berikut ini:  

a. Kecamatan Tinangkung, dengan luasan kurang lebih 2.025,920 Ha;  
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b. Kecamatan Tinangkung Utara, dengan luasan kurang lebih 248,190 Ha;  

c. Kecamatan Bulagi, dengan luasan kurang lebih 8.318,105 Ha;  

d. Kecamatan Bulagi Utara, dengan luasan kurang lebih 810,621 Ha;  

e. Kecamatan Bulagi Selatan, dengan luasan kurang lebih 14.487,200 Ha; 

f. Kecamatan Peling Tengah, dengan luasan kurang lebih 852,564 Ha;  

g. Kecamatan Totikum Selatan, dengan luasan kurang lebih 200,655 Ha; 

h. Kecamatan Buko Selatan, dengan luasan kurang lebih 40,690 Ha. 

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas 

kawasan resapan air yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan 

dengan luasan 237.842 Ha. 

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai, kawasan 

sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air; dan Kawasan 

ruang terbuka hijau.  

Kawasan sempadan pantai terdapat di seluruh pulau di Kabupaten Banggai 

Kepulauan, dengan panjang pantai kurang lebih 789,58 km. Kawasan sempadan sungai 

meliputi:  

a. Sungai Paisu Bebek dan Sungai Balayon di Kecamatan Liang;  

b. Sungai Ndudukan, Sungai Lomou, Sungai Tutung, di Kecamatan Totikum; 

c. Sungai Tobing, Sungai Tobungin, Sungai Nipah, Sungai Mandoni di Kecamatan 

Tinangkung Selatan 

d. Sungai Manggalai, Sungai Ambelang di Kecamatan Tinangkung 

e. Sungai Luksagu, Sungai Tatakalai dan Sungai Palam di Kecamatan Tinangkung 

Utara.  

Kawasan sekitar danau terletak di:  

a. Danau Tendetung di Kecamatan Totikum Selatan  

b. Danau Ndukukan di Kecamatan Totikum;  

c. Danau Alani di Kecamatan Buko;  

d. Danau Kuakon di Kecamatan Tinangkung; dan  

e. Danau Emeluk di Kecamatan Bulagi Selatan; 

Berdasarkan Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung 

ditetapkan kawasan lindung sekitar danau sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang 

tertinggi. Danau yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat di Kecamatan 

Totikum dan Kecamatan Totikum Selatan yakni Danau Tendetung dan Danau Ndukukan, 

serta di Kecamatan Buko yakni Danau Alani. 



 

 

R K P D Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022  Bab II – Hal. 13 
 

 

Kawasan mata air adalah kawasan tertentu di sekeliling danau, hulu sungai serta 

tebing-tebing sungai yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian mata 

air yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air. Mata air di 

Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat pada hulu sungai serta tebing sungai, tetapi debit 

airnya tidak cukup besar, sehingga untuk mengetahui kontinuitas dan besaran debit mata 

air perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena kebutuhan air dengan jumlah dan 

kualitas yang baik sangat diperlukan guna menunjang kegiatan rumah tangga, industri 

serta kegiatan di masa mendatang sehingga perlu dijaga dan dilestarikan. Kawasan sekitar 

mata air meliputi mata air atas Paisu Sinangkal, Lalanday, Bangunemo, Manggalai dan 

Lukpanenteng.  

Kabupaten Banggai Kepulauan juga memiliki Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang 

ditetapkan di kawasan lapangan monumen Trikora dan Alun-alun di Kota Salakan. 

Kawasan Rawan Bencana Alam, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai 

Kepulauan, yang meliputi: kawasan rawan gempa bumi, rawan tsunami, dan rawan tanah 

longsor. 

b. Kawasan Budidaya 

Kawasan Budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya pada hakekatnya adalah tempat di 

mana suatu wilayah dapat mengolah ruang sedemikian rupa menjadi peruntukan-

peruntukan tersendiri sehingga dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan dan 

memberikan kemakmuran kepada penduduknya namun tetap memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang berlaku. 

Berbagai macam kawasan budidaya di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak akan 

dideskripsikan secara mendetail, hanya akan dijabarkan beberapa kawasan saja yang 

terkait erat dengan potensinya sebagai tolok ukur penting untuk pembangunan, namun juga 

memiliki potensi untuk merusak kestabilan kondisi lingkungan apabila tidak direncanakan 

dan dikelola dengan matang. RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 

mencatat Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kawasan 

pantai berhutan bakau kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.  
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Tabel II.7 

Sebaran Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya 
di Kabupaten Banggai Kepulauan 

Kecamatan Kawasan Pantai 

Berhutan Bakau 

(Ha) 

Konservasi 

Laut (Ha) 

Kawasan Cagar 

Budaya 

Tinangkung 153,37  Monumen Trikora  
Bonua Lua  
Benteng Bebengketan  

Tinangkung 
Selatan 

439,71   

Tinangkung 
Utara 

17,22  Rumah Satu Tiang 
Luksagu  

Liang 65,55 32.359,35  

Peling 
Tengah 

125,2  

Bulagi 42,35  Makam Raja Dallu, 
Makam Raja Boas, 
keramat Kombolon, 
Mustika Putih 

Bulagi Utara 432,82  Batu Masigi, Batu 
Duangan 

Bulagi 
Selatan  

3,98 58.092,62 
 

Tengkorak Manusia 
Zaman Dulu Desa 
Osan, Makam 
Lipuadino (Penyebar 
Islam), Peta Alam Desa 
Lolantang, Pusat 
Pembuatan Periuk  

Buko 76,08  

Buko Selatan 226,06 Sanggar Batu Mesea  

Sumber : Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang RTRW  
Kabupaten Banggai Kepulauan (2016-2036) 

 

2.1.1.8 Peruntukkan Lahan 

1) Kawasan  Pertanian Tanaman  Pangan 

Kegiatan pertanian tersebut berkembang mulai dari wilayah dengan ketinggian 30 

– 1000 meter dpl dengan bermacam komoditi yang dihasilkan, pengembangan kawasan 

budidaya ini didasarkan pada potensi dan SDA yang terkandung di setiap wilayah. Adapun 

yang memiliki potensi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan adalah (1) 

Budidaya Ubi Banggai, (2). Budidaya Ubi Jalar dan (3). Budidaya Rumpul Laut. Dalam 

peningkatan produktifitas pertanian tanaman pangan yang dikembangkan pada wilayah 

Kabupaten Banggai Kepulauan dengan potensi sumber daya alam pendukung yang dapat 

dikelola, baik peningkatan management pertanian atau melalui sistem pengembangan 

irigasi teknis. Peningkatan produksi tanaman pangan pada saat ini, terutama tanaman 

pangan padi, sebab padi merupakan salah satu tanaman dengan tingkat produksi yang 

masih stabil. 
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Pengembangan yang dilakukan dalam mengatasi penurunan tingkat produktifitas 

tanaman pangan padi dapat dicegah dengan memberikan penyuluhan, pembinaan, dan 

pengembangan potensi tanah yang ditunjang dengan program intensifikasi dan 

ekstensifikasi termasuk jaringan irigasi serta penerapan pengembangan tanaman padi 

organik dan berwawasan lingkungan. Perkembangan lahan pertanian di wilayah 

Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, dengan 

kondisi seperti ini akan membangkitkan perkembangan lahan terbangun yang nantinya 

akan dapat menggusur lahan pertanian tanaman pangan potensial.  

Untuk mengantisipasi hal ini, maka untuk kawasan pertanian diarahkan sebagai 

berikut: 

1. Mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang sudah ada, sesuai dengan 

peruntukannya terutama di wilayah Kecamatan Tinangkung dan Kecamatan Totikum. 

2. Membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial, dengan 

menyusun perda sebagai satu dasar hukum yang mengatur pembatasan kegiatan 

pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial 

3. Mengupayakan ekstensifikasi pertanian yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan 

pada beberapa beberapa kawasan dengan mempertimbangkan aspek daya dukung 

tanah, daya dukung pengairan/irigasi, dan produktivitas lahan pertanian yang ada saat 

ini. Upaya ekstensifikasi ini dapat dilakukan melalui peningkatan kelas lahan 

perkebunan menjadi lahan pertanian produktif. 

4. Mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian pada masing-masing wilayah 

Kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang sesuai dengan jenis tanaman yang cocok 

dan produksi yang dominan. 

Dalam perkembangannya untuk wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten 

Banggai Kepulauan dapat dikembangkan berdasarkan sentra jenis tanaman pangan yang 

dihasilkan, yaitu: 

Tabel II.8 

Sebaran Sentra Pengembangan Tanaman Pangan per Kecamatan di 
Kabupaten Banggai Kepulauan 

Kecamatan Sentra Pengembangan Tanaman Pangan 

Tinangkung Jagung, Rumput Laut, Ubi Kayu, Ubi Jalar 

Tinangkung Selatan Jagung, Padi, Kacang Tanah 

Tinangkung Utara Jagung, Padi, Ubi Kayu 

Buko Jagung, Kacang Tanah, Ubi Banggai 

Buko Selatan  Jagung, Kacang Tanah, Ubi Banggai 

Bulagi Jagung, Ubi Banggai, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Keladi (bête), 

Rumput Laut 
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Bulagi Utara Jagung, Ubi Kayu, Ubi Banggai, Ubi Jalar, Keladi (bête), 

Rumput Laut 
Bulagi Selatan  Jagung, Ubi Banggai, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Keladi (bête), 

Rumput Laut 
Peling Tengah  Jagung, Ubi Banggai, Ubi Kayu 

Liang Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Keladi (bête), 

Rumput Laut 
Totikum Jagung, Padi, Kacang Tanah 

Totikum Selatan Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Keladi (bête) 

Sumber : RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan (2016-2036) 

 

2) Kawasan  Perkebunan 

Ditinjau dari segi karakteristik tanah, maka wilayah dengan potensi sebagai 

kawasan budidaya pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Banggai 

Kepulauan cukup mempunyai andil dalam meningkatkan pemasukan daerah, apabila 

dikelola secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, maka untuk sektor ini mempunyai 

prospek untuk berkembang. Sehingga dapat diarahkan sebagai berikut: 

Pengembangan sentra produksi komoditi holtikultura pada masing-masing wilayah 

sesuai dengan jenis tanaman yang paling cocok untuk dikembangkan pada wilayah 

tesebut. Adapun jenis tanaman perkebunan dan hortikultura yang ada di Kabupaten 

Banggai Kepulauan adalah, Kelapa, cengkeh, kakao, kopi, pala, lada, Jambu mete, kapuk, 

vanili, kemiri, sagu dan jahe. Sedangkan penyebarannya berdasarkan RTRW Kabupaten 

Banggai Kepulauan tahun 2026-2036, hampir keseluruh wilayah Kabupaten Banggai 

Kepulauan dan mempunyai luas 29.210,47 Ha, yang lokasinya diarahkan tersebar disetiap 

kecamatan, meliputi: 

1. Kecamatan Tinangkung, luas 2.600 Ha; 

2. Kecamatan Tinangkung Utara, luas 2.155,24 Ha; 

3. Kecamatan Tinangkung Selatan, luas 4.584,80 Ha; 

4. Kecamatan Totikum, luas 5.575 Ha; 

5. Kecamatan Totikum Selatan, luas 1.596,80 Ha; 

6. Kecamatan Liang, luas 2.531,24 Ha; 

7. Kecamatan Peling Tengah, luas 7.715,00 Ha; 

8. Kecamatan Bulagi, luas 3.717,7 Ha; 

9. Kecamatan Bulagi Utara, luas 1.860,0 Ha; 

10. Kecamatan Bulagi Selatan, luas 1.454,8 Ha; 

11. Kecamatan Buko, luas 4.156,40 Ha; 

12. Kecamatan Buko Selatan, luas 1.982,15. 
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Perkembangan budidaya tanaman perkebunan dan holtikultura di Kabupaten 

Banggai Kepulauan perlu ditingkatkan untuk merespon kebutuhan lokal dan regional, 

dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitas produksi melalui sistem intensifikasi 

kegiatan perkebunan dan hortikultura, disamping itu perlu dikembangkan sistem kemitraan 

antara petani dengan pihak swasta. Dengan pola kemitraan ini diharapkan mampu 

mengangkat pendapatan petani di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.  

Dengan adanya pengembangan berbagai jenis komoditi tanaman perkebunan dan 

buah-buahan ini, maka dalam perkembangannya untuk wilayah kecamatan yang ada di 

Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dikembangkan berdasarkan sentra jenis komoditi 

yang dihasilkan, yaitu: 

1. Sentra Pengembangan Kelapa di Kecamatan Totikum, Tinangkung, Tinangkung Utara 

dan Buko. 

2. Sentra Pengembangan Cengkeh di Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan dan Buko. 

3. Sentra Pengembangan Kakao di Kecamatan Liang dan Bulagi Selatan. 

4. Sentra Pengembangan Kopi di Kecamatan Tinangkung, Bulagi Selatan dan Buko. 

5. Sentra Pengembangan Tanaman Jambu Mete di Kecamatan Liang dan Bulagi. 

6. Sentra Pengembangan Kapuk di Kecamatan Buko. 

7. Sentra pengembangan tanaman Vanili di Kecamatan Liang. 

8. Sentra Pengembangan tanaman Kemiri di Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan dan Buko. 

9. Sentra Pengembangan tanaman sagu di Kecamatan Buko. 

3) Kawasan  Peternakan 

Potensi pengembangan peternakan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan 

mencakup jenis ternak Sapi, Kambing, Kuda, Babi, Ayam Kampung dan Itik. Untuk jenis 

ternak kecil, secara umum di Kabupaten Banggai Kepulauan belum dikembangkan secara 

besar-besaran, sehingga dalam perkembangannya untuk jenis ternak kecil ini mempuyai 

potensi untuk berkembang terutama untuk merespon pemenuhan kebutuhan skala regional 

terutama untuk menyuplai kebutuhan ternak  Ayam dan Sapi.  

Kawasan peruntukkan peternakan di Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi: 

1. Kawasan peternakan sapi tersebar hampir di seluruh kecamatan 

2. Kawasan peternakan kambing tersebar di seluruh kecamatan 

3. Kawasan peternakan kuda tersebar di seluruh kecamatan terutama di wilayah 

Kecamatan Totikum 

4. Kawasan peternakan babi dikembangkan di Kecamatan Bulagi Selatan, Bulagi Utara, 

Bulagi dan Buko. 
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5. Kawasan Peternakan unggas tersebar di seluruh kecamatan. 

Untuk meningkatkan hasil produksi peternakan, maka program yang perlu di 

kembangkan adalah: 

1. Pengembangan budidaya ternak melalui kawin suntik 

2. Pemeliharaan ternak secara lebih baik, mencakup pemberian pakan dan perlindungan 

terhadap penyakit hewan 

Untuk mengantisipasi berkurangnya sumber makanan ternak, maka untuk wilayah-

wilayah yang potensial dalam pengembangan ternak besar dapat dikembangkan kegiatan 

penanaman rumput gajah. Mengembangkan program peremajaan ternak secara berkala 

untuk mengantisipasi penurunan jumlah ternak dan lain-lain. 

4) Kawasan  Perikanan 

Jenis perikanan yang berkembang di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah 

perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dalam pengelolaan jenis perikanan laut di 

Kabupaten Banggai Kepulauan dapat diarahkan sebagai berikut: 

1. Pengembangan jenis perikanan laut sesuai dengan permintaan tertinggi di pasaran. 

2. Penentuan skala pemasaran hasil produksi. 

3. Penanganan sistem pengelolaan pasca produksi untuk menjaga kualitas. 

Jenis perikanan Laut yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan berkembang di 

Kecamatan yang berada di wilayah pesisir. Pengembangan perikanan laut di Kabupaten 

Banggai Kepulauan mencakup kegiatan penangkapan ikan laut jenis Kakap, Tongkol, 

Tuna, Cumi-cumi, Ikan Kerapu, Ikan Napoleon dan Sotong. Kegiatan budidaya hasil laut 

mencakup budidaya Lobster, Kerapu, Cardinal Fish, Mutiara, dan Rumput laut. Dalam 

pengembangannya untuk jenis perikanan ini perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas 

maupun cara pemasaran yang lebih baik sehingga produk perikanan di Kabupaten 

Banggai Kepulauan akan lebih dikenal. 

Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri 

atas: 

1. Kawasan peruntukan budidaya laut 

2. Keramba Jaring Tangkap (KJT) di perairan laut Kecamatan Liang;  

3. Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan laut Kecamatan Liang;  

4. Budidaya teripang di perairan laut Kecamatan Liang; 

5. Budidaya Mutiara di perairan laut Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Liang; 

dan 
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6. Budidaya rumput laut di perairan laut Kecamatan Bulagi, Liang, Bulagi Utara, Peling 

Tengah, Tinangkung Selatan, Buko Selatan, Totikum Selatan, Bulagi Selatan, 

Tinangkung, Buko, dan Tinangkung Utara. 

Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri 

atas: 

1. Bagan apung di perairan laut Kecamatan Tinangkung, Kecamatan Peling Tengah, 

Liang, dan Kecamatan Tinangkung Selatan; 

2. Rumpon di perairan laut Kecamatan Tinangkung Utara;  

3. Gill Net tersebar di perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan;  

4. Hand line tersebar di perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai 

Kepulauan;  

5. Long Line tersebar di perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai 

Kepulauan;  

6. Sero di perairan laut Kecamatan Peling Tengah, dan Kecamatan Liang;  

7. Kapal Perikanan tersebar di perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai 

Kepulauan; dan 

8. Mesin Katinting tersebar di perairan laut seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai 

Kepulauan. 

5) Kawasan  Pariwisata 

Pengembangan obyek wisata yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan 

ekonomi dan sekaligus memperluas kesempatan kerja dan wirausaha. Maka perlu 

diupayakan pengembangan pariwisata, pemeliharaan obyek dan benda bersejarah, 

peningkatan promosi dan pengembangan event-event budaya. Adapun kawasan 

peruntukkan wisata yang dikembangkan di Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi: 

Kawasan peruntukkan pariwisata sejarah dan budaya terdiri atas: 

1. Monumen Trikora Salakan, Bonua Lua dan Benteng Bebengketan di Kecamatan 

Tinangkung; 

2. Mesjid Tua di Kombutokan dan Benteng Bungkuko Pusaka di Sambiut Kecamatan 

Totikum;  

3. Benteng Lipuadino, Makam Tua Imam Puadino, Makam Tua Imam Sya’ban, dan Peta 

Alam di Lolantang Kecamatan Bulagi Selatan;  

4. Perkampungan Suku Bajo di Kalumbatan dan masuknya Injil pertama di Nulion 

Kecamatan Totikum Selatan; 

5. Museum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;  
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6. Tradisi Penguburan Mayat, pusat pembuatan periuk tanah liat, tradisi suku Sea – Sea 

di Osan Kecamatan Bulagi;  

Kawasan peruntukkan pariwisata alam terdiri atas: 

1. Danau Kuakon di Kecamatan Tinangkung;  

2. Air Terjun Paisu Mondoni Mansamat di Kecamatan Tinangkung Selatan;  

3. Air Terjun Tembang di Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara; 

4. Danau Paisu Motono Lalong di Kecamatan Tinangkung Utara; 

5. Danau Tendetung di Kanali Kecamatan Totikum Selatan; 

6. Gua Pentu di Kecamatan Liang; 

7. Danau Lemelu di Kecamatan Bulagi Selatan; 

8. Batu Mesea Lumbia-Lumbia dan Danau Alani di Kecamatan Buko Selatan; 

9. Gagak Peling di Okulo dan Tatendeng Kecamatan Buko;  

10. Banggai Cardinal Fish di Kecamatan Liang, Kecamatan Tinangkung dan Kecamatan 

Totikum Selatan; 

11. Pemandian Pantai Lomboan di Kecamatan Tinangkung Selatan; 

12. Pemandian Pantai Teduang Ambelang di Kecamatan Tinangkung; 

13. Pantai Tebeabul di Pulau Bakalan Kecamatan Tinangkung; 

14. Pantai Bone Uluno di Abason Kecamatan Totikum; 

15. Pemandian Pantai Lalanday di Kecamatan Bulagi; 

16. Kawasan Agrowisata Pulau Banyak di Kecamatan Tinangkung; 

17. Danau Paisu Pok/Danau Cermin di Kecamatan Bulagi Utara; 

18. Pantai Poganda di Kecamatan Bulagi Utara; 

19. Teluk Kerikil di Kecamatan Peling Tengah; dan 

20. Wisata Mangrove Tatakalai. 

6) Kawasan  Pemukiman 

Kawasan permukiman adalah kawasan diluar kawasan lindung yang diperlukan 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di 

daerah perkotaan atau pada daerah perdesaan. Adapun kriteria dari kawasan permukiman 

adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari 

bahaya bencana alam, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha, dan 

kawasan yang apabila digunakan untuk permukiman dapat memberikan manfaat: 

meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan fasilitas yang ada 

disekitarnya dan meningkatkan perkembangan kegiatan sektor dan ekonomi yang ada 

disekitarnya, tidak mengganggu fungsi lindung, tidak mengganggu upaya kelestarian 
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sumber daya alam, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan 

nasional dan daerah, menyediakan kesempatan kerja. 

Pengelolaan kawasan permukiman dilakukan untuk menyediakan tempat 

bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan 

yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian 

lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 

1. Permukiman Perkotaan 

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

permukiman dengan kegiatan utama non pertanian dan pada umumnya ditunjang oleh 

sarana dan prasarana transportasi yang memadai, fasilitas peribadatan, pendidikan, 

perdagangan dan jasa, perkantoran dan pemerintahan. 

Di Kabupaten Banggai Kepulauan wilayah yang didefinisikan sebagai kawasan 

permukiman perkotaan adalah Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu Kota Salakan 

Kecamatan Tinangkung serta kecamatan sesuai dengan peraturan daerah tentang 

penetapan batas wilayah kota di lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada wilayah 

ini kegiatannya didominasi oleh jenis kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan 

orientasi pergerakan bagi penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Berdasarkan 

kondisi yang ada di kota-kota tersebut, maka dalam pengembangan pemukiman perkotaan 

diarahkan untuk mencapai suatu kondisi aman, nyaman, sehat, sehingga dalam 

penanganannya diarahkan sebagai berikut: 

1. Menghindari pola perkembangan pemukiman yang sifatnya linier sesuai dengan kondisi 

jalan, untuk mengantisipasi perkembangan wilayah yang memusat, maka pola 

perkembangan pemukiman dibuat menyebar dengan ketersediaan fasilitas penunjang 

yang memadai sesuai standar kebutuhan kota. 

2. Penentuan Garis Sempadan Bangunan yang jelas pada kawasan yang belum dibangun 

pemukiman guna mengantisipasi kebutuhan pengembangan jaringan jalan kota pada 

masa mendatang. Berdasarkan kecenderungan perkembangan saat ini, pola pemukiman 

di wilayah kota dan Kabupaten Banggai Kepulauan secara umum berkembang secara 

alami sesuai dengan ruas jalan, sehingga dikhawatirkan akan semakin memakan badan 

jalan.  

3. Peningkatan kualitas bangunan dan lingkungan sekitar pemukiman pada daerah–

daerah terbelakang/kampung kota melalui program P3KT mencakup kegiatan 

gentingisasi, betonisasi, penyediaan sanitasi/MCK yang lebih baik, hal ini diarahkan 

untuk mengubah citra kampung kota menjadi lebih baik. 
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Permukiman perkotaan di Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari: 

a. Permukiman perkotaan kepadatan sedang 

Kawasan permukiman perkotaan kepadatan sedang yang diarahkan untuk 

permukiman/hunian sedang, industri berbasis tenaga kerja non polutan, jasa, dan 

perdagangan, serta perkantoran dengan penyebaran meliputi kawasan Ibukota Kabupaten 

Banggai Kepulauan yaitu Kota Salakan. 

b. Permukiman perkotaan kepadatan rendah 

Kawasan permukiman perkotaan kepadatan rendah adalah kawasan untuk 

permukiman/hunian kepadatan rendah yang mendukung kegiatan jasa perdagangan dan 

industri berbasis bahan baku lokal dan berorientasi tenaga kerja, dengan penyebaran 

meliputi seluruh ibukota kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu:  

a. Bulagi Satu di Kecamatan Bulagi 

b. Sambulangan di Kecamatan Bulagi Utara 

c. Lolantang di Kecamatan Bulagi Selatan 

d. Tataba di Kecamatan Buko 

e. Lumbia-lumbia di Kecamatan Buko Selatan 

f. Ponding-ponding, Tatakalai dan Luksagu di Kecamatan Tinangkung Utara 

g. Mansamat di Kecamatan Tinangkung Selatan 

h. Liang di di Kecamatan Liang 

i. Patukuki di Kecamatan Peling Tengah 

j. Sambiut di Kecamatan Totikum  

k. Kalumbatan di Kecamatan Totikum Selatan 

2. Permukiman Perdesaan 

Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman yang 

pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan 

pemanfaatan lahan lainnya. Dimana untuk kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten 

Banggai Kepulauan prosentasenya lebih tinggi dibanding dengan permukiman pada 

kawasan perkotaan, hal ini disebabkan karena mayoritas wilayah Kabupaten Banggai 

Kepulauan termasuk dalam kawasan perdesaan.  

Pada kawasan ini peningkatan kegiatannya diarahkan untuk permukiman dengan 

fasiltas penunjangnya, dan terdapat kawasan pertanian untuk kegiatan usaha. Maka sistem 

pengelolaan kawasan permukiman di wilayah perdesaan ditempuh dengan: 

1. Mengarahkan pengembangan pemukiman  agar membentuk pola menyebar  
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2. Membatasi perkembangan pemukiman disepanjang jalan utama dengan membuat 

ketentuan GSB yang ideal untuk mengantisipasi pengembangan jaringan jalan pada 

masa mendatang. 

3. Pengaturan terhadap luas tanah terbangun dan tidak terbangun pada kawasan 

pengembangan permukiman. 

4. Perlu adanya pencadangan tanah kosong atau pekarangan pada masing-masing unit 

rumah, yang dapat digunakan untuk kegiatan seperti bercocok tanam dan sebagainya, 

sehingga lebih bernilai ekonomis.  

5. Pemisahan antara perumahan dan tempat hunian ternak untuk menjamin tingkat 

kesehatan penghuni rumah. 

6. Perluasan areal yang akan digunakan untuk permukiman sedapat mungkin 

menggunakan tanah yang tidak termasuk tanah subur atau beririgasi teknis dan ½ 

teknis. 

7. Untuk pemukiman yang berada di daerah selatan, dalam upaya untuk menjaga 

ketersediaan air, maka dapat dikembangkan sistem resapan air yang dapat 

dikembangkan baik secara komunal atau secara individual pada masing-masing 

rumah. 

Kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan 

kawasan permukiman yang diarahkan untuk hunian rendah sampai sangat rendah/jarang, 

berorientasi terhadap lingkungannya (pertanian, peternakan dan perikanan, kehutanan, 

agrowisata dan pariwisata) dengan bangunan yang tidak memiliki beban berat terhadap 

tanah, yang penyebarannya meliputi seluruh desa diluar ibukota kecamatan. 

 

2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah 

1) Potensi Perikanan 

Sebagai wilayah kepulauan, dengan luas laut mencapai 72,83% maka perikanan  

menjadi salah satu sektor utama yang mempunyai potensi dan kekayaan yang harus terus 

diolah dan dimanfaatkan keberadaannya. Peluang–peluang yang dapat dikembangkan 

adalah: 

a. Perikanan Tangkap 

Berdasarkan data BPS, bahwa produksi perikanan laut Tahun 2018 sebesar 

12.577,5 ton, Produksi perikanan laut tertinggi adalah Kecamatan Buko sebesar 2.081,3 ton, 

selanjutnya disusul Kecamatan Liang sebesar 1.972,1 ton dan Kecamatan Bulagi Selatan 

sebesar 1.740,2 ton. 
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Sedangkan produksi perikanan laut Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 

menunjukkan penurunan yaitu sebesar 11.826,6 ton. Produksi perikanan laut terbanyak 

berada di Kecamatan Buko yaitu sebesar 2.416,4 ton dan Kecamatan Liang sebesar 1.854,3 

ton.  

 

Tabel II.9 

Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2019 (ton) 

 
No 

 
Kecamatan 

Perikanan Laut Perairan Umum Jumlah 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 Totikum 789,9 735,6 - - 789,9 735,6 

2 Totikum 
Selatan 

1.622,8 1.210,7 - - 1.622,8 1.210,7 

3 Tinangkung 616,1 635,4 - - 616,1 635,4 

4 Tinangkung 
Selatan 

484,6 382,9 - - 484,6 382,9 

5 Tinangkung 
Utara 

429,8 514,7 - - 429,8 514,7 

6 Liang 1.972,1 1.854,3 - - 1.972,1 1.854,3 

7 Peling Tengah 513,3 373,5 - - 513,3 373,5 

8 Bulagi 455 137 - - 455 137 

9 Bulagi Selatan 1.740,2 1.551,6 - - 1.740,2 1.551,6 

10 Bulagi Utara 633,5 504,3 - - 633,5 504,3 

11 Buko 2.081,3 2.416,4 - - 2.081,3 2.416,4 

12 Buko Selatan 1.238,9 1.100,8 - - 1.238,9 1.100,8 

Jumlah 12.577,5 11.826,6 
 

- 12.577,5 11.826,6 

Sumber : BPS Kab. Bangkep,2020 

 
Sementara itu untuk jumlah perahu/kapal yang ada di setiap kecamatan dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel II.10 

Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2019 

 
 

Kecamatan 

2018 2019 

Perahu 
Tanpa 
Motor 

Perahu 
Motor 

Tempel 

Kapal 
Motor 

Perahu 
Tanpa 
Motor 

Perahu 
Motor 

Tempel 

Kapal 
Motor 

1. Totikum - 161 - - 170 - 

2. Totikum 
Selatan 

16 356 - 16 361 - 

3. Tinangkung - 152 - - 214 - 

4. Tinangkung 
Selatan 

- 98 - - 106 - 

5. Tinangkung 
Utara 

- 121 - - 126 - 

6. Liang 6 669 - 19 639 - 

7. Peling Tengah 21 86 - 21 69 - 
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8. Bulagi - 132 - - 137 - 

9. Bulagi Selatan - 336 - - 344 - 

10. Bulagi Utara - 124 - 25 111 - 

11. Buko - 427 - 64 373 - 

12. Buko Selatan - 272 - 28 256 - 

JUMLAH 43 2.934 - 173 2.906 - 

Sumber : BPS Kab. Bangkep,2020 dan Dinas Perikanan Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2020 

 
b. Perikanan Budidaya 

Kegiatan pengembangan budidaya perikanan laut dan budidaya rumput laut 

merupakan jenis kegiatan yang banyak dijumpai hampir di semua kecamatan yang ada di 

Kabupaten Banggai Kepulauan. Didukung dengan kondisi perairan yang masih jauh dari 

pencemaran limbah, potensi pengembangan budidaya perikanan laut di Kabupaten 

Banggai Kepulauan sangat menjanjikan. Dari hasil analisis kualitas air di 3 (tiga) stasiun 

pengamatan menunjukan kondisi lingkungan perairan sangat mendukung kehidupan 

organisme laut dengan nilai parameter adalah : Tingkat Kekeruhan (TSS) sebesar 2 – 10 

mg/l; Suhu 26O – 28OC, pH normal berkisar 7,0 – 7,5; DO berkisar 5,98 – 8,96 ppm; Salinitas 

berkisar antara 34 – 35 %, ini menunjukkan daya dukung lingkungan yang baik untuk 

investasi perikanan laut. Diantara beberapa jenis ikan yang ada kabupaten Banggai 

Kepulauan, terdapat jenis ikan yang menonjol baik dari segi produksi maupun nilainya 

seperti ikan kerapu, ikan kakap, ikan kuwe, ikan baronang yang cocok untuk budidaya 

perikanan laut. Berdasarkan data Dinas Perikanan Banggai Kepulauan tahun 2020 bahwa 

produksi perikanan budidaya tahun 2019 meningkat sebesar  675.459,09 ton dibandingkan 

produksi di tahun 2018 yang mencapai  635.285,22 ton. 

Budidaya rumput laut juga merupakan potensi budidaya yang memberikan hasil 

cukup besar dalam memperbaiki ekonomi masyarakat. Kabupaten Banggai Kepulauan 

khususnya di wilayah Kecamatan Bulagi, Liang, Bulagi Selatan, Bulagi Utara, Tinangkung 

Selatan, dan Totikum Selatan memiliki potensi sumber daya yang berpengalaman dalam 

budidaya rumput laut. Pada tahun 2019 produksi budidaya rumput laut mencapai 675.078,22 

ton dan angka produksi budidaya di tahun 2018 sebesar 634.828,30 ton.  
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Tabel II.11 
Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Banggai Kepulauan  

Tahun 2017-2020 

No. Jenis Budidaya Produksi (Ton) 

2017 2018 2019 2020 

1. Rumput Laut 
Cottoni 

669.894,40 634.828,30 675.078,22 - 

2. Kerapu 183,75 141,40 125,10 - 

3. Kakap 30,14 24,63 24,06 - 

4. Kuwe 128,77 106,03 - - 

5. Baronang 33,94 28,65 - - 

6. Ikan Lainnya 204,11 156,21 231,71 - 

JUMLAH 670.475,11 635.285,22 675.459,09 - 

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

2) Potensi Pertanian 

Meskipun sebagai daerah kepulauan dengan wilayah perairannya yang sangat 

luas, namun Kabupaten Banggai Kepulauan tidak hanya mengutamakan pada 

pembangunan di bidang kelautan. Perkembangan di sektor pertanian menjadi penting 

disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian di Kabupaten Banggai 

Kepulauan masih sangat besar. Beberapa subsektor pertanian yang dapat dikembangkan 

di Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu: 

a. Subsektor Tanaman Pangan 

Potensi tanaman pangan yang terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri 

dari berbagai jenis tanaman, diantaranya padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang 

hijau, ubi banggai, ubi kayu, ubi jalar. Pada tahun 2019 jumlah produksi padi di tahun 2019 

sebesar 43,58 ton dengan luas panen 702,58 Ha. Potensi tanaman pangan jenis kedelai, 

jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi banggai, ubi kayu, ubi jalar dapat di lihat dalam 

tabel berikut: 

 

Tabel II.12 

Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan 
Tahun 2019-2020 

 

Komoditi 

Jumlah Produksi 

2019 2020 

1. Padi (ku) 3.061,64 3.010,66 

2. Beras (ton) 1.797,89 1.767,97 

3. Jagung 4.751  

4. Kedelai 0  

5. Kacang Tanah 567  

6. Kacang Hijau -  
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Komoditi 

Jumlah Produksi 

2019 2020 

7. Ubi Kayu 4.195  

8. Ubi Jalar 1.056  

Sumber: BPS Prov. Sulteng,2021   

 
Tabel II.13 

Jumlah Luas Tanam dan Jumlah Produksi Menurut Jenis Tanaman Pangan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2020 

 
Tanaman 

Tahun 2019 Tahun 2020 

Luas Panen 
(Ha) 

Jumlah 
Produksi 

(Ton) 

Produktifit
as 

(Kw/H) 

Luas 
Panen 
(Ha) 

Jumlah 
Produksi 

(Ton) 

Produktifi
tas 

(Kw/H) 

Padi 702,58 43,58 3 061.64 665,64 3.010,66 45,23 

Beras - - 1.797,89   1.767,97 

Jagung 2.198 4.751 21,62    

Kedelai - - -    

Kacang Tanah 469 567 12,08    

Kacang Hijau - - -    

Ubi Kayu 153 4.195 274,15    

Ubi Jalar 89 1.056 118,62    

Jumlah 3.612 10.613  426     

Sumber: BPS Prov. Sulteng,2021  

 

b. Subsektor Holtikultura 

Tanaman holtikultura khususnya sayur-sayuran yang diproduksi di Kabupaten 

Banggai Kepulauan yaitu bawang merah, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, 

terung, ketimun, kangkung, dan bayam. 

Sejak Tahun 2017-2019 luas panen hortikultura khususnya sayur-sayuran di 

Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017 luas panen 

holtikultura 304 ha, dan Tahun 2018 mengalami penurunan karena kurangnya data luas 

panen menjadi 79 ha dan di tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 462 ha. 

 
Tabel II.14 

Luas Panen Tanaman Sayur-sayuran di Kabupaten Banggai Kepulauan 
Tahun 2017-2020 

 
Jenis Tanaman 

Luas Panen (Ha) 

2017 2018 2019 2020 

Bawang Merah 15 10 31 19 

Kacang Panjang 52 - 70 - 

Cabe Besar - - 20 40 

Cabe Rawit 62 37 83 101 
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Tomat 47 32 64 61,5 

Terong 47 - 65 - 

Ketimun - - 35 - 

Kangkung 46 - 45 48 

Bayam 50 - 49 32,5 

Luas Panen 304 79 462 302 

Sumber:  BPS Kab. Bangkep,2021 dan Dinas Pertanian Kab. Bangkep, 2021 

 

Tanaman kacang panjang dan cabe rawit memiliki luas panen terbesar 

dibandingkan tanaman lainnya. Pada Tahun 2018 secara menyeluruh luas panen tanaman 

holtikultura mengalami penurunan. Luas panen yang mendominasi pada Tahun 2019 yaitu 

cabe rawit dan kacang panjang, masing-masing sebesar 83 ha dan 70 ha. Sementara, 

tanaman dengan luas panen paling rendah yaitu cabe besar dan bawang merah, masing-

masing sebesar 20 ha dan 31 ha. Tahun 2019 secara keseluruhan luas panen tanaman 

Hortikultura mengalami peningkatan. 

Tabel II.15 

Perkembangan Produksi Sayur-sayuran di Kabupaten Banggai Kepulauan 
Tahun 2017-2020 

 
Jenis Tanaman 

Produksi (KW) 

2017 2018 2019 2020 

Kacang Panjang 136 - 5.895 - 

Bawang Merah - - - 38 

Cabe Besar - - 409 116 

Cabe Rawit 223 62 12.110 812 

Tomat 199 43 7.009 139 

Terong 185 - 4.552 - 

Ketimun - - 879 - 

Kangkung 222 - 1.741 158 

Bayam 58 - 481 51,5 

Jumlah Produksi 1,027 105 33.076 1314,5 

Sumber : BPS Kab. Bangkep,2021  

 

Perkembangan produksi sayur-sayuran periode 2017-2019 menunjukkan 

pertumbuhan yang signifikan. Tahun 2017 produksi sayur-sayuran sebesar 1.027 kwintal. 

Tahun 2019 secara keseluruhan terjadi peningkatan produksi sayur-sayuran di Kabupaten 

Banggai Kepulauan.  Tanaman cabe rawit dan tomat mendominasi produksi sayur-sayuran 

Tahun 2019, masing-masing memproduksi sebanyak 12.110 kwintal dan 7.009 kwintal.  

Keterbatasan produksi lokal tanaman sayur-sayuran dalam mencukupi kebutuhan 

masyarakat, maka untuk memenuhi kebutuhan seperti kubis/kol, wortel, dan buncis 

diperlukan pasokkan dari luar wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. 
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c. Subsektor Perkebunan 

Dari subsektor perkebunan perluasan areal kelapa dalam tahun 2019 mencapai 

20.028 Ha, dengan peningkatan produksi kelapa dalam sebesar 10.236,76 ton, sedangkan 

produksi kakao di tahun 2019 sebesar 277,5 ton. Tanaman cengkeh juga merupakan 

tanaman andalan yang terus di kembangkan oleh masyarakat Kabupaten Banggai 

Kepulauan yang pada tahun 2019 jumlah produksinya mencapai 374,3 ton, sedangkan 

tanaman jambu mente dengan luas tanam sebesar 5.565 Ha dengan hasil produksi 358,21 

ton. Selanjutnya tanaman pala dengan luas tanam sebesar 1.956 Ha menghasilkan jumlah 

produksi sebesar 93,48 ton. 

Jenis tanaman perkebunan yang tetap diupayakan untuk dikembangkan yaitu 

vanili, kopi, lada, kapuk dan nilam. Untuk tanaman vanili luas tanamnya sebesar 79,08 Ha 

dengan jumlah produksi mencapai 0,92 ton, tanaman kopi dengan luas tanam sebesar 47,05 

Ha menghasilkan jumlah produksi sebesar 1,7 ton. Tanaman lada mulai di kembangkan 

dengan luas tanam sebesar 20,51 Ha menghasilkan produksi 0,94 ton. Tanaman kapuk 

dengan luas lahan sebesar 9,2 Ha menghasilkan produksi sebesar 1 ton. Pencapaian sektor 

perkebunan ini dihasilkan dari upaya revitalisasi usaha agribisnis yang difokuskan pada 

semua jenis komoditi perwilayahan di Kabupaten Banggai Kepulauan dan revitalisasi 

pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui pola sistem kebersamaan ekonomi. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel II.16 

Jumlah luas tanam dan Jumlah produksi menurut jenis tanaman perkebunan  
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

 
Tanaman 

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 

Luas Area 
(Ha) 

Jumlah 
Produksi 

(Ton) 

Luas 
Area 
(Ha) 

Jumlah 
Produksi 

(Ton) 

Luas 
Area (Ha) 

Jumlah 
Produksi 

(Ton) 

Luas 
Area 
(Ha) 

Jumlah 
Produksi 

(Ton) 

Kelapa Dalam 13.979,75 9.287,25 20.044 10.033 20.028 10.236,76 - - 

Kakao 3.547,23 946,63 6.716 278 6.530 277,5 - - 

Cengkeh 2.957,67 127,03 4.247 227 4.276 374,3 - - 

Jambu Mete 2.584,34 185,81 5.541 331 5.565 358,21 - - 

Kemiri 631,31 164,53 1.671 - 1.681 246,46 - - 

Vanili 46,49 1,76 70 1 79,08 0,92 - - 

Kopi 29,70 0,52 47 1 47,05 1,7 - - 

Lada 3,964 0,31 19 1 20,51 0,94 - - 

Pala 266,00 46,76 1.743 89 1.956 93,48 - - 

Kapuk 3,30 1,03 4 1 9,2 1 - - 

Nilam - - 1 - 6,8 0,27 - - 

Jumlah 24.049,75 10.761,64 40.103 10.962 40.198,64 11.591,27 - - 

Sumber:  BPS Kab. Bangkep,2019 dan Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2021 
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d. Subsektor Peternakan 

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan juga memiliki potensi Pengembangan 

subsektor Peternakan yang cukup membanggakan. Dalam mengembangkan subsektor 

peternakan, pemerintah melakukan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin 

Alam (INKA) dengan tujuan peningkatan jumlah populasi serta perbaikan mutu genetik 

ternak. Dari hasil kegiatan tersebut, populasi sapi potong, kambing, babi dan kuda dari 

tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan dengan mutu genenik yang lebih baik. 

Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan jumlah sapi 

potong di tahun 2019 mencapai 21.411 ekor, jumlah populasi babi sebanyak 39.681 ekor, 

populasi kambing sebanyak 30.800 ekor dan populasi kuda 422 ekor. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel II.17 

Jumlah Populasi dan Jenis Ternak Menurut Kecamatan 
di Banggai Kepulauan Tahun 2019 

 
No 

 
Kecamatan 

Jenis Ternak 
Sapi 

Perah 
Sapi 

Potong 
Kerbau Kuda Kambing Domba Babi 

1. Totikum - 2.864 - 184 3.941 - 765 

2. Totikum 
Selatan 

- 1.573 - 71 1.834 - 1.704 

3. Tinangkung - 1.709 - 9 6.072 - 184 

4. Tinangkung 
Selatan 

- 3.021 - 14 3.405 - 497 

5. Tinangkung 
Utara 

- 1.697 - 37 1.558 - 162 

6. Liang - 289 - 0 1.210 - 462 

7. Peling 
Tengah 

- 1.602 - 3 1.985 - 1.693 

8. Bulagi - 1.964 - 16 1.878 - 10.861 

9. Bulagi 
Selatan 

- 1.365 - 9 3.293 - 3.792 

10. Bulagi Utara - 3.072 - 53 2.469 - 9.874 

11. Buko - 1.493 - 12 1.793 - 6.626 

12. Buko Selatan - 762 - 14 1.362 - 3.021 

JUMLAH - 21.411 - 422 30.800 - 39.681 

Sumber:  BPS Kab. Bangkep,2019 dan Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2020 

 

Sedangkan populasi unggas di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2019  

tersebar dalam beberapa jenis. Ayam kampung sebanyak  97.546 ekor, populasi ayam 

petelur sebanyak 19.472 ekor, ayam pedaging 15.000 ekor, populasi itik dan populasi itik 

manila sebanyak 19.911 ekor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel II.18 

Jumlah Populasi Unggas dan Jenis Unggas Menurut Kecamatan 
di Banggai Kepulauan Tahun 2019 

No Kecamatan Ayam 

Kampung 

Ayam 

Petelur 

Ayam 

Pedaging 

Itik/Itik 

Manila 

1. Totikum 7.421 - - 2.033 

2. Totikum Selatan 3.581 - - 780 

3. Tinangkung 10.294 18.972 12.000 2.487 

4. Tinangkung 

Selatan 

11.231 50 - 2.557 

5. Tinangkung 

Utara 

11.968 - - 2.966 

6. Liang 4.194 - - 577 

7. Peling Tengah 11.493 - - 1.474 

8. Bulagi 12.983 - 1.000 1.341 

9. Bulagi Selatan 8.308 - - 945 

10. Bulagi Utara 6.186 - - 1.591 

11. Buko 4.136 - - 1.438 

12. Buko Selatan 5.811 - 2.000 1.722 

Bangkep 97.546 19.472 15.000 19.911 

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan, 2020 

 

Sumber daya makanan dari hasil peternakan ini berupa daging dan telur. 

Persedian dari Produksi daging di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2019 di 

hasilkan oleh babi, kambing dan sapi. Selama tahun 2019 terdapat produksi daging babi  

sebesar 39.681 ton, kemudian diikuti oleh daging kambing sebesar 430.800 ton dan daging 

sapi sebesar 21.411 ton. Untuk kelompok ternak unggas, ayam kampung menghasilkan 

produksi daging sebesar 97.546 ton, diikuti itik dan ayam pedaging masing-masing sebesar 

19.911 ton dan 15.000 ton. Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi daging di Kabupaten 

Banggai Kepulauan cukup terpenuhi walaupun beberapa produksi daging masih harus di 

impor karena jumlah peternak yang mengusahakannya di Kabupaten Banggai Kepulauan 

masih yang relatif rendah. 

Selain produksi daging, hasil lain dari peternakan adalah berupa telur. Telur yang 

dihasilkan di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah telur ayam petelur. Produksi telur 

ayam petelur sebesar 12,50 ton sedangkan produksi telur itik sebesar 4,54 ton. 

3) Potensi Pariwisata 

Pariwisata menjadi kebutuhan manusia, dengan wisata dapat menghilangkan 

kepenatan dan lelah serta menghilangkan stres. Pariwisata menjadi industri baru yang 
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dapat menambah pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan 

pekerjaan. Pengelolaan tempat-tempat wisata daerah dapat meningkatkan pendapatan 

daerah pada sektor pariwisata. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi wisata 

yang beragam dan unik, khususnya wisata bahari. Daerah ini memiliki keindahan khas 

wilayah maritim, baik obyek wisata pantai pasir putih maupun bawah laut. 

Pada Program Pembangunan berkelanjutan (SDG’s), Pemerintah berupaya 

mencapai sasaran pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk 

mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan 

mempromosikan budaya dan produk lokal. Diharapkan kontribusi pariwisata dapat 

mencapai  8 persen terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2 persen). Dan meningkatnya 

jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada Tahun 2019 (2014: 9 juta). 

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki objek wisata yang dapat menarik 

wisatawan berkunjung di tempat ini. Sebagian besar adalah objek wisata bahari sebanyak 

21 objek, dan wisata alam 16 objek. Sementara untuk objek wisata agro sebanyak 4 objek 

dan untuk permintaan khusus sebanyak 2 objek. Namun belum semua objek wisata sudah 

dikembangkan. Tercatat ada 9 objek wisata yang sudah dikembangkan, di lain pihak 43 

obek wisata lainnya belum dikembangkan. 

Objek wisata yang sudah dikembangkan yaitu objek wisata alam meliputi Air 

Terjun Tembang di Desa Luksagu, Permandian Lengbola di Desa Patukuki, Desa Wisata 

Tatendeng, Gua Pentu di Liang, Pantai Tebeabul di Desa Bakalan, Pantai Poganda dan 

Danau Paisu Pok di Desa Lukpanenteng serta Danau Tendetung di Desa Peley. Objek 

wisata permintaan khusus suatu pusat penangkaran Satwa Endemik Gagak Peling: Objek 

Wisata Argo yang meliputi peternakan siput/mutiara, tambak udang,  budidaya rumput laut; 

dan wisata bahari yang meliputi Pantai Teduang, Permandian Lomboan, Pantai Mandel, 

Pantai Bone Oluno dan Pantai Lalanday. Tahun 2018 pemerintah Kabupaten Banggai 

Kepulauan telah menyusun Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 

Kabupaten. Tersusunnya dokumen kepariwisataan tersebut diharapkan mampu mendorong 

tumbuhnya sektor pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulaun dan berdampak pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

2.1.1.10 Wilayah Rawan Bencana 

Geologi Kabupaten Banggai Kepulauan terletak di sepanjang zona tumbukan 

antara lempeng mikro kontinen Banggai – Sula dengan jalan ofiolit Sulawesi Timur. 

Tumbukan antara lempeng tersebut merupakan fenomena tektonik yang dicirikan dengan 

pergerakan sistem sesar sorong yang bergerak kearah barat dan bersifat mendatar. 
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Distribusi pusat gempa dangkal dan gempa sedang terkonsentrasi di sekitar utara 

Pulau Peling, yang lainnya terdapat disebelah selatan dan kepulauan Taliabu. Pusat 

gempa dengan kedalaman 26 Km dibawah permukaan laut yang terletak di Pulau Peling 

dapat menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang 10 sampai 15 meter yang 

mengakibatkan rusaknya rumah-rumah penduduk pada pesisir utara Pulau Peling. Kondisi 

ini dikarenakan letak diantara sesar Sorong Utara dan sesar Sorong Selatan, maka 

kawasan pesisir Kabupaten Banggai Kepulauan, terutama pada pesisir pantai sebelah 

utara dan timur pulau Peling sangat rawan terjadi gelombang tsunami. 

 

2.1.1.11 Aspek Demografi 

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan terus mengalami peningkatan tiap 

tahunnya. Pada Tahun 2017 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan 

sebanyak 116.811 jiwa. Terjadi peningkatan di Tahun 2018 sebesar 117.633 jiwa. Jumlah ini 

meningkat pada Tahun 2019 mencapai 118.401 jiwa dan selanjutnya pada Tahun 2020 

meningkat menjadi 120.142  jiwa. 

Grafik II.5 

Jumlah Penduduk di Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Sumber: BPS Kab. Bangkep,  2021 

 

Adapun gambaran perkembangan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 
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Grafik II.6 

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan  
Tahun 2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: BPS Kab. Bangkep,  2021 

 

Gambar di atas menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan penduduk 

Kabupaten Banggai Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Tengah. Laju pertumbuhan penduduk 

Kabupaten Banggai Kepulauan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Laju 

pertumbuhan penduduk meningkat dari 0,68 persen di Tahun 2017 menjadi 0,94 persen 

pada Tahun 2020.  

Secara umum jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan terus mengalami 

peningkatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Hal ini berbeda jika dibandingkan 

dengan jumlah penduduk pada tingkat Propinsi yang pada tahun 2020 justru mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data perbandingan jumlah 

penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 

Tengah pada tahun 2016-2020, sebagai berikut. 

 

Tabel II.19 

Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan  
dengan Kab/Kota di Prov. Sulteng Tahun 2016-2020 

No Kabupaten/Kota Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Banggai 

Kepulauan 

116.011 116.811 117.633 118.401 120.142 

2 Banggai 360.022 365.616 371.322 376.808 362.275 

3 Morowali 115.199 117.330 119.292 121.296 161.727 

4 Poso 240.812 245.993 251.185 256.393 244.875 

5 Donggala 296.380 299.174 301.591 304.110 300.436 

6 Toli-Toli 228.496 230.996 233.409 235.800 225.154 

7 Buol 152.296 155.593 158.790 162.179 145.254 

8 Parigi Moutong  465.883 474.339 482.794 490.915 440.015 

9 Tojo Una-una 149.214 150.820 152.476 153.991 163.829 

10 Sigi 232.174 234.588 237.011 239.421 257.585 
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11 Banggai Laut 70.886 72.298 73.697 75.003 70.435 

12 Morowali Utara 120.322 122.985 125.624 128.323 120.789 

13 Palu 374.020 379.782 385.619 391.383 373.218 

Sulawesi Tengah  2.667.304 2.921.715 3.010.443 3.054.023 2.985.734  

 Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2021 

 

Secara umum pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi 

Tengah terus menerus mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Tetapi 

memasuki tahun 2020, jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan 

jumlah. Pada tahun 2020, total penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 2.985.734 jiwa. 

Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 3.054.023 

jiwa pada 2019. Kabupaten Parigi Moutong merupakan wilayah dengan jumlah penduduk 

tertinggi, yakni sebanyak 440.015 jiwa; Kota Palu dengan jumlah penduduk tertinggi kedua 

dengan jumlah penduduk 373.218 jiwa dan peringkat ketiga Kabupaten Banggai sebanyak 

362.275 jiwa. Kabupaten Banggai Laut menjadi Kabupaten dengan jumlah penduduk 

terendah yakni sebanyak 70.435 jiwa. Sedangkan Kabupaten Banggai Kepulauan jumlah 

penduduk pada tahun 2020 sebanyak 120.142 jiwa atau terendah kedua. Sedangkan jumlah 

penduduk dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2018-2019 per kecamatan disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel II.20 

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan  
di Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2020 
 

Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

(Ribu) 

Laju Pertumbuhan 
per Tahun (%) 

2019 2020 2019-2020 

1. Totikum 10.495 10.473 -0,209 

2. Totikum Selatan 8.645 8.499 -1,689 

3. Tinangkung 15.593 17.194 10,267 

4. Tinangkung Selatan 8.099 7.989 -1,358 

5. Tinangkung Utara 8.630 8.694 0,741 

6. Liang 9.229 8.521 -7,671 

7. Peling Tengah 10.194 10.397 1,991 

8. Bulagi 10.077 9.493 -5,795 

9. Bulagi Selatan 9.982 9.713 -2,695 

10. Bulagi Utara 9.409 9.640 2,455 

11. Buko 9.945 9.880 -0,654 

12. Buko Selatan 8.103 8.649 6,738 

Banggai Kepulauan 118.401 120.142 1,470 

      Sumber: BPS Kab. Bangkep,2021 (diolah) 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar 

berada di wilayah Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu di Kecamatan Tinangkung 
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dengan jumlah penduduk sebesar 17.194 jiwa di tahun 2020 bertambah 1.601 jiwa dari 

15.593 jiwa di tahun 2019, sedangkan penduduk dengan jumlah paling sedikit berada di 

Kecamatan Tinangkung Selatan sebesar 7.989 di tahun 2020, jumlah ini mengalami 

penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu 8.099 jiwa pada tahun 2019 atau turun 

sebesar -1,358%. Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk secara 

keseluruhan di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami peningkatan atau pertumbuhan 

sebesar 1,470% namun disisi lain 7 dari 12 kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan 

mengalami penurunan jumlah penduduk dibanding tahun sebelumnya. 

B. Rasio Jenis Kelamin 

Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 lebih didominasi oleh jenis 

kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Banggai 

Kepulauan kurang lebih sebanyak 60.957 jiwa sementara penduduk perempuan sebanyak 

59.185 jiwa. Yang berarti rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan 

sebesar 102,99. Sementara persebaran rasio jenis kelamin ditingkatan kecamatan dapat 

dilihat pada tabel II.22 dibawah ini: 

Tabel II.21 

 Rasio Jenis  Kelamin penduduk per Kecamatan  
di Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2020 

No. Kecamatan Rasio Jenis Kelamin Penduduk 

1 Totikum 105,1 

2 Totikum Selatan 103,5 

3 Tinangkung 103,0 

4 Tinangkung Selatan 102,2 

5 Tinangkung Utara 105,8 

6 Liang 99,3 

7 Peling Tengah 104,3 

8 Bulagi 102,3 

9 Bulagi Selatan 104,8 

10 Bulagi Utara 103,0 

11 Buko 100,3 

12 Buko Selatan 102,4 

Jumlah 102,99 

        Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2021 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Liang adalah satu-satunya 

kecamatan dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-

laki dengan nilai rasio jenis kelamin 99,3. Kecamatan-kecamatan lainnya se-Kabupaten 

Banggai Kepulauan memiliki rasio jenis kelamin yang merentang antara 100,3 hingga 105,8. 
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C. Persebaran dan Kepadatan Penduduk 

Persebaran penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung merata disemua 

kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kecamatan dengan persentase 

jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Tinangkung 14,31% dan Kecamatan dengan 

persentase penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Tinangkung Selatan 6,65%. Secara 

lebih detail, persebaran penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada grafik 

yang ada dibawah. 

Kepadatan penduduk secara menyeluruh di Kabupaten Banggai Kepulauan 

sebesar 48 orang per km2. Namun bila ditinjau berdasarkan kecamatan, wilayah yang 

paling padat penduduknya adalah Kecamatan Totikum Selatan dengan Kepadatan 

penduduk 89 orang per km2. Meskipun sebaran jumlah penduduk paling besar di 

Kecamatan Tinangkung sebagai Ibu Kota Kabupaten, namun Kecamatan Totikum Selatan 

memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi. Hal ini dikarenakan daerah dengan 

luas wilayah paling kecil di Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut yakni hanya sebesar 

95,19 km2 memiliki penduduk yang berjumlah 8.499 jiwa. Berikut tabel yang menunjukkan 

kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.  

Tabel II.22 

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  
di Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2020 

 

No Kecamatan Luas Penduduk Kepadatan 
Penduduk 

Km² % Orang % Orang/Km² 

1 Totikum 155,45  10.473 8,72 67,37 

2 Totikum Selatan 95,19  8.499 7,07 89,28 

3 Tinangkung 312,60  17.194 14,31 55,00 

4 Tinangkung 
Selatan 

187,89  7.989 6,65 42,52 

5 Tinangkung Utara 136,65  8.694 7,24 63,62 

6 Liang 176,19  8.521 7,92 54,04 

7 Peling Tengah 140,00  10.397 8,65 74,26 

8 Bulagi 275,66  9.493 7,90 34,44 

9 Bulagi Selatan 319,00  9.713 8,08 30,45 

10 Bulagi Utara 318,00  9.640 8,02 30,31 

11 Buko 184,84  9.880 8,22 53,45 

12 Buko Selatan 187,32  8.649 7,22 46,17 

Banggai Kepulauan 2.488,79  120.142 100 48,27 

 Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2021 
 

 

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Totikum Selatan memiliki 

tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yakni 89,28 orang pada setiap 1 kilometer 
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persegi. Di lain pihak, Kecamatan Bulagi Utara merupakan kecamatan dengan tingkat 

kepadatan penduduk yang paling rendah yakni 30,31 orang pada setiap 1 kilometer 

persegi. Kabupaten Banggai Kepulauan sendiri memiliki tingkat kepadatan penduduk 

sebesar 48,27 orang perkilometer persegi. 

D. Komposisi Penduduk Menurut Umur 

Perubahan dalam aspek demografi jelas terlihat dari perubahan struktur umur 

penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada Tahun 2020 penduduk di bawah usia 15 

tahun mencapai 33.323 jiwa atau sebesar 27,74 persen dari total penduduk Kabupaten 

Banggai Kepulauan yang berjumlah 120.142 jiwa. Dengan demikian Kabupaten Banggai 

Kepulauan mempunyai penduduk tergolong dalam penduduk Intermediate, dimana 

proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun sekitar 30 persen, seperti yang terlihat pada 

tabel berikut. 

Tabel II.23 

Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan  
menurut Kelompok Umur, Tahun 2020 

 
Kelompok Umur 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

0 – 4 5.446 5.256 10.702 

5 – 9 5.811 5.642 11.453 

10 – 14 5.603 5.565 11.168 

15 – 19 5.568 5.327 10.895 

20 – 24 5.203 4.913 10.116 

25 – 29 4.563 4.505 9.068 

30 – 34 4.572 4.539 9.111 

35 – 39 4.643 4.499 9.142 

40 – 44 4.274 4.271 8.545 

45 – 49 3.750 3.714 7.464 

50 – 54 3.247 3.140 6.387 

55 – 59 2.792 2.630 5.422 

60 – 64 2.038 2.027 4.065 

65 – 69 1.567 1.433 3.000 

70 – 74 913 854 1.767 

> 75 967 870 1.837 

Bangkep 59.701 58.700 120.142 

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2021 

 

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, komposisi atau struktur umur penduduk 

Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020 hampir 60,35 persen berada pada kelompok 

umur 0-34 tahun, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan 

dominan berada pada kelompok penduduk usia muda.  
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2.1.2 Aspek Kesejahteraaan Masyarakat 

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator 

kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

melihat kemajuan suatu wilayah. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kondisi 

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup Kesejahteraan dan Pemerataan 

Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial dan Seni            Budaya dan 

Olahraga. 

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur dari perkembangan 

beberapa indikator yang membentuknya, antara lain; Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per 

kapita, laju inflasi, gini ratio, kondisi kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

1. Pertumbuhan PDRB 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro yang digunakan 

untuk menilai tingkat pencapaian kinerja ekonomi di suatu wilayah. LPE menunjukkan 

peningkatan nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB diukur 

berdasarkan  lapangan  usaha  atau sektor produksi yang merupakan jumlah dari nilai 

tambah bruto yang dihasilkan oleh unit kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Banggai 

Kepulauan dalam periode waktu tertentu. PDRB dihitung dari sisi nilai tambah produk dan 

dari sisi pengeluaran. Dihitung berdasarkan harga berlaku (ADHB) dan harga konstan 

(ADHK) dengan tahun dasar tahun 2010. PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2019 

dan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel II.25. 

 
Tabel II.24 

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banggai Kepulauan 
Tahun 2019 dan 2020 Berdasarkan ADHB dan ADHK (Juta Rupiah) 

No Lapangan Usaha/Industri 
2019 2020 

ADHB ADHK ADHB*) ADHK*) 

1 Pertanian, Kehutanan dan 
Perikanan 

1.843.281,2 1.301.215,4 1826.763,0 1.268.888,4 

2 Pertambangan dan 
Penggalian 

38.558,0 24.226,3 32.378,4 19.857,1 

3 Industri Pengolahan 101.006,9 70.611,2 105.170,5 70.996,5 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 538,4 471,9 605,8 531,9 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

4.381,1 2.836,3 4508,9 2.890,9 

6 Konstruksi 117.843,9 64.330,5 102.395,5 53.058,0 

7 Perdagangan Besar dan 
Eceran, Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

755.048,8 507.035,5 725.450,4 475.179,8 

8 Transportasi dan 123.053,7 85.056,8 99.079,0 63.153,4 
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Pergudangan 

9 Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 

16.653,1 12.904,9 16.359,1 11.758,2 

10 Informasi dan Komunikasi 119.661,1 98.824,3 129.279,4 107.295,5 

11 Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

90.748,8 56.207,8 103.089,7 63.765,9 

12 Real Estate 66.952,9 51.148,3 67.485,5 51.339,5 

13 Jasa Perusahaan 3.713,9 2.639,7 3.805,6 2.665,8 

14 Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan 
Sosial Wajib 

213.983,8 141.260,6 217.111,5 141.546,3 

15 Jasa Pendidikan 208.439,8 142.243,2 212.845,3 143.333,2 

16 Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

103.927,1 67.421,9 115.475,1 72.065,9 

17 Jasa lainnya 57.874,9 37.654,5 59.009,5 38.252,8 

Produk Domestik Regional Bruto 3.865.667,5 2.666.089,2 3.820.812,2 2.586.579,1 

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2021 

 

Berdasarkan data di atas, nominal PDRB baik  ADHB  maupun  ADHK pada kurun 

waktu 2017-2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan hal ini 

dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menerpa Negara kita di tahun 2020. 

Dilihat dari laju pertumbuhannya dari tahun 2017 sampai dengan 2020 semakin melambat 

bahkan mengalami penurunan yang sangat signifikan ditahun 2020. 

 
Tabel II.25 

Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB  
Tahun 2017–2020 

No Lapangan Usaha 
Laju Pertumbuhan Kontribusi 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

1 
Pertanian, Kehutanan, 
dan Perikanan 5,96 4,86 3,23 -2,48 48,96 49,08 47,68 47,81 

2 
Pertambangan dan 
Penggalian 9,25 1,13 13,22 -18,03 0,96 0,90 1,00 0,85 

3 Industri Pengolahan 6,87 6,33 5,78 0,55 2,53 2,55 2,61 2,75 

4 
Pengadaan Listrik dan 
Gas 8,11 11,47 5,92 12,72 0,01 0,01 0,01 0,02 

5 

Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur 
Ulang 

5,80 3,96 1,30 1,93 0,11 0,11 0,11 0,12 

6 Konstruksi 9,12 2,93 17,59 -17,52 2,61 2,68 3,05 2,68 

7 

Perdagangan Besar 
dan Eceran; Reparasi 
Mobil 
dan Sepeda Motor 

5,47 1,99 3,28 -6,28 19,37 18,99 19,53 18,99 

8 
Transportasi dan 
Pergudangan 5,87 2,65 4,67 -25,75 3,11 3,06 3,18 2,59 

9 
Penyediaan Akomodasi 
dan Makan Minum 7,38 2,50 6,27 -8,89 0,41 0,43 0,43 0,43 

10 
Informasi dan 
Komunikasi 7,67 9,59 8,22 8,57 2,98 3,05 3,10 3,38 
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11 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 11,48 7,92 5,31 13,45 2,25 2,34 2,35 2,70 

12 Real Estate 2,50 2,80 2,70 0,37 1,74 1,72 1,73 1,77 

13 Jasa Perusahaan 3,79 2,90 5,10 0,99 0,08 0,10 0,10 0,10 

14 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

3,59 3,52 4,66 0,20 5,31 5,40 5,54 5,68 

15 Jasa Pendidikan 5,40 1,10 0,15 0,77 5,75 5,60 5,39 5,57 

16 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 9,90 5,04 9,65 6,89 2,36 2,47 2,69 3,02 

17 Jasa lainnya 6,27 5,52 7,41 1,59 1,46 1,50 1,50 1,54 

 PDRB 6,00 4,11 4,02 -2,98 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2021 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat, sektor pertanian menjadi sektor yang menyumbang 

bagian paling besar dalam PDRB setiap tahunnya sejak 2017 hingga 2020. Sementara 

pada tahun 2020, sektor yang memiliki laju pertumbuhan paling tinggi adalah sektor Jasa 

Keuangan dan Asuransi. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bagaimana pengaruh 

pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan. Terlihat dari 

banyak sektor yang mengalami penurunan laju pertumbuhan bahkan menjadi minus. Tiga 

sektor yang paling besar nilai penurunan dalam laju pertumbuhannya adalah tranportasi 

dan pergudangan -25,75%, pertambangan dan penggalian -18,03%, dan sektor konstruksi 

dengan laju pertumbuhan -17,59%. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi juga 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2020 laju pertumbuhan 

mencapai -2,98% turun dari 6,00% pada tahun 2017. 

Diharapkan pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai 

Kepulauan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Sulawesi Tengah. 

2. PDRB Perkapita 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi 

yang diperoleh dari penghitungan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di 

pertengahan tahun. PDRB per kapita atas harga berlaku menunjukan nilai PDRB per kepala 

atau per satu penduduk. Pada tahun 2020 PDRB Per Kapita Kabupaten Banggai Kepulauan 

sebsar 21,53 juta rupiah, nilai ini menglami penurunan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya yang mencapai 22,52 juta pada tahun 2019. 
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Grafik II.7 

Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Banggai Kepulauan  
Tahun 2017-2020 

 

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2021 (olahan bappeda) 
 

Dari grafik II.7 menunjukan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai 

Kepulauan masih dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Meskipun terjadi 

penurunan dalam nilai PDRB tahun 2020 sementara jumlah penduduk bertambah, tetapi 

nilai PDRB perkapita tersebut masih dalam taraf wajar dan seimbang. 

3. Ketimpangan Ekonomi 

Peningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak cukup dilihat dari peningkatan 

pertumbuhan ekonomi semata. Lazim terjadi bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi 

berdampak terhadap ketimpangan pembangunan wilayah dan ketimpangan pendapatan, 

sehingga diperlukan distribusi pembangunan dan pendapatan yang merata. Untuk melihat 

ketimpangan pembangunan antar kecamatan dapat dilakukan dengan kajian 

ketimpangan pembangunan wilayah menggunakan indikator Indeks Williamsom, 

sementara untuk melihat kemerataan pendapatan masyarakat dilakukan dengan kajian 

ketimpangan pendapatan masyarakat menggunakan indikator Gini Ratio. Ukuran 

ketimpangan pendapatan dengan Koefisien Gini. 

a. tinggi : koefisien gini ratio 0,5 atau lebih 

b. sedang : koefisien gini ratio 0,30 - 0,49 

c. rendah : koefisien gini ratio kurang dari 0,30 
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Grafik II.8 

Koefisien Gini Kabupaten Banggai Kepulauan  
Tahun 2015-2020

 
Sumber: BPS Kab. Bangkep Tahun 2021 

 

Dari grafik tersebut terlihat bahwa kesenjangan pendapatan Kabupaten Banggai 

Kepulauan berada pada kategori rendah. Dari tahun  2015  ke tahun 2016 terjadi 

penurunan tingkat kesenjangan pendapatan. Perbandingan Koefisien Gini Kabupaten/Kota 

di Provinsi Sulawesi Tengah dan Indonesia dapat dilihat pada Grafik II.9. 

 

Grafik II.9 

Koefisien Gini Provinsi Sulawesi Tengah,  
dan Kabupaten Kota Tahun 2018 

 

Sumber: BPS Kab. Bangkep,2019 

 

4. Tingkat Kemiskinan 

Untuk mengukur kemiskinan, digunakan konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan 

dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah 

menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua  komponen yaitu Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penghitungan 

Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. 
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Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per 

kapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) 

merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 

2.100 kalori per kapita perhari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan 

minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar 

lainnya. Perkembangan Garis Kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kabupaten 

Banggai Kepulauan tahun 2013–2020 disajikan pada Tabel II.26. 

 
Tabel II.26 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin serta  
Garis Kemiskinan Tahun 2013–2020 

Tahun 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin (ribu) 

Presentase 
Garis Kemiskinan 

(Rp/kapita/bln) 

2013 29,40 16,30 244.970 

2014 28,24 15,45 256.341 

2015 18,57 16,08 260.814 

2016 18,72 16,18 290.742 

2017 18,56 15,92 300.753 

2018 18,38 15,65 317.475 

2019 17,54 14,84 338.815 

2020 16,70 14,04 364.025 

Sumber: BPS Kab. Bangkep,2021 

 

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa angka penduduk miskin baik dari jumlah 

maupun persentasenya terus mengalami penurunan. Ini adalah sebuah capaian tersendiri 

bagi pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Namun meski terus mengalami 

penurunan, angka tersebut masih terbilang cukup tinggi mengingat persentasenya masih 

diatas 14%. Untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan maka integrasi program-

program pengentasan kemiskinan harus diperkuat dan didukung oleh updating data yang 

akurat.  
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Grafik II.10 

Target dan Capaian Penurunan Tingkat Kemiskinan  
Tahun 2017-2020 

 

Sumber : BPS Kab. Bangkep,2021 dan RPJMD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2017 – 
2022 

 

5. Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah 

indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui 

pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan 

kehidupan yang layak. Indeks Pembangunan Manusia dirumuskan pada tahun 1990 oleh 

UNDP (United Nations Development Programme). Menurut UNDP, pembangunan manusia 

merupakan perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging the choices of people), yang 

dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai 

taraf yang dicapai dari upaya tersebut.  

Indeks pembangunan manusia pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang 

menginginkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental 

maupun secara spiritual. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan parameter 

yang secara internasional digunakan untuk mengukur tingkat kualitas manusia. 

Besarnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi tiga komponen dasar yaitu 

pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan 

daya beli/purchasing power parity).  

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2016-

2020 menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Hal itu terlihat jelas  tahun 2016 jumlah 

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 63,45, meningkat pada tahun 2017 sebesar 64,07, 

kemudian meningkat lagi pada tahun 2018 sebesar 64,68, begitu pula tahun 2019 

meningkat sebesar 65,13 dan  tahun 2020 sebesar 65,42. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel II.27 

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota 
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 

Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020 

Banggai Kepulauan 63,45 64,07 64,68 65,13 65,42 

Banggai 68,17 69,00 69,85 70,36 70,52 

Morowali 69,69 70,41 71,14 72,02 72,21 

Poso 68,83 69,78 70,68 71,40 71,28 

Donggala 64,42 64,66 65,14 65,49 65,56 

Tolitoli 63,27 64,05 64,60 65,42 65,69 

Buol 66,37 66,69 67,30 67,69 67,82 

Parigi Moutong 63,60 64,09 64,85 65,47 65,44 

Tojo Una-Una 62,27 62,61 63,38 64,52 64,59 

Sigi 65,95 66,72 67,66 68,16 68,12 

Banggai Laut 63,49 64,08 64,80 65,27 65,43 

Morowali Utara 66,57 67,35 67,95 68,45 68,36 

Palu 79,73 80,24 80,91 81,50 81,47 

Sulawesi Tengah 67,47 68,11 68,88 69,50 69,55 

           Sumber : BPS Kab Bangkep dan Prov. Sulteng,2021 

 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung 

meningkat setiap tahunnya, pada Tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten 

Banggai Kepulauan berada pada angka 65,42. Namun bila disandingkan dengan Indeks 

Pembangunan Manusia Se-Provinsi Sulawesi Tengah IPM Banggai Kepulauan tahun 2020 

berada diurutan yang kedua setelah Kabupaten Tojo Una-Una yang paling rendah Indeks 

Pembangunan Manusia Se-Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian diikuti oleh Kabupaten 

Banggai Laut sebagai urutan ke tiga yang paling rendah Indeks Pembangunan Manusia-

nya. Perkembangan IPM Provinsi, Kabupaten/Kota 2018-2019 tergambar pada 

Tabel II.29. 

Tabel II.28 

Perkembangan IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020 

Kabupaten/Kota 
UHH EYS MYS 

Pengeluaran 

per Kapita 
IPM 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2020 

SULAWESI 

TENGAH 

67,78 68,23 13,13 13,14 8,52 8,75 9.488 9.604 68,88 69,50 69,55 

Banggai 

Kepulauan 

65,12 65,71 13,04 13,05 8,14 8,19 7.545 7.619 64,68 65,13 65,42 

Banggai 
70,32 70,61 13,22 13,23 8,06 8,24 9.712 9.842 69,85 70,36 70,52 

Morowali 
68,45 68,82 12,89 13,33 8,98 9,11 11.159 11.277 71,14 72,02 72,21 

Poso 
70,51 70,85 13,68 13,69 9,04 9,36 8.936 9.084 70,68 71,40 71,28 

Donggala 
66,37 66,85 12,47 12,48 7,85 7,86 8.106 8.189 65,14 65,49 65,56 
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Toli-Toli 
64,71 65,30 12,71 12,72 7,96 8,26 8.017 8.156 64,60 65,42 65,69 

Buol 
67,59 68,17 13,07 13,08 8,74 8,75 8.079 8.151 67,30 67,69 67,82 

Parigi Moutong 
63,57 63,94 12,45 12,46 7,18 7,47 9.808 9.878 64,85 65,47 65,44 

Tojo Una-Una 
64,61 65,14 11,82 12,25 8,16 8,38 7.608 7.765 63,38 64,52 64,59 

Sigi 
69,15 69,57 12,85 12,86 8,43 8,53 8.236 8.375 67,66 68,16 68,12 

Banggai Laut 
64,21 64,79 12,88 12,89 8,44 8,51 7.810 7.888 64,80 65,27 65,43 

Morowali Utara 
68,77 69,19 12,22 12,23 8,58 8,70 8.985 9.109 67,95 68,45 68,36 

Kota Palu 
70,31 70,68 16,20 16,22 11,33 11,60 15.074 15.20 80,91 81,50 81,47 

Sumber : BPS Kab Bangkep dan Prov. Sulteng,2021 

 

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 

Analisis Kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-

indikator yaitu angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan 

yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kematian bayi, angka usia harapan 

hidup. 

1. Angka Rata–Rata Lama Sekolah 

Di samping kemampuan dasar baca tulis, diperlukan suatu indikator yang dapat 

mewakili tingkat ketrampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Semakin 

lama mereka di bangku sekolah diharapkan memiliki ketrampilan yang lebih baik. 

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan hal itu adalah rata-rata lama sekolah 

yang dijalani oleh penduduk berusia lima belas tahun ke atas. Ukuran ini memberikan 

informasi sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk. 

 
Grafik II.11 

Angka Rata-rata lama sekolah Kabupaten Banggai Kepulauan  
Tahun 2017-2020 

 

Sumber: BPS Kab. Bangkep,2021 
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Angka rata-rata lama sekolah sejak tahun 2017 hingga 2019 terus mengalami 

peningkatan sebagaimana yang terlihat pada grafik diatas. Pada tahun 2017 angka rata-

rata lama sekolah yaitu 7,99 dan terus meningkat menjadi 8,14 pada tahun 2018, lalu 

meningkat lagi menjadi 8,19 pada tahun 2019 dan untuk ditahun 2020 angka rata-rata lama 

sekolah Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami penurunan menjadi 7,94 tahun. 

2. Partisipasi Sekolah  

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator daya serap lembaga 

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Sebagai indikator dasar, APS dapat 

digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. 

Semakin tinggi APS, maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan 

mengenyam pendidikan. Akan tetapi meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan 

sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam 

pendidikan. 

Tabel II.29 

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan  

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 
No Jenjang Pendidikan 2017 2018 2019 2020 

1, SD /MI     

 Jumlah siswa SD/MI 15.075 14.703 13.522 13.237 

 Jumlah Penduduk usia 
7 – 12 tahun 

- - - - 

 APS SD/MI 97 98 87,3 91,94 

2, SMP / MTS     

 Jumlah siswa 
SMP/MTS 

7256 7.207 5.915 6.716 

 Jumlah penduduk usia 
13 – 15 tahun 

- - - - 

 APS SMP/MTS 96 98 90,43 91,05 

Sumber: BPS Kab. Bangkep,2021 

 

Berdasarkan tabel yang ada diatas, dapat dilihat bahwa APS pada setiap jenjang 

pendidikan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

APS pada tahun 2017 dan 2018. Pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2017 dan 2018 

seperti terlihat pada tabel diatas, memiliki nilai 97 dan 98 sementara pada tahun 2019 dan 

2020 menurun menjadi 87,3 dan 91,94. Meski demikian, peningkatan APS dari tahun 2019 ke 

tahun 2020 menjadi tanda adanya peningkatan usaha untuk memperbaiki Sumber daya 

manusia kabupaten banggai kepulauan. 

Pada jenjang pendidikan SMP/MTS pun terlihat sama dengan jenjang pendidikan 

SD/MI dimana terjadi penurunan jika dibandingkan nilai pada 2017 dan 2018 dengan nilai 

pada 2019 dan 2020. Begitu pula terjadi peningkatan antara tahun 2019 ke 2020. 
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a. Angka Partisipasi Kasar 

Angka Partisipasi Kasar (APK) berguna untuk melihat partisipasi penduduk yang 

sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan 

persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan 

(berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang 

pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan program 

pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan 

bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling 

sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang 

pendidikan. Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100 % karena masih 

terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah baik yang lebih tua maupun yang 

lebih muda. 

Grafik II.12 

Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Banggai Kepulauan 
Tahun 2017-2020 (%) 

 

 

Pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A seperti dapat dilihat pada grafik II.12 

diatas, angka partisipasi kasar masih cukup tinggi meski mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya. Nilainya masih melebihi 100%. Sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTS 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari 77,85% meningkat 

menjadi 90,03% ditahun 2020. Seiring dengan meningkatnya angka partisipasi kasar pada 

jenjang selanjutnya yaitu SMA/SMK/MA. 

b. Angka Partisipasi Murni 

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok 
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usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai 

dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang 

bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia 

sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan 

tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang 

bersekolah tepat waktu. 

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan 

mencapai nilai 100, Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena 

nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang 

bersangkutan. 

 
Grafik II.13 

Angka Partisipasi Murni Kabupaten Banggai Kepulauan 
Tahun 2017-2020 (%) 

 

 

Angka partisipasi murni pada Kabupaten Banggai Kepulauan dijenjang pendidikan 

SD dapat dikatakan cukup tinggi dengan nilai hampir 100%. Ini menunjukkan bahwa 

pendidikan menjadi perhatian bagi warga Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada grafik 

terlihat bahwa APM paling rendah terjadi pada tahun 2019, namun pada 2020 APM kembali 

meningkat seperti pada tahun 2017 dan 2018. Nilai yang berbeda ditunjukkan pada jenjang 

pendidikan selanjutnya. Pada jenjang pendidikan SMP/MTS ini, 2 tahun terakhir cenderung 

mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan penurunan ini cukup 

signifikan dari sekitar 80%an menjadi sekitar 60%an ditahun 2019 dan 2020. 
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3. Harapan Lama Sekolah  

Berdasarkan BPS bahwa Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan 

sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada 

umur tertentu di masa mendatang. Dengan diketahuinya HLS dapat digunakan untuk 

mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. 

 
Grafik II.14 

Harapan lama sekolah Kabupaten Banggai Kepulauan  
Tahun 2017-2020 

 

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2021 

 

Harapan lama sekolah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2017 harapan lama sekolah 13,03 lalu meningkat menjadi 13,04 dan kemudian meningkat 

lagi menjadi 13,05 pada tahun 2019. Trend peningkatan ini menjadi indikator adanya  

peningkatan kondisi system pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan. 

4. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan 

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan masyarakat maka semakin tinggi kualitas SDM nya dan semakin tinggi tingkat 

kesejahteraannya. Jumlah pendidikan tertinggi yang di tamatkan di Kabupaten Banggai 

Kepulauan terbesar di tingkat SLTP, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang 

masih rendah untuk usia di atas 15 tahun. 
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Grafik II.15 

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi ditamatkan  
di Kabupaten Banggai Kepulauan  Tahun 2020 

 

        Sumber: BPS Kab. Bangkep,2021 

 

Grafik II.15 memperlihatkan jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas berdasarkan 

tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Jumlah tertinggi adalah pada penduduk 

dengan pendidikan yang ditamatkan tertinggi pada jenjang SD/MI sebanyak 38.714 jiwa, 

diperingkat kedua, penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada 

jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 19.387 jiwa. Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan 

yang menyelesaikan pendidikan pada jenjang Diploma/Universitas sebanyak 3305 jiwa. 

5. Angka Kematian Bayi 

Indikator ini dapat menunjukkan dimensi sosial dan kesehatan masyarakat dengan 

bertitik tolak pada pandangan bahwa penduduk yang rentan terhadap perubahan sosial 

ekonomi dan kualitas lingkungan adalah mereka yang berumur kurang dari satu tahun, 

Kualitas kehidupan bayi sangat tergantung dari kondisi sosial ekonomi orang tua atau 

orang yang mengasuh, dengan kecenderungan bahwa semakin baik kondisi sosial dan 

ekonomi orang tua, makin besar pula peluang seorang bayi memperoleh kualitas hidup 

lebih baik serta berumur panjang. 

Grafik II.16 

Angka Kematian Bayi Kabupaten Banggai Kepulauan  
Tahun 2017-2020 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangkep,2021 
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Dari grafik diatas terlihat bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 sempat terjadi 

penurunan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2020 terjadi 

peningkatan kembali angka kematian bayi dari 10,16 menjadi 14. Dapat dikatakan bahwa 

penurunan kondisi perekonomian kabupaten banggai kepulauan dan dampak dari 

terjadinya pandemic sedikit banyak  berpengaruh terhadap angka kematian bayi per 

kelahiran hidup ini. Seperti diketahui secara umum bahwa tahun 2020 memang cukup berat 

baik secara social maupun secara ekonomi. Penurunan iindikator ekonomi yang terjadi 

cukup signifikan terjadi pada tahun 2020. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab dari 

meningkatnya kembali angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di tahun 2020. 

6. Staus Gizi Balita  

Status gizi balita dapat merupakan status kesehatan yang dihasilkan oleh 

keseimbangan antara kebutuhan dan asupan, Penilaian status gizi merupakan pengukuran 

yang dapat berdasarkan pada data antropometri atau serta biokimia, Dalam menentukan 

status gizi balita harus ada ukuran baku yang sering disebut reference, Pengukuran baku 

antropomentri yang sekarang digunakan di Indonesia adalah WHO-NCHS, Klasifikasi 

Status Gizi Balita dibagi menjadi empat yaitu : Gizi Buruk, Gizi Kurang, Gizi Baik dan Gizi  

Lebih. 

Tabel II.30 

Status Gizi Balita Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2020 

Status Gizi  

Balita 

Target  

(%) 
2018 2019 2020 

1. Buruk < 1 % 1,85 0,84 0,5 

2. Kurang < 20 % 15,57 4,76 3,71 

3. Baik > 80 % 93,15 83,39 83,76 

4. Lebih < 3 % 2,61 2,22 2,39 

 

7. Angka Usia Harapan Hidup 

Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, 

karena mampu merepresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara 

komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki 

derajat kesehatan yang semakin baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki 

usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup yang tinggi, Angka harapan 

hidup merupakan indikator yang cukup efektif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat pada khususnya, Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan 

di suatu wilayah akan disertai oleh peningkatan usia harapan hidup penduduknya, namun 
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sebaliknya semakin rendah usia harapan hidup di suatu wilayah mencerminkan buruknya 

kualitas pembangunan kesehatan, Angka harapan hidup menggambarkan perkiraan rata-

rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.  

 
Grafik II.17 

Usia Harapan Hidup (thn) Kabupaten Banggai Kepulauan  
Tahun 2017-2020 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangkep,2021 

 

Angka Usia harapan hidup yang meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan 

adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang semakin membaik dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2019 angka harapan hidup msyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan 

sudah mencapai 65,71, meningkat dari 64,53 pada tahun 2017. Ini menjadi penanda 

adanya perbaikan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan dan peningkatan 

kesejahteraan. 

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

Budaya menjadi modal utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki 

karakter budaya khas sehingga dengan karakter tersebut ke depan Kabupaten Banggai 

Kepulauan diharapkan lebih maju, mantap, dan mampu menjalankan roda pembangunan, 

Dinamisasi budaya juga harus diimbangi dengan mental yang sehat serta fisik yang kuat, 

sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan tersebut, 

Setidaknya terdapat keanekaragaman seni budaya dan olah raga baik modern maupun 

tradisional di Kabupaten Banggai Kepulauan yang perkembangannya tergambarkan 

dalam tabel berikut : 
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Tabel II.31 

Jumlah Grup Kesenian dan Klub Olahraga Tahun 2017 – 2020 

No Capaian pembangunan 2017 2018 2019 2020 

1, Jumlah organisasi 
kesenian 

4 4 5 5 

2 Jumlah gedung kesenian - - - - 

3 Jumlah organisasi 
Olahraga 

- - - - 

4 Jumlah gedung olahraga 6 6 6 6 
Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga  Kab. Bangkep,2021 

 

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 

Pelayanan Umum merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan secara 

keseluruhan. Pelayanan umum lebih menentukan keberhasilan pelaksana pembangunan 

terutama pelayanan umum yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. 

Untuk itu aspek pelayanan umum sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari para 

pelaksana pembangunan.  Indikator aspek pelayanan umum meliputi fokus layanan 

urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. 

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib  

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator 

kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. 

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

1. Pendidikan 

 Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan sangat diharapkan, hal ini 

berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah. 

Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan tentunya harus diikuti dengan 

berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang 

memadai. Pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi prioritas pembangunan 

yang dicanangkan oleh pemerintah Daerah, demi mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan memiliki daya saing. Tabel berikut ini memberikan gambaran capaian 

pembangunan bidang pendidikan, yang akan terus ditingkatkan kualitasnya. 
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Tabel II.32 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Kabupaten 
Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator 
Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Sekolah pendidikan 
SD/MI kondisi 
bangunan baik (Persen) 

74% 82% 106,40% 101,43% 

2 Sekolah pendidikan SMP/MTs 
kondisi 
bangunan baik (Persen) 

90% 93% 88,68% 96,36% 

3 Rasio ketersediaan 
sekolah/penduduk usia 
sekolah 
pendidikan dasar (Rasio) 

01:07 01:06 33,46% 33% 

4 Rasio Ketersediaan Sekolah 
terhadap Penduduk Usia 
Sekolah Pendidikan Dasar 

- - 67,35 60% 

5 Rasio Ketersediaan Sekolah 
terhadap Penduduk Usia 
Sekolah Pendidikan 
SMP/MTS Kondisi Bangunan 
Baik 

01:06 01:06 73,20% 82,34% 

6 Rasio Guru terhadap Murid 
Per Kelas Rata-Rata-Rata 
Sekolah Dasar 

01:14 01:18 50,21% 92,61% 

7 Rasio Guru terhadap Murid 
Per Kelas Rata-Rata 

- - Terkait data SMA& 
sederajat bukan 

wewenang 
Kabupaten 

70% 

8 Rasio Guru terhadap Murid 
Sekolah Pendidikan Dasar 

01:14 01:38 65,59% 73,15% 

9 Guru yang Memenuhi 
Kualifikasi S1/D4 

74,1% 
(SD) 

86,8% 
(SMP 

87% (SD) 
92,9% 
(SMP 

102,73% 100% 

10 Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) 

98% 100% 297,55% 112,33% 

11 Proporsi Murid Kelas Satu 
yang Berhasil Menamatkan 
Sekolah Dasar (Persen) 

97% 98% 102,73  

12 Angka Melek Huruf Penduduk 
Usia 15 - 24 Tahun 
(Perempuan dan Laki-Laki) 
(Persen) 

- - - - 

13 Penduduk yang Berusia di 
atas 15 Tahun Melek Huruf 
(Tidak Buta Aksara) 

0,79% 0,80% - 95,48% 

14 Angka Pendidikan yang di 
Tamatkan  

100% 100% 100%  

15 Angka Partisipasi Kasar (APK) 112,6% 
(SD) 

110,6% 
(SMP 

114,2% 
(SD) 

112,5% 
(SMP 

89,02% 
(SD/MI/PaketA) 

115,87% 
(SMP/MTs/Paket B) 

94,48%(SD/MI
/Paket A)  

113,65%(SMP/
MTs/Paket B 

16 Angka Partisipasi Murni (APM 
SD/MI/Paket A) 

98,4% 99,7% 87,06% 88,26% 

17 Angka Partisipasi Murni (APM 
SMPD/MTS/Paket B) 

80,9% 82% 106,96% 99,65% 
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18 Angka Partisipasi Sekolah 
(APS SD/MI/Paket A) 

97% 98% 87,3% 92,68% 

19 Angka Partisipasi Sekolah 
(APS SMP/MTS/Paket B) 

96% 98% 90,43% 97,38% 

20 Angka Putus Sekolah APS 
SD/MI) 

0,20% 0,10% 0,04% 0,02% 

21 Angka Putus Sekolah APS 
SMP/MTS) 

0,20% 0,10% 0,19% 0,10% 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 

 

Berdasarkan data tabel dibawah rasio ketersediaan sekolah terhadap Penduduk 

usia Pendidikan Dasar sangat rendah, yaitu 33,00%. Hal ini disebabkan karena masih ada 

penduduk usia sekolah yang belum bersekolah pada jenjang pendidikan dasar, sehingga 

hal ini perlu untuk dilakukan peningkatan lagi demi ketercapaian kualitas  pendidikan yang 

baik dan merata. Capaian indikator sasaran terwujudnya peningkatan sarana dan 

prasarana yang berkualitas sebagian tercapai dengan baik. Salah satunya indicator 

sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik, pada Tahun 2020 target 140 sekolah 

realisasi sebanyak 142 sekolah kondisi bangunan baik. Secara umum untuk kondisi ruang 

kelas sudah dalam kondisi baik, namun pemenuhan dan peningkatan kualitas ruang 

penunjang lainnya seperti ruang guru, Ruang kepala sekolah, dan perpustakaan masih 

kurang. 

Demikian pula dengan Sekolah Pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik 

berdasarkan pencapaian target persentase ketercapaiannya 96,36% di tahun 2020, akan 

tetapi ruang penunjang lainnya masih dalam kondisi kurang baik. Upaya untuk pemenuhan 

dan peningkatan kualitas ruang penunjang dilakukan dengan tetap mengusulkan 

pembiayaan kegiatan tersebut. 

2. Kesehatan 

Kesehatan yang terabaikan akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Penyakit 

yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah 

hipertensi, kemudian diikuti oleh penyakit gastristis. Untuk mencegah timbulnya penyakit 

tertentu, hendaknya sejak balita sudah diberi imunisasi, sehingga daya imun atau 

kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dapat meningkat. Data banyaknya balita yang 

pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi di Kabupaten Banggai Kepulauan. 

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Kesehatan secara kontinyu terus 

memberi penjelasan serta melakukan penyuluhan kesehatan, penanganan pengobatan 

yang memadai, penyediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas/pustu, 

poskesdes, posyandu, polindes, dan penyediaan sarana air bersih. Upaya tentang 
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kesehatan masyarakat telah banyak dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari indikator 

rata-rata usia harapan hidup penduduk, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, 

angka kematian ibu melahirkan, dan status gizi masyarakat, tentang jumlah kelahiran bayi, 

berat badan bayi, gizi buruk, jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan, pasien yang 

terlayani di puskesmas dan jaringannya serta sejumlah kasus HIV/AIDS, DBD, Diare, TB dan 

Malaria. 

Untuk indikator bidang kesehatan, cakupan kunjungan ibu hamil K1 dan K4 belum 

mencapai target dikarenakan ada beberapa permasalahan antara lain kurangnya 

kesadaran dan dukungan keluarga, kurangnya kerjasama antar lintas sektor, adapun 

solusinya adalah melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan ibu (ANC Bumil) 

terhadap bidan coordinator, dan melaksanakan koordinasi lintas sektor. Untuk indikator 

Untuk indikator cakupan pelayanan kesehatan balita belum mencapai target dikarenakan 

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap layanan posyandu, adapun solusinya adalah 

yang bisa di ambil dengan melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat pentingnya 

pelayanan terhadap anak balita di posyandu / pusat pelayanan masyarakat. Untuk 

indikator cakupan pelayanan KB Aktif belum mencapai target dikarenakan masih 

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan KB paska persalinan, adapun 

solusinya adalah bisa di ambil dengan melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat 

pentingnya penggunaan KB paska persalinan. Untuk indikator persentase balita gizi n 

kurang mendapatkan makanan tambahan belum mencapai target dikarenakan stok PMT 

(Pemberian Makanan Tambahan) biskuit pada awal tahun kosong sehingga ada balita 

kurus yang temukan awal tahun tidak mendapat PMT, adapun solusinya adalah di ambil 

perlu ketersediaan baperstok PMT biskuit di puskesmas dan perlu adanya stok PMT dan 

lokal yang disiapkan oleh desa. Untuk indikator presentasi remaja putri mendapatkan TTD 

belum mencapai target dikarenakan masih kurangnya pengetahuan remaja putri terhadap 

pentingnya manfaat mengkonsumsi TTD, adapun solusinya adalah melaksanakan 

sosialisasi di sekolah sekolah untuk meningkatkan manfaat mengonsumsi TTD. Untuk 

indikator cakupan balita pneumonia yang di tangani dan penderita diare yang ditangani 

belum mencapai target dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk 

memeriksakan balita ke fasilitas  kesehatan, adapun solusinya adalah melaksakanan 

sosialisasi kepada masyarakat. Untuk indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan 

pasien masyarakat miskin belum mencapai target dikarenakan masih kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada diwilayanya, 

adapun solusinya adalah melaksakanan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk indikator 
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persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar belum 

tercapai permasalahannya masih kurangnya dukungan masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan bagi penderita hipertensi, adapun solusinya adalah melaksakanan sosialisasi 

kepada masyarakat dan kerjasama lintas sektor. 

 

Tabel II.33 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan di Kabupaten 
Banggai Kepulauan Tahun 2016-2020 

No Indikator Tahun  

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Angka Kematian Bayi Per 1000 
Kelahiran Hidup 18 18 10.2 10,16 14 

2 Angka Kelangsungan Hidup 
Bayi 

982.36 982 978 990 990 

3 Angka Kematian Balita Per 
1000 Kelahiran Hidup 

18 20 10,7 2,8 2 

4 Angka Kematian Neo Natal Per 
100 Kelahiran Hidup - 9.2 9.5 8,3 10 

5 Angka Kematian Ibu Per 
100.000 Kelahiran Hidup 

263 109 291 223 151 

6 Rasio Posyando Per Satuan 
Balita 14.44 18.39 19.34 1,5 1,5 

7 Rasio Puskesmas Poliklinik 
Pustu Persatuan Penduduk 

0.5 0.49 0.49 0.48 0,48 

8 Rasio Rumah Sakit Persatuan 
Penduduk 

0.008 0.008 0.0017 0,002 0,002 

9 Cakupan Komplikasi 
Kebidanan yang Ditangani 

52.9 30.35 29 12 146 

10 Cakupan Pertolongan 
Persalinan Oleh Tenaga 
Kesehatan yang Memiliki 
Kompetensi Kebidanan 

71.96 70.27 100 86,3 1.861 

11 Cakupan Desa/Kelurahan 
Imunisasi 

80.56 86.81 81.94 90,3 - 

12 Cakupan Balita Gizi Buruk 
yang Mendapat Perawatan 100 100 100 100 100 

13 Proporsi Penduduk dengan 
Asupan Kalori di Bawah 
Tingkat Konsumsi Minimum 
(2100 KKL Per Kapita Perhari) 

- - - - - 

14 Persentase Anak Usia 1 Tahun 
yang di Imunisasi Campak 

- 9.2 9.5 104,4 - 

15 Non Polio AFP Rate Per 100.000 
Penduduk 

89.07 92.7 90.16 - - 

16 Cakupan Balita Pneumonia 
yang Ditangani 

- - 71,7 85,8 - 

17 Cakupan Penemuan dan 
Penanganan Penyakit TBC dan 
BTA 

- - 73,7 79,5 120 

18 Tingkat Prelensi TBC (Per 
100.000 Penduduk) 87.84 137.83 208.27 128.38 - 
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19 Tingkat Kematian karena TBC 
(Per 100.000 Penduduk) 0.87 0.86 4.3 6,1 - 

20 Proporsi Jumlah Kasus TBC 
yang Diobati dan Sembuh 
dalam Program DOTS 

100 100 100 100 - 

21 Cakupan Penemuan dan 
Penanganan Penderita 
Penyakit DBD 

100 100 100 100 - 

22 Penderita Diare yang Ditangani - - 35,9 100 - 

23 Angka Kejadian Malaria (Per 
100.000 Penduduk) 2.7 0.21 0 0 - 

24 Tingkat Kematian Akibat 
Malaria (Per 000 Penduduk) - - 0 0 - 

25 Prevalensi HIV AIDS (% dari 
total Populasi) 

0.22 0.27 0.60 0.27 - 

26 Penggunaan Kondom pada 
Hubungan Seks Beresiko 
Tinggi Terkahir 

- - - 4,9 - 

27 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 
15-24 Tahun yang Memiliki 
Pengetahuan Komprehensif 
Tentang HIV-AIDS 

- - - - - 

28 Cakupan Pelayanan Kesehatan 
Rujukkan Pasien Masyarakat 
Miskin 

- - - - - 

29 Cakupan Kunjungan Bayi 
Memperoleh Pelayanan 
Kesehatan Standar 

- - 61.2 101,80 - 

30 Cakupan Puskesmas Per 
Kecamatan 

108.33 108.33 108.33 108,33 - 

31 Cakupan Pembantu Puskes Per 
Desa 

31.25 31.25 31.25 31,25 - 

32 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil 
K4 

- 70.27 79.7 84,7 73 

33 Cakupan Pelayanan NIFAS - - 100 107,6 - 

34 Cakupan Neo Natus yang 
Ditangani 

27.79 71.82 85.05 78,07 - 

35 Persentase Penderita Hipertnesi 
Mendapat Pelayanan 
Kesehatan Sesuai Standar  

100 100 100 20,6 - 

36 Persentasi Penyandang 
Diabetes Militus (DM) yang 
Mendapat Pelayanan Sesuai 
Standar 

100 100 100 100 - 

37 Persentasi Orang Dengan 
Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 
yang Mendapatkan Pelayanan 
Kesehatan Jiwa Sesuai Standar 

- 3 22 37,5 - 

38 Cakupan Pelayanan Anak 
Balita 

100 100 26.69 76,6 - 

39 Cakupan Pemberian Makanan 
Pendamping ASI pada Anak 
Usia 6 - 24 Bulan Keluarga 
Miskin 

- - - - - 

40 Cakupan Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat Miskin 

- - - - - 

41 Rasio Dokter Persatuan 17 23.97 9.4 32 - 
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Penduduk 

42 Rasio Tenaga Medis Persatuan 
Penduduk 

- - - - - 

43 Rasio keperawatan per 100000 
penduduk 

203.67 261.96 262.7 385,9 - 

44 Rasio bidan per 100000 
penduduk 

144,21 197,76 217,6 397,8 - 

 
 

Pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas/pustu, 

poskesdes, posyandu dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu 

sarana kesehatan yang menunjang bagi masyarakat di daerah. Pada tahun 2019, jumlah 

Puskesmas di Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu 14 buah yang tersebar di hampir setiap 

kecamatan dengan didukung oleh puskesma pembantu sebanyak 48 buah. Selain 

puskesmas, pos pelayanan terpadu (Posyandu) juga sangat membantu masyarakat dalam 

hal pemeriksaan kesehatan. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan 

sudah tersedia posyandu dengan jumlah keseluruhan pada tahun 2019 sebanyak 173 buah. 

Di setiap desa di seluruh kecamatan juga di bangun polindes. Adapun jumlah 

polindes/poskesdes, pada tahun 2019 adalah 36/58 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 

Tabel II.34 

Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten 
Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

Tahun Rumah 

Sakit 
Rumah 

Bersalin 

Puskesmas Klinik/ 
Balai 

Kesehatan 

Posyand

u 
Polindes/ 

Poskesdes 
Puskesma

s 

Pembantu 

Apotek 

2017 1 - 13 1 173 36/58 43 4 

2018 1 - 14 1 173 36/58 48 15 

2019 1 - 14 1 173 36/58 48 15 

2020 1 - 13 1 173  44 14 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 (data diolah) 

 

Selain sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas tenaga medis juga diperlukan 

dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Tenaga medis yang sudah 

tersedia adalah dokter spesialis, dokter umum, asisten apoteker, teknisi medis, bidan, 

perawat, farmasi, ahli gizi, sanitasi, dan SKM. Namun belum semua kecamatan tersedia 

tenaga medis sesuai kebutuhan yang diharapkan. 
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Tabel II.35 

Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten 
Banggai Kepulauan Tahun 2020 

No Kecamatan Tenaga Kesehatan 

Tenaga Medis Perawat Bidan Farmasi Ahli Gizi 

Dokter 

Umum 

Dokter 

Gigi 

1 Totikum 3  27 25 1 2 

2 Totikum 
Selatan  

1  15 12 1 1 

3 Tinangkung 4 6 19 22 6 3 

4 Tinangkung 
Utara  

1  12 23 2 1 

5 Tinangkung 
Selatan  

2  16 15 2 2 

6 Liang  -  19 28 2 1 

7 Peling Tengah  1  19 18 2 - 

8 Bulagi 2  23 24 3 2 

9 Bulagi Utara  1  19 23 1 1 

10 Bulag Selatan  2  17 15 1 1 

11 Buko 2  21 16 3 2 

12 Buko Selatan  1  15 13 1 2 

 JUMLAH 20 6 222 237 25 18 

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan 2021  

 

Selain dari hal yang telah diuraikan diatas, ada satu permasalahan yang 

menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. 

Permasalahan tersebut adalah tingginya angka Stunting pada balita di Kabupaten 

Banggai Kepulauan. Secara lebih terperinci data mengenai Stunting dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel II.36 

Data Stunting Tahun berjalan 2021 
Kabupaten Banggai Kepulauan 

KECAMATAN DESA 

STUNTING 

JUMLAH ANAK 

STUNTING 
% PREVALENSI 

TOTIKUM Sobonon 8 34.78% 

TOTIKUM Bolonan 8 25.00% 

TOTIKUM Sakay 9 22.50% 

TOTIKUM Sambiut 10 17.24% 

TOTIKUM Tone 4 19.05% 

TOTIKUM Abason 9 12.50% 

TOTIKUM Salangano 15 18.52% 

TOTIKUM Batang Babasal 10 29.41% 

TOTIKUM Sampaka 18 24.66% 

TOTIKUM Lopito 20 20.41% 

TOTIKUM Kombutokan 32 13.50% 
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KECAMATAN DESA 

STUNTING 

JUMLAH ANAK 

STUNTING 
% PREVALENSI 

TOTIKUM SELATAN Tonuson 12 26.67% 

TOTIKUM SELATAN Tobungku 17 32.08% 

TOTIKUM SELATAN Nulion 10 9.26% 

TOTIKUM SELATAN Peley 5 8.77% 

TOTIKUM SELATAN Kalumbatan 49 13.88% 

TOTIKUM SELATAN Kanali 10 23.26% 

TOTIKUM SELATAN Mata 16 15.24% 

TOTIKUM SELATAN Lobuton 16 30.77% 

TINANGKUNG Manggalai 3 2.24% 

TINANGKUNG Ambelang 9 7.03% 

TINANGKUNG Saiyong 1 1.75% 

TINANGKUNG Tompudau 4 4.04% 

TINANGKUNG Baka 0 0.00% 

TINANGKUNG Bongganan 5 3.79% 

TINANGKUNG Salakan 3 1.59% 

TINANGKUNG Kautu 3 1.89% 

TINANGKUNG Bakalan 3 6.38% 

TINANGKUNG Bulungkobit 11 17.74% 

TINANGKUNG Bungin 10 14.93% 

TINANGKUNG SELATAN Paisumosoni 16 34.78% 

TINANGKUNG SELATAN Tobing 8 16.33% 

TINANGKUNG SELATAN Tobungin 21 38.18% 

TINANGKUNG SELATAN Mansamat B 5 8.77% 

TINANGKUNG SELATAN Mansamat A 13 20.31% 

TINANGKUNG SELATAN Kampung Baru 12 13.95% 

TINANGKUNG SELATAN Tinangkung 10 11.76% 

TINANGKUNG SELATAN Gansal 14 22.22% 

TINANGKUNG SELATAN Bobu 23 34.85% 

TINANGKUNG UTARA Palam 31 22.96% 

TINANGKUNG UTARA Luk Sagu 19 10.98% 

TINANGKUNG UTARA Tatakalai 3 1.71% 

TINANGKUNG UTARA Ponding-Ponding 15 10.14% 

TINANGKUNG UTARA Lalong 16 18.39% 

TINANGKUNG UTARA Bampanga 15 30.00% 

LIANG Mamulusan 9 24.32% 

LIANG Kinandal 10 14.08% 

LIANG Tomboniki 5 13.89% 

LIANG Okumel 11 11.34% 

LIANG Popidolon 6 15.38% 

LIANG Tangkop 2 10.00% 

LIANG Binuntuli 4 8.51% 
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KECAMATAN DESA 

STUNTING 

JUMLAH ANAK 

STUNTING 
% PREVALENSI 

LIANG Saleati 4 8.16% 

LIANG Bajo 9 9.09% 

LIANG Liang 9 15.00% 

LIANG Balayon 5 14.29% 

LIANG Basosol 3 6.00% 

LIANG Boyomoute 4 20.00% 

LIANG Apal 3 4.48% 

LIANG Selekan 4 11.76% 

LIANG Loolong 5 13.51% 

PELING TENGAH Tolulos 6 11.54% 

PELING TENGAH Popisi 2 5.71% 

PELING TENGAH Labibi 17 40.48% 

PELING TENGAH Luk 11 23.40% 

PELING TENGAH Tombos 3 4.92% 

PELING TENGAH Alakasing 24 25.53% 

PELING TENGAH Patukuki 23 14.29% 

PELING TENGAH Koyobunga 7 14.58% 

PELING TENGAH Kolak 11 18.64% 

PELING TENGAH Balombong 14 28.00% 

PELING TENGAH Tunggaling 9 20.00% 

BULAGI Tolo 3 16.67% 

BULAGI Lalanday 17 34.00% 

BULAGI Montomisan 5 27.78% 

BULAGI Sosom 3 11.54% 

BULAGI Alul 22 43.14% 

BULAGI Bulagi Satu 11 14.86% 

BULAGI Bulagi Dua 8 14.55% 

BULAGI Boloy 9 26.47% 

BULAGI Meselesek 5 9.62% 

BULAGI Oluno 13 20.97% 

BULAGI Sumondung 9 37.50% 

BULAGI Peling Seasa 15 20.55% 

BULAGI Komba-Komba 10 25.00% 

BULAGI Kambal 15 28.30% 

BULAGI Toolon 4 16.67% 

BULAGI Kayubet 7 33.33% 

BULAGI SELATAN Bone Puso 3 5.17% 

BULAGI SELATAN Pandaluk 17 36.17% 

BULAGI SELATAN Palabatu Dua 2 12.50% 

BULAGI SELATAN Tatarandang 25 21.37% 

BULAGI SELATAN Lemelu 4 9.52% 
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KECAMATAN DESA 

STUNTING 

JUMLAH ANAK 

STUNTING 
% PREVALENSI 

BULAGI SELATAN Osan 10 55.56% 

BULAGI SELATAN Balalon 11 19.64% 

BULAGI SELATAN Sabelak 7 25.00% 

BULAGI SELATAN Suit 0 0.00% 

BULAGI SELATAN Toi-Toi 3 7.69% 

BULAGI SELATAN Lolantang 2 5.88% 

BULAGI SELATAN Palabatu Satu 4 22.22% 

BULAGI SELATAN Mangais 9 39.13% 

BULAGI SELATAN Unu 1 3.45% 

BULAGI SELATAN Babang 22 44.90% 

BULAGI SELATAN Momotan 11 28.95% 

BULAGI SELATAN Labotakandi 17 40.48% 

BULAGI SELATAN 
Alasan 
Nggolobuton 

1 3.23% 

BULAGI SELATAN Boluni 2 14.29% 

BULAGI SELATAN Pipilogot Paipaisu 4 17.39% 

BULAGI UTARA Bangunemo 13 16.67% 

BULAGI UTARA Paisuluno 5 12.82% 

BULAGI UTARA Montop 7 10.45% 

BULAGI UTARA Bolubung 3 10.00% 

BULAGI UTARA Bakalinga 4 4.88% 

BULAGI UTARA Sambulangan 4 5.41% 

BULAGI UTARA Koyobunga 9 34.62% 

BULAGI UTARA Sabang 6 8.96% 

BULAGI UTARA Ombuli 6 9.68% 

BULAGI UTARA Luk Panenteng 2 2.99% 

BULAGI UTARA Minanga 3 12.00% 

BULAGI UTARA Mandok 9 47.37% 

BUKO Paisubatu 1 0.66% 

BUKO Batangono 0 0.00% 

BUKO Lalengan 1 1.82% 

BUKO Peling Lalomo 0 0.00% 

BUKO Labasiano 0 0.00% 

BUKO Tataba 0 0.00% 

BUKO Malanggong 0 0.00% 

BUKO Leme-Leme Bungin 0 0.00% 

BUKO Leme-Leme Darat 0 0.00% 

BUKO Talas-Talas 1 1.82% 

BUKO Okulo Potil 0 0.00% 

BUKO Olusi 0 0.00% 

BUKO Tatendeng 1 1.96% 
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KECAMATAN DESA 

STUNTING 

JUMLAH ANAK 

STUNTING 
% PREVALENSI 

BUKO SELATAN Kambani 30 43.48% 

BUKO SELATAN Tatabau 15 75.00% 

BUKO SELATAN Buko 8 27.59% 

BUKO SELATAN Palapat 10 33.33% 

BUKO SELATAN Lumbi-Lumbia 42 25.30% 

BUKO SELATAN Labangun 12 26.67% 

BUKO SELATAN Seano 17 37.78% 

BUKO SELATAN Apal 24 48.00% 

BUKO SELATAN 
Lelang 
Matamaling 

8 19.51% 

BUKO SELATAN Landonan Bebeau 35 34.65% 

BUKO SELATAN Sapelang 11 44.00% 

Sumber : Dinas Kesehatan 2021 

 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Balita terdampak Stunting 

terbesar di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat di Kecamatan Buko Selatan, 

dengan jumlah total sebanyak 212 balita dan kasus terbanyak di desa Lumbi-Lumbia 

dengan jumlah kasus sebanyak 42 balita. Tingkat prevalensi paling tinggi terdapat di 

Desa Tatabau Kecamatan Lumbi-Lumbia yaitu sebesar 75%. 

Tim penanganan stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan menemukan 

beberapa kendala yang teridentifikasi, diantaranya Program Kegiatan masih tersebar 

di beberapa Perangkat Daerah sehingganya sulit untuk menyatukan persepsi dari 

masing-masing perangkat Daerah dan pada perencanaan pelaksanaan berikutnya 

bekerjasama dengan Tenaga Ahli terkait Desain Intervensi Stunting, Tenaga 

pendamping PKH melakukan kegiatan rutin pertemuan kelompok antara pendamping 

dengan peserta PKH yang mana salah satu modul yaitu tentang kesehatan ibu hamil 

dan balita, masih terbatasnya sumber daya manusia pelaksana dan sarana prasarana 

pendukung, Jarak Lokasi Lokus yang jauh dari Ibukota Kabupaten, serta jarak antara 

satu desa lokus dan desa lokus yang berjauhan, Belum sinergitasnya perencanaan, 

penganggaran, pemantauan dan pengawasan layanan antara desa dan kabupaten. 

Kendala yang dihadapi ini dirumuskan menjadi masalah yang dihadapi dalam 

penanganan stunting di Kabupaten Banggai kepulauan. Masalah yang berhasil 

dirumuskan antara lain, Desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program yang 

belum ada, Kendala mengakses layanan dari sisi kelompok penerima manfaat, 

Ketersediaan dan kualitas SDM pelaksana, Proses perencanaan, penganggaran, 
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pemantauan dan pengawasan layanan, Proses perencanaan, penganggaran, 

pemantauan dan pengawasan layanan. Dari rumusan masalah itu, rekomendasi yang 

dapat diberikan oleh tim penanganan stunting kabupaten Banggai Kepulauan yaitu, 

Pengalokasian perencanaan penganggaran selanjutnya difokuskan pada lokasi lokus 

berdasarkan analisis situasi terbaru, Tenaga pendamping PKH melakukan kegiatan 

rutin pertemuan kelompok antara pendamping dengan peserta PKH yang mana salah 

satu modul yaitu tentang kesehatan ibu hamil dan balita, mengoptimalkan 

pendampingan PKH melalui pertemuan Family Developmen Seasion (FDS) dalam 

sosialisasi gizi dan kesehatan, Meningkatkan sinergitas koordinasi dari proses 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program 

kegiatan antara desa, kabupaten dan perangkat daerah, Peningkatan pemahaman 

masyarakat tentang stunting melalui sosialisasi, Peningkatan sumber daya manusia 

pelaksana. 

 

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kabupaten Banggai Kepulauan dilalui jalan nasional, jalan provinsi, jalan 

kabupaten, jalan desa dan jalan lingkungan baik di kelurahan maupun desa. Panjang jalan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasaran 

berdasaran Keputusan Bupati Nomor 600/437/2014 tentang Penetapan Status Ruas Jalan 

sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan yakni 

896,47 km. Sementara jalan provinsi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki  

panjang  115,1  km. 

Pada urusan tata ruang, capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang selain 

tersediannya dokumen perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan melalui Peraturan 

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036, juga dilihat dari belum 

tersusunnya rencana rinci berupa RDTR kota Salakan. Rasio ruang terbuka hijau persatuan 

luas wilayah ber HPL/HGB Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 30 %. Sementara itu 

untuk kasus alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan di dalam RTRW juga 

masih terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, secara rinci capaian urusan Pekerjaan 

Umum dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel II.37 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Proporsi Panjang Jalan Jaringan 
Jalan dalam Kondisi Baik (Persen) 

58,61 68,59 74,17 76,0 

2 Rasio Panjang Jalan dengan 
Jumlah Penduduk 

0,77 0,77 0,85 0,80 

3 Persentase Jalan Kabupaten 
dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam 

58,61 68,59 74,17 76,05 

4 Persentase Jalan yang Memiliki 
Trotoar dan Drainase / Saluran 
Pembuangan Air (Minimal 1,5 M) 

0,96 1,00 1,11 1 

5 Persentase Sepadan Jalan yang 
Dipakai Pedagang Kaki Lima atau 
Bangunan Rumah Liar 

15 1 1 12 

6 Persentase Rumah Tinggal 
Bersanitasi 

46,94 70 75 80 

7 Persentase Drainase dalam 
Kondisi Baik / Pembuangan Aliran 
air tidak Tersumbat 

1,07 70 75 20 

8 Persentase Penduduk Berakses Air 
Minum 

36,74 80 85 82 

9 Persentase Irigasi Kabupaten 
Dalam Kondisi Baik 

60 75 80 70,40 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 (data 

diolah)  

 

A. Panjang Jalan menurut Jenis permukaan 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupatan Banggai Kepulauan tahun 

2019 total panjang jalan mencapai 896,47 Km. Diantaranya terdapat jalan beraspal dengan 

total panjang jalan 656,65 km. Selain jalan yang diaspal, masih terdapat jenis jalan kerikil 

maupun jalan tanah di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan panjang jalan kerikil 180,19 

km serta jalan jenis lainnya sepanjang 59,63 km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel II.38. 

Tabel II.38 

Panjang Jalan per Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan 
Kabupaten Banggai Kepulauan (Km), Realisasi 2020 

No Kecamatan Jenis Permukaan Jalan 

Aspal Tidak di 
Aspal 

Lainnya Jumlah 

  57,51 8,26 6,30 72,07 

2 Totikum Selatan  22,18 8,71 3,24 34,13 

3 Tinangkung 63,97 66,04 0,81 130,83 
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4 Tinangkung Selatan  9,96 8,71 3,24 26,78 

5 Tinangkung Utara  47,99 23,34 18,36 89,69 

6 Liang  69,32 8,11 2,02 79,44 

7 Peling Tengah  67,54 4,67 1,88 74,09 

8 Bulagi 65,17 18,50 4,84 88,51 

9 Bulagi Selatan  60,94 12.30 6,10 79,34 

10 Bulagi Utara  91,84 2,60 2,91 97,35 

11 Buko 51,45 14,30 0,58 66,33 

12 Buko Selatan  48,79 7,42 1,71 57,92 

 Banggai Kepulauan 656,65 180,19 59,63 896,47 

 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

B. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik. 

Infrastruktur jalan yang baik adalah modal fisik (physical capital) bagi masyarakat 

dalam menjalakan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan 

ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan 

ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan 

baik. Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan optimalisasi 

potensi sumber daya alam (natural resources), sumber daya manusia (human resources) 

dan sumber daya fisik (physical resources) serta sumber daya modal (capital resources) 

akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. 

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah angka perbandingan 

antara panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, terhadap panjang jalan secara 

keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Mutu jalan di suatu daerah 

berpengaruh terhadap berbagai kegiatan penduduk, khususnya kegiatan perdagangan 

dan upaya untuk melakukan integrasi antar wilayah terbelakang dengan pasar yang lebih 

besar. 
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Grafik II.18 

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa, jalan dengan status kondisi baik di 

Kabupaten Banggai Kepulauan masih cukup rendah. Dimana rata-rata dalam 3 tahun 

terakhir hanya di bawah 50 persen. Secara lengkap pada tahun 2018 dan 2019 persentase 

jalan kondisi baik hanya dikisaran angka 42,17 persen, bahkan pada tahun 2020 persentase 

jalan kondisi baik tinggal 34,82 persen. Hal ini perlu menjadi proritas pemerintah, 

mengingat akses utama antar wilayah Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan 

melalui darat. 

C. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk  

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah 

penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Panjang jalan yang diperhitungkan 

adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan 

kota. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah 

penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di 

wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin 

tinggi nilai  indicator ini maka makin baik dengan indikasi awal makin banyak masyarakat 

yang dilayani. 

Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan 

menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum 

mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan 

jenis kendaraan. Sumber dari Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 

2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 
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Grafik II.19 

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk 
Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 (data diolah) 

 

Hasil perhitungan dengan membandingkan antara total panjang jalan dibagi dengan 

jumlah penduduk diperoleh hasil yang konstan dari Tahun 2017-2020. Rasio panjang jalan 

dengan jumlah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan masih dalam kategori rendah, 

dimana pada tahun 2017 hingga 2019 hanya sebesar 0,008. Hal ini dipengaruhi oleh total 

panjang jalan selama tiga tahun tahun terakhir tidak mengalami penambahan. Dimana 

pada tahun 2017 hingga 2020 panjang jalan di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 

896,47 Km. Panjang jalan yang tidak berubah tersebut tidak sejalan dengan jumlah 

penduduk yang bertambah setiap tahunnya, dimana tercatat hingga tahun 2020 jumlah 

penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan mencapai 120.142 Jiwa. Rasio panjang jalan 

dengan jumlah penduduk sebesar 0,007. 

D. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)  

Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah angka perbandingan 

antara panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, terhadap panjang jalan secara 

keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Mutu jalan di suatu daerah 

berpengaruh terhadap berbagai kegiatan penduduk, khususnya kegiatan perdagangan 

dan upaya untuk melakukan integrasi antar wilayah terbelakang dengan pasar yang lebih 

besar. 

Nilai indikator ini memiliki kegunaan untuk mengindikasikan kualitas jalan dari 

keseluruhan panjang jalan yang ada di suatu daerah tertentu. Hal tersebut dapat juga 

dibaca sebagai kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan dan memelihara sarana 

dan prasarana publik. Semakin besar nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan daerah 

tersebut dalam menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana publik. 
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Grafik II.20 

Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)  
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Pada pengukuran indikator ini tim mengasumsikan bahwa proporsi jalan dalam 

kondisi baik merupakan jalan yang dapat ditempuh dengan roda empat dengan kecepatan 

≥ 40 Km perjam. Berdasarkan data panjang jalan berdasarkan kondisi jalan, kurun waktu 

2018-2020 proporsi panjang jalan dalam kondisi baik masih di bawah 50 persen dari total 

jalan. Di sisi lain, proporsi panjang jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat cenderung 

masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dimana proporsi jalan yang dalam 

kondisi rusak berat di tahun 2020 sebesar 100,51 km atau sebanyak 11,21% persen dari total 

panjang jalan dan pada tahun 2020. 

E. Irigasi 

Kondisi Jaringan irigasi, Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur 

pendukung utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Jaringan 

irigasi di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagian besar berada di wilayah kecamatan 

Tinangkung Utara. Luas areal yang dilayani jaringan irigasi mencapai ±1.327,5 Ha. Jumlah 

bangunan irigasi di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2018 yang dalam kondisi 

baik baru mencapai 53,8 persen dari 92 persen yang ditargetkan.  

Pengembangan Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas:  

1. Pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi Lalong di Kecamatan Tinangkung 

Utara seluas 127 Ha;  

2. Pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi Luksagu di Kecamatan Tinangkung 

Utara seluas 107 Ha;  

378.06 378.61

312.12
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42.17 42.23 34.82
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Baik Panjang Jalan Total Persentase Jalan Kondisi Baik (>40 km/jam)
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3. Pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi Ponding-ponding Kecamatan 

Tinangkung Utara di Pulau Peling seluas 100 Ha;  

4. Pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi Tatakalai di Kecamatan Tinangkung 

Utara seluas 350 Ha;  

5. Pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi Tatakalai Atas di Kecamatan 

Tinangkung Utara seluas 198 Ha;  

6. Pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi Tatal di Kecamatan Tinangkung Utara 

seluas 251 Ha;  

7. Pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi Tinangkung di Kecamatan 

Tinangkung Selatan seluas 100 Ha;  

8. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Lokom di Kecamatan Totikum seluas 

100 Ha.  

9. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Kautu di Kecamatan Tinangkung 

seluas 100 Ha. 

10. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Kanali di Kecamatan Totikum Selatan 

seluas 80 Ha.  

11. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Kalim di Kecamatan Tinangkung Utara 

seluas 60 Ha.  

12. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Paisubatu di Kecamatan Buko seluas 

60 Ha.  

13. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Palam di Kecamatan Tinangkung 

Utara seluas 80 Ha.  

14. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Lopito di Kecamatan Totikum seluas 85 

Ha.  

15. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Tobungku di Kecamatan Totikum 

Selatan seluas 60 Ha.  

16. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Tatabau di Kecamatan Buko Selatan 

seluas 80 Ha.  

17. Pengembangan dan peningkatan Daerah irigasi Mata di Kecamatan Totikum Selatan 

seluas 60 Ha.  

Sebagaimana telah disebut dalam daftar daerah pengembangan irigasi diatas. Dapat 

terlihat bagaimana keseriusan pemerintah dalam mengembangkan potensi peprtanian dan 

pengelolaan sumber daya air. 

 



 

 

R K P D Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022  Bab II – Hal. 74 
 

 

4. Perumahan Rakyat dan  Kawasan Pemukiman 

Dalam rangka pengentasan perumahan telah dilakukan penyediaan rumah layak 

huni dari dana APBN dan APBD. Harapannya ini adalah agar Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) yang belum mempunyai rumah, dapat memiliki rumah yang layak untuk 

ditinggali. Penyediaan perumahan di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada 

Tabel berikut: 

Tabel II.39 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Rasio Pemukiman Layak 
Huni 

5,13/9 6,3/9 6,48/9 6,65/9 

2 Cakupan Ketertsediann 
Layanan Rumah Layak 
Huni 

57 70 72 73,96 

3 Persentase Pemukiman 
yang Tertata 

28,02 75 80 75 

4 Persentase Lingkungan 
Pemukiman Kumuh 

2,29 2,29 2,29 2,29 

5 Persentase Luasan 
Pemukiman Kumuh di 
Kawasan Perkotaan 

56 56 56 42 

6 Proporsi Rumah Tangga 
Kumuh Perkotaan 

67,1 67,1 67,1 67,1 

7 Penyelesaian izin lokasi    100 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Perumahan Kabupaten Banggai 

Kepulauan Tahun 2021 (data diolah) 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan rasio 

pemukiman rumah tinggal layak huni. Begitu pula dengan cakupan layanan yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Dengan rasio pemukiman layak huni pada tahun 2017 

sebesar 5,13/9 meningkat menjadi 6,63/9 pada tahun 2020. Begitu pula dengan cakupan 

layanan rumah tinggal layak huni yang meningkat dari 57 pada tahun 2017 menjadi 74 

pada tahun 2020. Persentase pemukiman yang tertata juga terus mengalami peningkatan 

bahkan sangat signifikan dari 28,02 persen pada tahun 2017 menjadi 95,74 persen pada 

tahun 2020.  

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang dibuat dari bahan bekas/sampah 

(seperti potongan triplek, lembaran plastik sisa, dsb) yang dipertimbangkan tidak cocok 

untuk bertempat tinggal atau terletak pada areal yang diperuntukkan bukan untuk 

permukiman. Termasuk rumah gubuk. Ciri–ciri rumah tidak layak huni adalah kondisi di 
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mana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat 

tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial dengan kriteria antara lain: 

1) Luas lantai perkapita, di kota kurang dari 4 m2 sedangkan di desa kurang dari 10 m2; 

2) Jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya; 

3) Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belum di proses; 

4) Jenis lantai tanah; 

5) Tidak mempunyai fasilitas tempat mandi, cuci, kakus (MCK). 

 

Grafik II.21 
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni 

Di Kabupaten Banggai Kepulauan 2016-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun dan Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2021 (data diolah)  

 

Berdasarkan data yang dihimpun dari perangkat daerah dan BPS, diperoleh 

bahwa kurun waktu 2016-2020 persentase rumah layak huni mengalami peningkatan. Pada 

Tahun 2016 persentase rumah layak huni mencapai 47,97%, kemudian pada tahun 2020 

meningkat menjadi 74%. Adapun sumber pendanaan untuk perbaikan rumah tidak layak 

huni menjadi rumah layak huni selama kurun waktu tersebut bersumber dari berbagai 

sumber pendanaan yaitu anggaran swadaya masyarakat yang dikerjakan secara mandiri 

oleh masyarakat, anggaran dana desa (DD) melalui Pemerintah Desa, anggaran APBD 

Provinsi melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi 

Tengah, anggaran APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan 

Provinsi Sulawesi Tengah, dan anggaran APBD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui 

dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan. 
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5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 

Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, kondusif dan memperoleh 

perlindungan serta melaksanakan kegiatan. Urusan keamanan, ketertiban umum, dan 

perlindungan masyarakat merupakan urusan yang komprehensif meliputi berbagai elemen 

strategis yang memiliki dampak luas untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan serta iklim investasi daerah. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel II.40 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Cakupan Petugas 
Perlindungan 
Masyarakat 

87,05% 88,75% 89,38% 89% 

2 Persentase Penegakkan 
PERDA 

9,09% 9,09% 1,42% 83,33% 

3 Tingkat Penyelesaian 
Pelanggaran K3 
(Ketertiban, 
Ketentraman, dan 
Keindahan) 

83,33% 83,33% 42% 42% 

4 Cakupan patroli 
petugas Satpol PP 

9% 113% 39% 
 

5 Jumlah Polisi Pamong 
Praja 

111 220 220 220 

6 Jumlah Linmas 1268 1278 1278 1276 

7 Jumlah Pos Siskamling 226 228 228 228 

8 Persentase Penanganan 
Bencana Alam Tuntas 

   100 

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2021  

 

Untuk indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,Ketentraman,dan 

Keindahan) dan indikator presentase penegakan perda belum mencapai target 

dikarenakan belum adanya penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dalam penegakan 

perda dan masih terbatasnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan, 

Adapun solusinya adalah melaksanakan pelatihan dan pengangkatan penyidik pegawai 

negeri sipil (PPNS) di dalam melaksanakan penegakan perda dan juga dukungan 

anggaran di dalam melaksanakan program dan kegiatan. 

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus berupaya untuk menyediakan 

aparat dan sarana keamanan baik dari segi kuantitas dan kualitasnya untuk dapat 

menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Petugas Perlindungan Masyarakat 



 

 

R K P D Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022  Bab II – Hal. 77 
 

 

(Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan 

ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat 

secara luas. 

6. Sosial 

Penyelenggaraan Urusan Sosial ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

keadilan sosial bagi masyarakat. Permasalahan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam menanggulangi masalah 

sosial, pada tahun 2021 sasaran pembangunan sosial dititikberatkan pada peningkatan 

kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penanganan PMKS, dan meningkatnya 

pelayanan sosial bagi PMKS, capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel II.41 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Cakupan Jumlah 
Penerima Tunjangan 
Hari Tua bagi 
Masyarakat Miskin 

50 orang 50 orang 20 orang 0 

3 Persentase PMKS yang 
Memperoleh Bantuan 
Sosial 

Rastra 
9598 KK, 

PKH 7031, 
anak 

terlantar 
1202 org 

Rastra 
9598 KK, 

PKH 6823, 
anak 

terlantar 
1202 org 

PKH 6536, 
Bencana 
social 68 

jiwa  

99 

4 Persentase PMKS yang 
Tertangani 

64,86% 75% 80% 99 

5 Persentase Korban 
Bencana Alam yang 
Menerima Bantuan 
Sosial Selama Masa 
Tanggap Darurat 

- - 97,87% 98 

6 Persentase Penyandang 
Cacat Fisik dan Mental, 
Serta Lanjut Usia Tidak 
Potensial yang Telah 
Menerima Jaminan 
sosial 

11,35%  0,06% 0,03% 0,86 

7 Peningkatan 
perlindungan jaminan 
sosial bagi keluarga 
penerima manfaat 
program keluarga 
harapan (PKH)    

   100 

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 
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Untuk realisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial yang ada 

di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada grafik berikut ini 

  
Tabel II.42 

Laporan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan  
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020/2021 

 
No Program/Kegiatan Tahun Realisasi 

Anggaran (Rp) 

Jumlah 

Sasaran 

1 PKH (Program Keluarga Harapan) 2020 21.726.160.000 6.380 KPM 

2021 9.590.500.000 6.287 KPM 

2 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2020 21.204.200.000 9.997 KPM 

2021 8.599.600.000 6.922 KPM 

3 Bantuan Usaha Bersama (KUBE) 

UEP/Usaha Ekonomi Produktif 

2020 80.000.000 4 KLMPOK 

2021 140.000.000 14 KK 

4 Bantuan Pangan (Beras) Provinsi Maupun 

Kabupaten 

2020 17.694.000.000 4.915 KPM 

2021 - - 

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 
 

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

1. Ketenagakerjaan  

Minimnya lapangan pekerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia 

angkatan kerja merupakan kondisi yang harus mendapatkan perhatian oleh pemerintah. 

Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel II.43 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Besaran tenaga kerja 
yang mendapatkan 
pelatihan berbasis 
kompetensi  

- 80% 85% - 

2 Besaran Pencari Kerja 
yang Terdaftar yang 
Ditempatkan 

48% 75% 80% 56% 

3 Besaran Tenaga Kerja 
yang Mendapatkan 
Pelatihan Berbasis 
Masyarakat 

- 75% 86,67% - 
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4 Besaran Tenaga Kerja 
yang Mendapatkan 
Pelatihan Berbasis 
Kewirausahaan 

- 80% 84,62% - 

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

 

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2019 tercatat 

penduduk yang bekerja di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 83.808 dengan jumlah 

angkatan kerja sebesar 61.644 orang dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 22.164 

orang. Dari jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikan antara lain berdasarkan 

Sekolah Dasar sebanyak 16.007 orang, Sekolah Menengah Pertama 6.156 orang, Sekolah 

Menengah Atas sebanyak 8.125 orang, Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 1.357 orang, 

Diploma I/II/III/Akademi sebanyak 807 dan untuk pendidikan Universitas sebanyak  4.501 

orang. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel II.44 

Jumlah angkatan Kerja Menurut Pendidikan 
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 - 2020 

Pendidikan Tertinggi 

yang di Tamatkan 

2019 2020 

Bekerja Penganggur
an Terbuka 

Jumlah 
Total 

Bekerja Pengangg
uran 

Terbuka 

Jumlah 
Total 

Sekolah Dasar 16.007 0 16.007 29.063 290 29.353 

Sekolah Menengah 
Pertama 

6.008 148 6.156 8.482 430 8.912 

Sekolah Menengah 
Atas 

7.938 187 8.125 2.570 187 2.757 

Sekolah Menengah 
Atas Kejuruan 

1.079 278 1.357 0 0 0 

Diploma 
I/II/III/Akademi 

807 0 807 0 0 0 

Universitas 4.326 175 4.501 9.718 237 9.955 

Jumlah 36.165 788 36.953 61.718 1.560 63.278 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2019 tercatat 

penduduk usia kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 78.647 dengan jumlah 

angkatan kerja sebesar 63.278 orang meningkat dari tahun 2019 yaitu sebesar    

dengan pembagian yang bekerja sebesar 61.718 meningkat dari tahun sebelumnya 

yaitu sebesar 36.165 serta yang pengangguran terbuka   dan yang bukan angkatan kerja 

sebanyak 22.596 orang. Dari jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikan antara lain 

berdasarkan Sekolah Dasar sebanyak 29.353 orang, Sekolah Menengah Pertama 8.912 
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orang, Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebanyak 2.757 orang, Diploma 

I/II/III/Akademi dan Universitas sebanyak  9.955 orang. 

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Upaya mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan mengedepankan 

Kesetaraan dan Keadilan Gender. Peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai 

bidang telah memperoleh hasil positif. Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel II.45 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2020 

No Indikator Tahun 

2018 2019 2020 

1 Persentase Partisipasi 
Perempuan di Lembaga 
Pemerintahan 

40% 91,39% 98,00% 

2 Proporsi Kursi yang 
Diduduki Perempuan di 
DPR 

16% 15% 20% 

3 Partisipasi Perempuan 
di Lembaga Swasta 

53% 55% 65% 

4 Rasio KDRT 67,78% 93.33% 0,40 

5 Cakupan perempuan 
dan anak korban 
kekerasan yang 
mendapatkan 
penanganan 
pengaduan oleh 
petugas terlatih di 
dalam unit pelayanan 
terpadu  

100% 100% 100% 

6 Cakupan perempuan 
dan anak korban 
kekerasan yang 
mendapatkan layanan 
bantuan hukum   

100% 100% 100% 

Sumber: DP3P2KB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Untuk indikator persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan dan 

indikator proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPR belum mencapai target, hal ini 

dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait partisipasi perempuan dalam politik. Adapun 

solusinya adalah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait peran perempuan di 

dalam pemerintahan maupun didalam politik. 

3. Pangan 

Hasil produksi pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang berjumlah 118.401 
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jiwa. Namun produksi beras yang ada belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan 

konsumsi masyarakat sehingga kegiatan impor beras harus dilakukan. Selain beras 

persediaan pangan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020 antara lain 

dapat di lihat dalam grafik berikut: 

 

Grafik II.22 

Persediaan Pangan Menurut Bahan Makanan 
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

 

 

Tabel II.46 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Ketersediaan Pangan Utama        

a.  Energi (Kka/Kap/Hr) 3126 2.135,5 3.922,8 - 

b.  Protein (Gram/Kap/Hr) 128 86,0 156,8 - 

c.  Ketersediaan Pangan 
Utama (Beras (Ton)) 

4.147 4.690 4.690 - 

2 Jumlah desa rawan pangan 29 29 27 - 

3 Jumlah desa rentan pangan 
yang tertangani 

4 5 4 - 

4 Skor Pola Pangan Harapan 
Tingkat 

   
 

a.  Ketersediaan (Kalori) 66,0 68,6 93,05 85 

b.  Konsumsi (Kalori) 73,6 75,8 83,0 - 

5 Tingkat Konsumsi protein 
hewani 

22,2 22,2 24,6 - 

6 Tingkat konsumsi energy 75,6 75,6 77,7 - 

7 Cadangan pangan daerah - - - 15.034 
kg 

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

Beras

34%

Tepung gandum

0%

Sagu /Tepung 

Sagu

4%
Jagung 

3%

Ubi jalar, Ubi 

Banggai, Keladi

37%

Ubi Kayu

18%

Kacang Tanah

2%

Kedelai

1% Kacang Hijau

1%
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4. Pertanahan  

Luas tanah di Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah bersertifikat mengalami 

peningkatan dari 9.342.450 m2 menjadi 10.243.758 m2 dikarenakan adanya Program 

Nasional Sertifikat Tanah Gratis dari Pemerintah Pusat. Secara rinci capaian indikator 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel II.47 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2020 

No Indikator Tahun 

2019 2020 

1 
Penyelesaian kasus Tanah 
Negara 

- 1 kasus 

2 Penyelesaian Izin Lokasi 100 % 100% 

 Sumber:   Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  Kabupaten Banggai Kepulauan 

Tahun 2021 

 

Berdasarkan data yang tertera pada tabel diatas dapat dilihat, bahwa penyelesaian 

izin lokasi dapat dieksekusi dengan baik, dimana semua izin dapat diselesaikan 100%. 

5. Lingkungan Hidup 

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat 

dilihat dari indikator antara lain; 1) Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten; 2) 

Tersusunnya RPPLH Kabupaten; 3) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah; 4) 

Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air; 5) Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara; 6) Hasil 

Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan; 7) Pembinaan dan Pengawasan terkait 

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap 

izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota; 8) Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten; 9) Terfasilitasi Pendampingan 

Pengakuan MHA; 10) Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional; 11) Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional; 12) 

Penetapan hak MHA; 13) Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan; 14) Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana; 15) Terlaksananya 

pendidikan dan pelatihan masyarakat; 16) Terlaksananya pemberian penghargaan 

lingkungan hidup; 17) Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU 

LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan 

dampaknya di Daerah kabupaten/kota; 18) Jumlah pelatihan yang diberikan kepada 

lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota; 19)Timbulan sampah yang 

ditangani; 20) Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R; 21) Persentase 
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cakupan area pelayanan; 22) Persentase jumlah sampah yang tertangani; 23) 

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten; 24) Persentase izin pengelolaan sampah 

oleh swasta yang diterbitkan dan 25) Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang 

taat terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH adalah 

perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya 

perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh 

pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Di 

Kabupaten Banggai Kepulauan selama tahun 2014-2017 belum disusun oleh pemerintah 

Kabupaten Banggai Kepulauan. Secara rinci capaian indikator dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel II.48 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Tersusunnya RPPLH 
Kabupaten Banggai 
Kepulauan 

Ada Ada ada Ada 

2 Hasil Pengukuran 
Indeks Kualitas Air 

49 50,00 54,44 48,57 

3 Hasil Pengukuran 
Indeks Kualitas Udara 

103,2 104,12 103,55 93,309 

4 Persentase Cakupan 
Areal Pelayanan 
Sampah 

3,21 3,21 % 3,21 % 5,38% 

5 Persentase luas RTH 
(taman dan makam) 
terhadap luas wilayah 

- - - - 

6 Luas lahan kritis (ha) - - - - 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, 

menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan 

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana, dan/atau program. Di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2017 

telah terselenggaranya KLHS untuk Kebijakan Rencana dan Program Daerah. 
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Tabel II.49 

Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah 
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2020 

Uraian Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Terselenggaranya KLHS 
untuk K/R/P tingkat 
daerah 

Belum 
ada 

Ada Ada Ada Ada 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan, tahun 2021 

 

 

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan 

hingga saat ini sudah mempunyai basis data kependudukan yang terintegrasi di 12 (Dua 

belas) Kecamatan secara online. Adapapun capaian indikator urusan kependudukan dan 

catatan sipil sebagai berikut: 

Tabel II.50 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Rasio Penduduk Ber KTP 
Per Satuan Penduduk 

77.288:86.364 78.180:86.182 78.694:88.308 80.221:88.444 

2 Rasio Bayi Berakte 
Kelahiran 

6.267:16.761 17.193:43.293 1.345:2.041 952:1975 

3 Rasio Pasangan Berakte 
Nikah 

702:36.776 807:42.292 16.922:58.406 10.906:21.538 

4 Cakupan Penerbiatan 
Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) 

77,288 
(86,43%) 

78,180 
(96,43) 

89,11% 90,70% 

5 Cakupan Penerbiatan Akte 
Kelahiran 

6.267 
(37,39%) 

17,193 
(33,03%) 

47,34% 48,20% 

6 Cakupan  pasangan 
berakte nikah 

- - 28,97% 50,63% 

7 Ketersediaan database 
kependudukan 

1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen  

8 persentase Kepemilikan KK 
bagi setiap keluarga di 
Kabupaten Banggai 
Kepulauan 

- - 80,28% 77,03% 

9 Kepemilikan KIA (Kartu 
Identitas Anak) 

- - 106 230 

Sumber:  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 
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Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk 

pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 1,39% dari tahun 2019. Begitu pula 

dengan cakupan pasangan berakte nikah dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami 

peningkaan sebanyak 21,66%. Hal ini sesuai dengan Data Konsolidasi Bersih (DKB) 

semester II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 menunjukan bahwa 

jumlah pasangan yang berakte nikah sebanyak 10.906 dari jumlah pasangan menikah yang 

dilaporkan sebanyak 21.538 ,dengan cakupan persentase sebesar 50,63%. Capaian 

indikator persentase kepemilikan Kartu Keluarga bagi setiap keluarga dikabupaten 

Banggai kepulauan sebanyak 77,03%. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) mengalami 

peningkatan persentase tetapi secara umum jumlah wajib KIA sebanyak 17.541 jika 

dibandingkan dengan jumlah Kartu Identitas Anak yang dicetak sebanyak 230 dengan 

cakupan 1,31%. 

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki tujuan untuk meningkatkan 

peran sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga 

miskin, meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat secara aktif 

untuk bergotong royong. Adapun capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan 

desa selama tahun 2017-2020 sebagai berikut: 

Tabel II.51 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Cakupan Sarana 
Prasarana 
Perkantoran 
Pemerintah Desa 
yang Memadai 

50 70 90 100 

2 Persentase PKK Aktif 100% 100% 100% 100% 

3 Swadaya 
Masyarakat 
terhadap Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat (Rp) 

2.374.671.100,- 3.654.084.600,- 4.832.607.700.- 
(19%) 

1.591.473.157 
(31,82%) 

4 Persentase aparatur 
desa/ 
kelurahan telah 
dilatih manajemen 
pengelolaan 
desa/kelurahan 

0 0 0  
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5 Persentase 
desa/kelurahan 
memiliki profil 
desa/kelurahan 

100% 100% 100% 100% 

 6  Jumlah BUMDes 141 141 141 30 

Sumber:Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai 

Kepulauan Tahun 2021 

 

Berdasarkan tabel capaian indikator diatas, sebagian besar telah memenuhi target 

yang diharapkan. Persentase PKK aktif telah tercapai dengan baik, karena semua desa 

memiliki dana untuk kegiatan PKK setiap tahun sekalipun jumlahnya terbatas. Swadaya 

Masyarakat terhadap Pemberdayaan juga berjalan sekalipun hasilnya belum sesuai 

harapan dikarenakan peran lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam 

Pembangunan masih kurang, hal ini disebabkan oleh tingkat ketergantungan masyarakat 

yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah sehingga menghambat kemajuan 

pembangunan. Hal ini berarti bahwa kemandirian masyarakat desa belum terwujud masih 

perlu pendampingan dari pemerintah kepada masyarakat setempat. Pendampingan yang 

dimaksud adalah pendampingan yang tidak hanya sekedar bantuan saja dan masyarakat 

hanya menerima, namun lebih pada bantuan yang disesuaikan dengan potensi, keadaan 

dan permasalahan yang ada di desa dan sifatnya menumpuhkan partisispasi masyarakat 

untuk secara aktif berperan dalam pembangunan desanya. Rendahnya peran serta 

masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari kegiatan perencanaan 

hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri juga masih dirasakan. Yang 

dimaksud disini adalah peran serta masyarakat setempat untuk mengetahui potensi lokal 

dan segala kebutuhan serta permasalahan yang terjadi di desa hanya warga desa 

sendirilah yang paling tahu sehingga dalam merencanakan pembangunan akan lebih tepat 

sasaran. Pengawasan pembangunan juga sangat perlu dilaksanakan sebagai 

penyeimbang dan monitoring agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah 

direncanakan. 

Tabel II.52 

Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

Uraian Satuan Tahun  

2017 2018 2019 2020 

PKK Aktif Desa/Kel 144 144 144 144 

Persentase perangkat 
desa/kelurahan yang 
menerapkan buku 
administrasi 
pemerintahan desa 

% 86,80 95,13 98 100 
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Persentase Kepala Desa 
dan perangkat desa 
yang memiliki 
kompentensi 

% 67,37 78,75 86,80 89,64% 

Persentase desa yang 
melaporkan Laporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan 
laporan Alokasi Dana 
Desa secara tepat waktu 

% 65,50 79,86 100 100 

Persentase desa yang 
memiliki profil desa 
yang Up to date dan 
akurat 

% 86,60 95,13 70 70,92% 

Persentase kecamatan 
yang memiliki 
POSYANTEKDES 

% 0 0 0 0 

Jumlah kelompok usaha 
aktif dengan anggota 
berbeda di setiap desa 

Kelompo
k 

0 0 0 0 

Persentase desa yang 
memiliki usaha simpan 
pinjam kelompok 
perempuan yang 
produktif 

% 42,55 56,02 56,02 56,02% 

Jumlah dana bergulir 
yang masuk ke setiap 
desa 

Rp 0 0 0 0 

Jumlah stimulan dan 
swadaya masyarkat 
dalam membangun 
infrastruktur pedesaan 

Rp 0 0 0 0 

Persentase desa yang 
terpelihara sarana dan 
prasarana desanya 

% 86,8 95,02 97,87 100 

Jumlah Desa Mandiri 
Energi 

Desa 2 2 2 2 

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten 

Banggai Kepulauan Tahun 2021  

 

Berdasarkan data capaian urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten 

Banggai Kepulauan Tahun 2020 jumlah PKK aktif yaitu 141 Desa dan 3 kelurahan. Capaian 

persentase desa yang memiliki usaha simpan pinjam kelompok perempuan produktif, dari 

Tahun 2018-2020 mempunyai persentase yang sama, hal ini dikarenakan kelompok simpan 

pinjam tersebut masih ada dan aktif, tetapi tidak lagi menjadi urusan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa sehingga data yang ada tidak up to date lagi sesuai kondisi masa 

kini, karena hal itu sudah menjadi urusan kecamatan. 

 

 



 

 

R K P D Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022  Bab II – Hal. 88 
 

 

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan 

angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan 

sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) 

anak lebih baik. Untuk mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dalam 

rangka menekan angka kelahiran maka pada setiap unit kerja yaitu Departemen 

Kesehatan, ABRI, maupun swasta dibentuk klinik KB.  

Untuk cakupan wilayah pedesaan juga di bentuk Pos Pelayanan KB yang hingga 

saat ini berjumlah 144 buah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai 

Kepulauan tahun 2015, pasangan usia subur berjumlah 21.286 orang. Alat/cara kontrasepsi 

yang paling diminati pasangan usia subur aktif adalah pil yang mencapai 7.392 akseptor, 

diikuti yang menggunakan suntikan yang mencapai 3.482 akseptor, pengguna jenis Implan 

2.331 Aksptor, pengguna jenis UID 380 akseptor, pengguna jenis kondom 132 akseptor, yang 

menggunakan jenis MOW 8 akseptor sedangkan yang terendah adalah yang menggunakan 

alat kontrasepsi berupa MOP. Adapapun capaian indikator urusan Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana sebagai berikut: 

Tabel II.53 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Laju Pertumbuhan 
Penduduk 

-  58,60% 55% 50% 

2 Persentase Penggunaan 
Alat Kontrasepsi Jangka 
Panjang (MKJP) 

- 10% 30% 32,46% 

3 Persentase Tingkat 
Keberlangsungan 
Pemakaian Kontrasepsi 

- 50% 75% 80% 

4 Cakupan 
ketersediaandan 
distribusi alat dan obat 
kontrasepsi untuk 
memenuhi permintaan 
masyarakat  

- 100% 100% 110% 

5 Total Fertilitas Rate 
(TFR) 

- 1,73 3,25 1,07 

6 Cakupan Anggota Bina 
Keluarga Balita (BKB) 
ber-KB 

- 100% 100% 100% 

7 Cakupan Anggota Bina 
Keluarga Remaja (BKB) 
ber-KB 

- 86,4% 83,36% 83,46% 
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8 Cakupan Anggota Bina 
Keluarga Lansia (BKB) 
ber-KB 

- 40% 75,55% 83,62% 

9 Cakupan Anggota Bina 
Keluarga Lansia (BKB) 
ber-KB 

- - - - 

Sumber: DP3P2KB Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Dalam pencapaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana belum bisa mencapai target dikarenakan masih kurangnya SDM 

yang memadai dalam upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan 

juga masih terbatasnya dukungan anggaran dalam pencapaian program dan 

kegiatan, Adapun solusinya adalah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan guna 

meningkatkan keterampilan petugas di lapangan dan juga dukungan anggaran 

terhadap pelaksanaan program kegiatan dalam pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana. 

9. Perhubungan 

Sektor transportasi di Kabupaten Banggai Kepulauan hanya berupa transportasi 

darat dan transportasi laut sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan 

menggerakkan pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Sesuai kondisi wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai daerah kepulauan, urusan 

transportasi laut perlu mendapat perhatian guna melancarkan keinginan masyarakat 

dngan waktu yang efisien. 

Tabel II.54 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2020 

No Indikator Tahun 

2018 2019 2020 

1 Jumlah Arus 
Penumpang Angkutan 
Umum 

231.843 
 

157.000 

2 Jumlah Pelabuhan 
Laut/Udara/Terminal 
Bis 

12 12 13 

3 Persentase Layanan 
Angkutan Darat 

4,05 4,09 - 

4 Rasio Panjang Jalan Per 
Jumlah Kendaraan 

996,5/14058 1077,49/1537
7 

1193,2/715,
50 

5 Persentase Layanan 
angkutan Darat 

4,05 4,09 - 

6 Jumlah Orang/Barang 
yang Terangkut 
angkutan Umum 

95.278 - - 
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7 Jumlah Orang/Barang 
Melalui 
Dermaga/Bandara/Ter
minal Per Tahun 

136.565 
 

121.520 

Sumber: Dishub Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Selain transportasi laut, sarana transportasi darat juga memiliki potensi dalam 

memajukan langkah ekonomi daerah. Melalui Dinas Perhubungan, pemerintah terus 

mencari strategi mengenai angkutan darat agar lebih berpotensi dalam menghasilkan 

pendapatan daerah. Penjelasan transportasi darat dan transportasi laut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

A. Transportasi Darat 

Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk kabupaten yang perkembangan 

wilayahnya dalam sektor transportasi termasuk lambat dan bersifat lokal dimana 

transportasi darat yang ada masih bertumpu pada transportasi konfensional yaitu berupa 

angkutan antar kecamatan. Berikut ini jumlah dan jenis transportasi dilihat pada tabel 

dibawah: 

Tabel II.55 

Jumlah Kendaraan Bermotor 
Menurut Jenis Kendaraan (Unit) 

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2020 

Jenis Kendaraan Tahun 

2018 2019 2020 

Sedan  2 - - 

Jeep  23 - - 

Mini Bus 534 - - 

Truck 125 - - 

Pick Up 637 - - 

Alat Berat 7 - - 

Sepeda Motor 14.049 - - 

Lainnya - - - 

Jumlah 14.058 - - 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 
B. Transportasi Laut 

Pengembangan transportasi laut terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi 

dan kerjasama dengan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai Kepulauan 

yang secara administratif menjalankan operasionalnya. Kabupaten Banggai Kepulauan 

memiliki 2 (dua) pelabuhan laut yang terletak di wilayah ibukota Kabupaten Banggai 

Kepulauan dan diwilayah Kecamatan Totikum Selatan. Pelabuhan Salakan 

menghubungkan Pulau Peling (Kabupaten Banggai Kepulauan) dengan Pulau Sulawesi 
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yaitu Kabupaten Banggai yang di khususkan untuk melayani pengangkutan barang dan 

kebutuhan masyarakat, kendaraan serta alat berat. Pelabuhan Boniton merupakan rute 

layanan angkutan penyeberangan antar kabupaten, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten 

Banggai Kepulauan (Pelabuhan Boniton) dan Kabupaten Banggai (Luwuk). Sebagai daerah 

kepulauan, Kabupaten Banggai Kepulauan juga memiliki 43 dermaga/tambatan perahu 

serta 1 tambatan Speed Boat yang berfungsi juga sebagai sarana transportasi laut dalam 

membantu perekonomian di bidang jasa transportasi.  

10. Komunikasi dan Informatika 

Salah satu sarana komunikasi yang masih digunakan masyarakat Kabupaten 

Banggai Kepulauan adalah POS. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten 

Banggai Kepulauan baru terdapat 1 kantor pos pembantu dan 1 unit layanan TELKOM.  

 

Tabel II.56 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Cakupan Layanan 
Telekomunikasi 

0,39 0,72 0,74 0,74 

2 Jumlah jaringan 
komunikasi 

- - - - 

3 Jumlah PD telah memiliki 
website 

- - - - 

4 Website milik pemerintah 
daerah 

- - - - 

5 Jumlah surat kabar 
nasional/lokal 

- - - - 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Berdasarkan data diatas, sarana komunikasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat 

Kabupaten Banggai Kepulauan adalah layanan jaringan Telkomsel yang meliputi hampir 

seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Layanan Telkomsel BAKTI yang 

merupakan hasil kerja sama antara Telkomsel dan Badan Aksesibilitas dan Informasi 

(BAKTI) juga telah dinikmati oleh sebagian wilayah perdesaan yang selama ini tidak 

terjangkau oleh pelayanan jaringan Telkomsel. Telkomsel BAKTI ini telah juga telah 

menggunakan jaringan broadband 4G LTE sehingga dapat memberikan akses internet 

yang cukup baik bagi masyarakat.  

 

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Koperasi dan UKM memiliki peran yang cukup signifikan dalam ekonomi kerakyatan 

yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Capaian indikator urusan Koperasi, Usaha 
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Kecil dan Menengah sebagai berikut: 

 

Tabel II.57 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2019 2020 

1 Persentase Koperasi Aktif  75 95 

2 Persentase UKM Non BPR/LKM 
aktif 

0  0 

3 Persentase UKM BPR/LKM aktif 0  0 

4 Persentase Usaha Mikro dan 
Kecil 

0  2,12 

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten 

Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Sebagai usaha ekonomi yang tidak hanya berorentasi pada keuntungan semata, 

tetapi juga pada kualitas kehidupan anggota–anggotanya. Dengan demikian, maka 

keberadaan ekonomi perlu didukung agar semakin diminati masyarakat. Pada tahun 2020, 

terdapat 95 Koperasi di Kab. Banggai Kepulauan. Dimana terbagi atas 9 Koperasi Unit Desa 

dan 86 Koperasi Lainnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel II.58 

Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan 
Di Kabupaten Banggai Kepulauan 2020 

Kecamatan KUD KPRI KOPKAR Lainnya Jumlah 

1. Totikum 1 - - 13 14 

2. Totikum Selatan - - - 7 7 

3. Tinangkung 1 - - 17 18 

4. Tinangkung Selatan 1 - - 11 12 

5. Tinangkung Utara 1 - - 5 6 

6. Liang 1 - - 10 11 

7. Peling Tengah 1 - - 4 6 

8. Bulagi 1 - - 8 9 

9. Bulagi Selatan 1 - - 1 2 

10. Bulagi Utara - - - 1 1 

11. Buko 1 - - 6 7 

12. Buko Selatan - - - 3 3 

Banggai Kepulauan 9 - - 86 95 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

  

Dengan melihat dari tabel yang ada diatas, dapat kita sebutkan bahwa KUD tidak 

ada di tiga kecamatan, yaitu Totikum Selatan, Bulagi Utara, dan Buko Selatan. Selain itu 

kecamatan dengan jumlah koperasi terbanyak adalah Kecamatan Tinangkung dengan 
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jumlah koperasi sebanyak 18 koperasi. 

12. Penanaman Modal 

Peningkatan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi tujuan utama dalam pembangunan penanaman 

modal di Kabupaten Banggai Kepulauan. Capaian indikator urusan Penanaman Modal 

sebagai berikut: 

Tabel II.59 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pananaman Modal 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Jumlah investor 
berskala nasional  

18 21 23 26 

2 Jumlah nilai realisasi 
investasi berskala 
nasional  

3.659.938.296 2.405.260.000 35.017.314.000 38.549.494.000 

3 Jumlah jenis pelayanan 
secara Online 

- - 235 - 

4 Sistem informasi 
Pelayanan Perijinan 

- - Ya (oss) Ya 

5 Terimplementasikannya 
Sistem Pelayanan 
Informasi dan Perijinan 
Investasi Secara 
Elektronik  

- - Ya Ya 

Sumber: DPMP2TSP Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

 

13. Kepemudaan dan Olahraga 

Dalam rangka peningkatkan kualitas Sumber daya manusia maka diperlukan 

pembentukan karakter, pembentukan kapasitas dan daya saing pemuda serta mewujudkan 

masyarakat yang sehat dan berprestasi di bidang olahraga. Maka dari itu diperlukan 

komitmen serta kerjasama dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah dan swasta 

agar pembangunan pemuda dan olahraga dapat terwujud. Capaian indikator urusan 

Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut: 

 

Tabel II.60 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Cakupan Pembinaan 
Olah Raga 

61% 61% 100% 0% 
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2 Jumlah pemuda 
berprestasi 

2 orang 
(12%) 

37 orang 28 orang 
 

3 Presentase organisasi 
kepemudaan yang telah 
dibina 

100% 100% 100% 100% 

4 Jumlah Organisasi 
pemuda yang memiliki 
legalitas organisasi dari 
Pemerintah Kabupaten 

- - - - 

5 Persentase Wirausaha 
Muda 

58% 58% 20% 
 

6 Jumlah medali tingkat 
provinsi yang diperoleh 

3 (100%) 2 (40%) - - 

7 Gelanggang/ balai 
Remaja (selain milik 
swasta) 

0 0 0 0 

8 Lapangan olahraga 20(100%) - 23 42 

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Berdasarkan tabel di atas cakupan pembinaan Olahraga pada tahun 2020 tingkat 

ketercapaiannya 0%, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid -19 sehingga beberapa 

kegiatan pekan olahraga baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi tidak Terlaksana. Jumlah 

Lapangan Olahraga di Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan tahun 2020 

berjumlah 42 dengan rincian sebagai berikut: 

 Lapangan sepak bola berjumlah 11 

 Lapangan volly berjumlah 28 

 Lapangan Sepak Takraw berjumlah 2 

 Lapangan Tenis berjumlah 1 

 Sampai dengan tahun 2020 jumlah lapangan yang ada sebanyak  42 . 

 
14. Statistik 

Peran statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 

dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan aspek kehidupan masyarakat dalam 

pembangunan. Data statistik mampu memberikan arah yang obyektif bagi kebijakan 

pemerintah. Pembangunan akan jauh lebih mahal apabila tanpa data yang menunjang. 

Maka dari itu ketersediaan data yang tepat, akurat dan up to date sangat dibutuhkan demi 

menunjang proses penentuan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan. 

Capaian indikator urusan Statistik adalah sebagai berikut: 
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Tabel II.61 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik 

di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2020 
No Indikator Tahun 

2019 2020 

1 Jumlah dokumen statistik dasar sesuai 
dengan kebutuhan perencanaan 
pembangunan 

2 2 

2 Persentase PD yang memiliki buku 
profil/statistik PD 

- - 

Sumber: Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 
 
15. Kebudayaan  

Pembangunan kebudayaan pada prinsipnya menyangkut nilai-nilai budaya, dan 

pengelolaan kekayaan seni dan budaya daerah. Nilai-nilai budaya Banggai masih melekat 

di masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, namun perlu terus dilestarikan. Beberapa 

kesenian daerah juga masih lestari hingga saat ini. Beberapa kesenian yang masih sangat 

populer dan menjadi salah satu ikon Kabupaten Banggai Kepulauan adalah seni 

Balatindak, Ode, Paupe, Toluni, Ridan, dll. Kesenian daerah ini telah melekat di masyarakat 

pedesaan Kabupaten Banggai Kepulauan. Kesenian ini juga menjadi identitas dan 

kebanggaan rakyat, dan biasanya dipertontonkan pada saat penyambutan tamu dan 

kegiatan lainnya, sehingga saat ini masih tetap bertahan berdampingan dengan seni-seni 

tradisional yang lain. Pencapaian indikator kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel II.62 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Penyelenggaraan Festival 
Seni dan Budaya 

1 - 1 0 

2 Benda, Situs, dan Kawasan 
Cagar Budaya yang 
Dilestarikan 

2 2 2 100 

3 Jumlah Karya Budaya yang 
direvitalisasi dan 
Invetarisasi 

2   100 

4 Jumlah Cagar Budaya yang 
Dikelola Secara Terpadu 

4   0 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan 

Tahun 2021 
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 Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di tahun 2020 mencapai 

target 100%, yaitu: 

 Monumen Trikora di Salakan 

 Bonua Lua  di Salakan 

 Kawasan Lipu Adino di Lolantang 

 Goa Pentu di Liang 

Dengan melihat tabel diatas pada tahun 2020 Jumlah Karya Budaya yang 

direvitalisasi dan inventarisasi tercapai sesuai target yaitu 100%.  

 
16. Perpustakaan 

Pembangunan dan pengembangan pendidikan harus didukung oleh sarana maupun 

prasarana dari pendidikan tersebut. Salah satu yang harus dikelola dengan baik dalam 

rangka meningkatkan pendidikan adalah pembangunan dan pengembangan 

perpustakaan. 

Perpustakaan Daerah merupakan mengembangkan pelayanan untuk meningkatkan minat 

baca masyarakat dengan telah dibangunnya taman baca di Kabupaten Banggai 

Kepulauan yang akan melayani pengunjung dengan fasilitas dan sarana gedung kantor 

yang belum memadai. Pemerintah terus berupaya untuk mensosialisasikan minat baca di 

Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mendukung program Nasional. Adapun capaian 

yang telah di laksanakan oleh pihak Dinas Perpustakaan Daerah terkait dengan urusan 

indikator kinerja urusan perpustakaan sebagai berikut: 

Tabel II.63 

Capaian Indikator Kinerja Urusan perpustakaan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Satuan Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Koleksi buku yang di 
perpustakaan milik 
daerah 

Eksemplar 2735 950 1953 700 

2 Pengunjung 
perpustakaan/pemustak
a rata-rata per bulan  

Orang 697,167 612 314 162 

3 Persentase 
desa/kelurahan yang 
memiliki layanan 
perpustakaan 

Desa 40,98% 45,14
% 

52,09
% 

53,90
% 

4 Persentase ragam buku 
perpustakaa yang 
sesuai dengan potensi 
wilayahnya 

Eksemplar 23% 26% 30% 21% 

5 Jumlah perpustakaan 
binaan 

 161 167 179 180 
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Perpustakaan Khusus Perpustakaan 1 1 1 1 

Perpustakaan 
keluarahan 

Perpustakaan 3 3 3 3 

Perpustakaan desa Perpustakaan 59 65 75 76 

Perpustakaan Sekolah Perpustakaan 98 98 100 100 

6 Jumlah promosi gemar 
membaca yang 
diselenggarakan 

Kegiatan 8 4 9 4 

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Banggai Kepulauan Tahun 

2021 

 

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 jumlah koleksi buku hanya bertambah 

700 eksemplar yang berasal dari bantuan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 

Pengunjung perpustakaan mengalami penurunan jumlah pengunjung disebabkan oleh 

situasi pandemi covid-19. Pada tahun 2020 ada penambahan jumlah perpustakaan desa di 

desa Tolulos Kecamatan Peling Tengah.Berkurangnya jumlah promosi gemar membaca 

yang diselenggarakan disebabkan oleh adanya larangan untuk berkumpul karena situasi 

covid-19 serta penganggaran yang minim. 

17. Kearsipan 

Kearsipan adalah segala kegiatan yang berkenaan dengan pengurusan arsiparsip, 

baik arsip dinas maupun arsip pribadi, dari mulai penerimaan, pencatatan, pengiriman, 

penyingkiran maupun pemusnahan surat menyurat atau berbagai macam warkat lainnya. 

Urusan kearsipan Adapun capaian urusan kearsipan dalam kurun waktu 2017-2020 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel II.64 
Capaian Indikator Kinerja Urusan Layanan Kearsipan 

di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 
No Indikator Satuan Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Penerapan 
pengelolaan 
arsip secara 
baku 

PD 33 38 38 - 

2 Kegiatan 
peningkatan 
SDM pengelola 
kearsipan 

PD 39 orang 26 orang 3 Keg. 0 Keg. 

3 Persentase 
kelengkapan 
dokumen, 
dokumentasi dan 
arsip daerah 

KPAD 
 

16,85% 13,58 12,74% 15,00% 

4 Pembinaan Arsip 
Desa 

Desa 3 Kec 5 Kec. 4 Desa di 
4 Kec. 

4 desa di 
4 kec. 
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5 Penyelamatan 
dan pelestarian 
arsip 

PD 33 38 38 - 

Sumber:  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Tahun 2020 tidak ada 

kegiatan peningkatan SDM pengelola Kearsipan . Persentase kelengkapan dokumen, 

dokumentasi dan arsip daerah meningkat dari tahun 2019 sebesar 12,74% menjadi 15,00% 

pada tahun 2020. 

 
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 

A. Perikanan 

Dijelaskan dalam SDG’s bahwa melestarikan dan memanfaatkan secara 

berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan 

menjadi salah satu tujuan global. Pada Tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan 

dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan 

praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan 

berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu 

yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi 

hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya. 

Menurut sasaran nasional RPJMN 2015-2019 bahwa produksi perikanan tangkap 

dapat meningkat menjadi 6.982.560 ton pada Tahun 2019 (2015: 6.299.290 ton). Perikanan 

dibedakan atas dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya, perikanan tangkap 

terdiri dari penangkapan ikan di laut dan penangkapan ikan di perairan umum. Di pihak 

lain perikanan budidaya diklasifikasikan atas jenis budidaya yaitu budidaya laut, tambak, 

kolam, karamba, jaring apung, dan sawah. 

Total produksi perikanan tangkap Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2019 

sebesar 3.826,40 ton. Berdasarkan data BPS, bahwa perikanan laut Tahun 2018 sebesar 

12.577,5 ton, Produksi perikanan laut tertinggi adalah Kecamatan Buko sebesar 2.081,3 ton, 

selanjutnya disusul Kecamatan Liang sebesar 1.972,1 ton dan Kecamatan Bulagi Selatan 

sebesar 1.740,2 ton. 

Produksi perikanan laut Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 menunjukkan 

penurunan produksi. Produksi perikanan laut sebesar 11.826,6 ton. Produksi perikanan laut 

terbanyak berada di Kecamatan Buko yaitu sebesar 2.416,4 ton dan Kecamatan Liang 

sebesar 1.854,3 ton. 
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Tabel II.65 

Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di 
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2020 (ton) 

No Kecamatan 
Perikanan Laut Perairan Umum Jumlah 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 Totikum 735,6 - - - 735,6 - 

2 Totikum Selatan 1.210,7 - - - 1.210,7 - 

3 Tinangkung 635,4 - - - 635,4 - 

4 Tinangkung 
Selatan 

382,9 - - - 382,9 - 

5 Tinangkung Utara 514,7 - - - 514,7 - 

6 Liang 1.854,3 - - - 1.854,3 - 

7 Peling Tengah 373,5 - - - 373,5 - 

8 Bulagi 137 - - - 137 - 

9 Bulagi Selatan 1.551,6 - - - 1.551,6 - 

10 Bulagi Utara 504,3 - - - 504,3 - 

11 Boko 2.416,4 - - - 2.416,4 - 

12 Boko Selatan 1.100,8 - - - 1.100,8 - 

Jumlah 12.577,5 - - - 12.577,5 - 

Sumber:  Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2020 dan Dinas Perikanan Kab. Banggai 

Kepulauan Tahun 2021 

 

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan produsen rumput laut e-cottoni terbesar ke-3 di 

Indonesia, dan Banggai Kepulauan menjadi salah satu kabupaten penyumbang produksi 

komoditi rumput lau. Produksi rumput laut Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2015-

2019 menunjukkan peningkatan, Tahun 2015 produksi menjadi 685.470 ton, atau meningkat 

sebesar 10,22 persen dibandingkan produksi Tahun 2014. Namun di Tahun 2016 produksi 

rumput laut sebesar 656.759 ton, atau turun  sebesar 4,19 persen dibandingkan Tahun 2015. 

Ditahun 2017 produksi rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan kembali meningkat 

menjadi 669.894 Ton. Sedangkan pada tahun 2018 produksi rumput laut Kabupaten 

Banggai Kepulauan kembali menurun yaitu sebesar 634.828,30 ton, kemudian meningkat 

kembali di tahun 2019 yaitu sebesar  675.078,22 ton. 

Grafik II.23 

Produksi Rumput Laut Kabupaten Banggai Kepulauan 
Tahun 2016-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber:  Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 (data diolah) 

2015 2016
2017

2018
2019

2020

685,470.00 656,759.00 669,894.00 634,828.00 675,078.22 

832,768.00 
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Pencapaian indikator kinerja urusan perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel II.66 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Produksi Rumput laut  669.894,40 634.828,30  675.078,22 832.768 

2 Produksi Perikanan 
Tangkap 

12.318,71   13.049,73  5.788,40 9.902 

3 Produksi perikanan 
budidaya 

580.71 -  - 418 

4 Konsumsi Ikan 
 

- - 60,6 
kg/kap/th 

5 Cakupan Bina 
Kelompok Nelayan 

203,49 - - 34 

6 Proporsi Tangkapan 
ikan yang Berada 
Dalam Batasan Biologis 
yang Aman 

1.304,2  1259,28 578,8  - 

Rasio Kawasan Lindung 
Perairan terhadap Total 
Luas Perairan Teritorail 

 -  25 30  - 

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

B. Pariwisata 

Pariwisata menjadi industri baru yang dapat menambah pertumbuhan ekonomi yang 

cepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Pengelolaan tempat-tempat wisata daerah 

dapat meningkatkan pendapatan daerah pada sektor pariwisata. Kabupaten Banggai 

Kepulauan memiliki potensi wisata yang beragam dan unik, khususnya wisata bahari. 

Daerah ini memiliki keindahan khas wilayah maritim, baik obyek wisata pantai pasir putih 

maupun bawah laut. 

Pada Program Pembangunan bekelanjutan (SDG’s), Pemerintah berupaya mencapai 

sasaran pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan 

pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya 

dan produk lokal. Diharapkan kontribusi pariwisata dapat mencapai 8 persen terhadap PDB 

pada tahun 2019 (2014: 4,2 persen). Dan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara 

menjadi 20 juta pada Tahun 2019 (2014: 9 juta). Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki 

objek wisata yang dapat menarik wisatawan berkunjung di tempat ini. Sebagian besar 

adalah objek wisata bahari sebanyak 21 objek, dan wisata alam 16 objek. Sementara untuk 

objek wisata agro sebanyak 4 objek dan untuk permintaan khusus sebanyak 2 objek. Namun 

belum semua objek wisata sudah dikembangkan. Tercatat ada 9 objek wisata yang sudah 
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dikembangkan, di lain pihak 43 obek wisata lainnya belum dikembangkan. 

Objek wisata yang sudah dikembangkan yaitu objek wisata alam meliputi Air Terjun 

Tambang, Permandian Lengbola, Desa Wisata Tatendeng, dan Gua Pentu. Objek wisata 

permintaan khusus suatu pusat penangkaran Satwa Endemik Gagak Peling: Objek Wisata 

Argo yang meliputi peternakan siput/mutiara, tambak udang,  budidaya rumput laut; dan 

wisata bahari yang meliputi Pantai Teduang, Permandian Lomboan, Pantai Mandel, dan 

Pantai Lalanday. Ditahun 2018 pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan telah menyusun 

Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banggai Kepulauan. Tersusunnya 

dokumen kepariwisataan tersebut diharapkan mampu mendorong tumbuhnya sektor 

pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulaun dan berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Pencapaian indikator kinerja urusan pariwisata dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel II.67 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 
 

1 WISNU 10.477 68.049 102.248 39.572 

2 WISMAN 12 25 29 4 

3 Lama Kunjungan Wisata - 0 204 155 

4 PAD Sektor Pariwisata Belum 
dikelola 
 

Belum 
dikelola 
 

Belum 
dikelola 
 

Belum 
dikelola 
 

5 Jumlah Usaha Biro Jasa 
Pariwisata 

Belum 
ada 

Belum ada Belum ada Belum ada 

6 Jumlah Usaha Industri 
Kreatif Bidang Pariwisata 

12 
pokdarwis 

0 20 16 

7 Persentase obyek wisata 
yang dipromosikan 

- 53 53 - 

8 Jumlah obyek wisata 
unggulan 

- 28 28 16 

9 Jumlah restoran 74 86 90 - 

10 Jumlah penginapan/hotel 15 18 20 - 

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Banggai Kepulauan terus 

mengalami peningkatan periode 2016-2019. Pada Tahun 2017, jumlah kunjungan 12 orang, 

cenderung fluktuatif hingga Tahun 2019 menjadi 29 orang wisatawan, namun pada Tahun 

2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang sangat tajam 

yaitu 4 orang. Penurunan kunjungan wisatawan mancanegara yang terjadi pada Tahun 
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2020 di sebabkan oleh adanya pendemi Covid-19 yang dampaknya tidak hanya dirasakan 

pada Kabupaten Banggai Kepulauan saja melainkan pada seluruh wilayah Indonesia. 

 

Grafik II.24 

Jumlah Wisatawan Mancanegara Berkunjung 
Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 
Pada Tahun 2017-2019, jumlah akomodasi hotel yang tersedia di Kabupaten Banggai 

Kepulauan adalah 20 buah, dan jumlah restoran/rumah makan adalah 90 buah. Hotel-hotel 

dan restoran/rumah makan tersebut tersebar diseluruh kecamatan se Kabupaten Banggai 

kepulauan. 

Grafik II.25 

Jumlah Wisatawan Domestik Berkunjung 
Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Jumlah kunjungan wisatawan domestik juga mengalami peningkatan terus-menerus. 

Tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan domestik Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 

12.993 orang. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah wisatawan domestic mencapai angka 

68.049 orang. Lonjakan jumlah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 102.248. Hal ini 

menunjukkan Kabupaten Banggai Kepulauan secara perlahan mulai dikenal oleh 

wisatawan domestik bahkan di mancanegara. Namun kembali lagi pada tahun 2020 seiring 

dengan terjadinya pandemi Covid-19 maka jumlah wisatawan pun mengalami penurunan 

25
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dengan besaran yang sangat signifikan. 

Untuk meningkatkan kunjungan wisata diperlukan fasilitas umum pada kawasan 

wisata. Fasilitas umum dan sarana-prasarana dasar yang harus ada dikawasan wisata 

adalah tempat ibadah, tempat parkir, ruang terbuka publik, sarana air bersih dan lain 

sebagainya, di Kabupaten Banggai Kepulauan masih banyak tempat wiasata yang belum 

memiliki secara lengkap fasilitas umum beserta sarana dan prasarananya, seperti yang 

disajikan pada tabel berikut :  

  Tabel II.68 

Obyek Wisata dengan sarana dan prasarananya 
Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 

No Obyek Wisata Lokasi 

Fasilitas Umum 
Air 

Bersih 

Pengelola 
an 

Sanitasi 

Persamp 
ahan 

Layanan 
Inform 

asi 

Pos 
Keseha 

tan 
Listrik 

Sarana 
Komunik 

asi 
Tempat 
Ibadah 

Parkir 
Ruang 

Terbuka 

1 Pantai Poganda 
Luk 

Panenteng 
Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Tidak Tidak Ada 

2 Pantai Tebeabul Bakalan Tidak Ada Ada    Tidak Tidak Tidak  

3 
Pantai Bone 
Uluno 

Abason Tidak Ada Ada    Tidak Tidak Tidak  

4 
Danau 
Tendetung 

Peley Tidak Ada Ada    Tidak Tidak Tidak  

5 
Danau Paisu 
Pok 

Luk 
Panenteng 

Tidak Ada Tidak    Tidak Tidak Tidak  

6 
Monumen 
Trikora 

Kel. 
Salakan 

Tidak Ada Ada    Tidak Tidak Tidak  

7 
Air Terjun 
Tembang 

Luksagu Ada Ada Ada    Tidak Tidak Tidak  

8 
Air Terjun Batu 
Alambung 

Kambani Tidak Ada Ada    Tidak Tidak Tidak  

9 Goa Pentu Liang Tidak Ada Ada    Tidak Tidak Tidak  

10 
Air Terjun 
Tokiap 

Bonepuso Tidak Ada Ada    Tidak Tidak Tidak  

11 Pantai Kerikil Patukuki Tidak Ada Ada    Tidak Tidak Tidak  

12 Pantai Lalandai Lalandai Tidak Ada Ada    Tidak Tidak Tidak  

13 
Permandian 
Paisu Matano 

Kautu Tidak Ada Ada    Tidak Tidak Tidak  

14 Pantai Mandel Kombutokan Tidak Ada Ada    Tidak Tidak Tidak  

15 Pantai Teduang Ambelang Tidak Ada Ada    Tidak Tidak Tidak  

16 Pantai Palam Palam Tidak Ada Ada    Tidak Tidak Tidak  

 

Sarana dan prasarana yang dibangun di obyek wisata tersebut masih sangat 

kurang dan belum optimal sehingga masih perlu pembangunan, perbaikan, 

penyempurnaan dan pemeliharaan.   

C. Pertanian 

Pencapaian pembangunan di bidang pertanian yang memiliki keunggulan 

komparatif dalam perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan dimana sebagian besar 

penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan bermata pencaharian di sektor ini. Selain 

untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, juga dapat dilakukan untuk meningkatkan 
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pendapatan keluarga yang berdampak mengurangi kemiskinan. Pencapaian indikator 

kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel II.69 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Kontribusi Sektor Pertanian 
/Perkebunan terhadap PDRB 

21,83 21,22 - - 

2 Kontribusi Sektor Pertanian 
(Palawija) terhadap PDRB 

7,96 7,61 - - 

3 Kontribusi Sektor Pertanian 
(Tanaman Keras) terhadap 
PDRB 

13,42 13,20 - - 

4 Padi Sawah 40,23 40,23 3.061,4 
ton 

1.436,02 
ton 

6 Jagung 33,50 33,50 4.751 
ton 

2.328,1 
ton 

8 Kacang Tanah 15,17 15,17 2.505 
ton 

596,05 
ton 

9 Kacang Hijau 7,36 7,36 1,85 ton 7,82 ton 

10 Ubi Kayu 207,40 207,40 7.368 
ton 

3.654,6 
ton 

11 Ubi Jalar 78,37 78,37 1.545 
ton 

1.087,63 
ton 

12 Ubi Banggai - - 29.925 
ton 

6.940,29 
ton 

13 Cakupuan Bina Kelompok 
Petani 

- - - - 

16 Produksi Peternakan - - - - 

17 Sapi 18.247 19.829 - 21.411 

18 Kambing 27.534 29.167 - 30.000 

19 Babi 25.605 32.643 - 39.681 

20 Ayam buras 81.960 89.146 - 89.102 

21 Ayam Petelur 700 14.998 - 13.050 

22 Ayam ras pedaging 11.685 14.450 - - 

23 Itik 17.914 20.136 - 14.907 

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Produksi tanaman padi sawah pada tahun 2019 sebesar 43,58 ton dengan luas 

panen sebesar 702,58 ha. Hal ini karena adanya intervensi anggaran dari  pemerintah 

pusat maupun daerah melalui program Upsus Pajalah.  

Tabel II.70 
Luas Panen dan Produksi Padi Sawah 

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 - 2020 
No. Tahun Luas Panen 

(Ha) 
Produksi 

(Ton) 

1. 2017 500 - 
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2. 2018 820 3279 

3 2019 702,58 6.695 

4 2020 - 1.436,02 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Produksi umbi-umbian di Kabupaten Banggai Kepulauan baik Ubi Kayu, ubi jalar 

maupun ubi banggai pada tahun 2019 mengalami peningkatan masing masing menjadi ubi 

kayu 4.195 ton, ubi jalar 1.056 ton serta ubi banggai 29.925 ton dibanding tahun 2018 yang 

masing-masing ubi kayu 3.338 ton dan ubi jalar 730 ton. Penurunan produksi ini diakibatkan 

berkurangnya luas panen serta disebabkan oleh beberepa faktor diantaranya faktor iklim 

yang tidak menentu sepanjang tahun dan juga faktor lainnya. Jika di lihat dari intervensi 

anggaran terhadap program kegiatan yang mengarah pada peningkatan produksi maupun 

pengembangan tanaman umbi-umbian belum ada, pada hal jika dilihat dari potensi lahan 

dan peluang pasar sangat memungkinkan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan pendapatan petani. Oleh karena itu dibutuhkan sinergitas program yang 

terintegrasi dimana diperlukan koordinasi dan kerjasama antar sektor guna 

pengembangan tanaman umbi-umbian. Berikut ini adalah tabel produksi dan luas panen 

tanaman umbi-umbian: 

Tabel II.71 

Luas Panen dan Produksi Tanaman Umbi-Umbian 
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 – 2020 

 
No. 

 

Tahun Ubi Kayu Ubi Jalar Ubi Banggai 

Luas 
Panen 

(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Luas 
Panen 

(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

Luas 
Panen 

(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

1. 2017 180 4.092 89 821 - - 

2. 2018 118,30 3.338 65,10 730 - - 

3 2019 153 4.195 89 1.056 - 29.925 

4 2020 - 3.654,6  - 1.087,63 - 6.940,29 

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Bangkep, 2021 

 

Produksi Kacang tanah pada tahun 2019 mengalami penurunan produksi jika 

dibandingkan pada tahun sebelumnya. Tahun 2018 produksi kacang tanah sebesar 911 ton 

berkurang menjadi 567 ton pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena cuaca yang tidak 

menentu sepanjang tahun 2019 dan berkurangnya luas panen. Jika dilihat dari potensi yang 

ada pengembangan usaha tani kacang tanah memiliki pangsa pasar yang jelas, dimana 

hasil produksi kacang tanah kupas banyak dijual ke Kabupaten Banggai dan wilayah 

Sulawesi bagian utara yakni Manado dan Gorontalo.  

Selain cuaca faktor biaya produksi sangat berpengaruh terhadap pengembangan 
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usaha tani kacang tanah. Untuk itu diperlukan intervensi anggaran dalam bentuk bantuan 

subsidi pupuk kepada petani serta pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada petani 

agar dapat meningkatkan produksinya.  

Tabel II.72 

Luas Panen dan Produksi Kacang Tanah 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 - 2020 

No. Tahun Luas Panen 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

1. 2017 - 907 

2. 2018 735 911 

3. 2019 469 567 

4 2020 - 596,05 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 

 

Tanaman Kacang Kedele membutuhkan lahan, cara tanam dan pemeliharaan yang 

spesifik, oleh sebab itu kacang kedele bukan merupakan komoditi unggulan di Kabupaten 

Banggai Kepulauan, hal ini dapat dilihat dari tingkat produksinya dari tahun ke tahun, 

berikut ini adalah tabel produksi dan luas lahan tanaman kacang kedele: 

 

Tabel II.73 

Luas Panen dan Produksi Kacang Kedele 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 - 2020 

No. Tahun Luas Panen 
(Ha) 

Produksi 
(Ton) 

1. 2017 - 3 

2. 2018 470 572 

3. 2019 - - 

4 2020 - - 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 

 

 

Tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Banggai Kepulauan di 

dominasi oleh perkebunan rakyat dengan tanaman terbanyak kelapa dalam, coklat, jambu 

mente dan cengkeh. Disamping itu terdapat pula jenis tanaman perkebunan lainnya seperti 

kopi, kapuk, pala, lada, vanili yang dikembangkan rakyat walaupun masih dalam skala 

kecil dan dilakukan tidak merata di seluruh kecamatan. 

Jika dilihat dari perkembangan produksinya tanaman perkebunan yang ada di 

Kabupaten Banggai Kepulauan dari 4 komooditi yang paling dominan yakni kelapa dalam, 

coklat, jambu mete dan cengkeh selama lima tahun terakhir rata-rata mengalami 

penurunan. Hal ini dikarenakan faktor iklim serta ada beberapa tanaman perkebunan yang 

sudah tidak produktif lagi di akibatkan umur tanaman yang sudah tua. Untuk itu diperlukan 
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beberapa strategi yang harus di lakukan di antaranya adalah intensifikasi lahan tanaman 

perkebunan dengan cara mengoptimalkan lahan salah satu yang dapat dilakukan adalah 

dengan pemberian pupuk dengan dosis yang tepat pada tanaman cengkeh dan coklat. 

Berikut ini adalah produksi dan luas panen tanaman perkebunan. 

 

Tabel II.74 

Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 - 2020 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 

 

 

Disamping Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki keunggulan komparatif 

dalam perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan. Selain itu, sebagian besar penduduk 

di Kabupaten Banggai Kepulauan bermata pencaharian di sektor ini.Keragaman dalam 

pemanfaatan berbagai sumberdaya pangan dapat menjadikan berbagai alternatif untuk 

membangun status gizi pangan yang bermutu, beragam dan berimbang. Keragaman 

tersebut dapat berdampak terhadap jaminan ketersediaan pangan. Selain untuk 

pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, juga dapat dilakukan untuk meningkatkan 

pendapatan keluarga yang berdampak mengurangi kemiskinan. 

D. Perdagangan 

Perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan banyak didorong dan didukung oleh 

sektor perdagangan (Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor). 

Kemajuan sektor perdagangan sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian. 

Potensi perdagangan di Kabupaten Banggai Kepulauan diprioritaskan pada 

pengembangan pasar tradisonal menjadi pasar modern. Namun kurangnya promosi 

No Komoditi Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Kelapa Dalam 

- Luas Tanam (Ha) 13.979,75 20.044 20.028 - 

- Produksi (Ton) 9.287,25 10.033 10.236,76 - 

2 Kakao 

- Luas Tanam (Ha) 3.547,23 6.551 6.530 - 

- Produksi (Ton) 946,63 278 277,5 - 

3 Cengkeh 

- Luas Tanam (Ha) 2.957,67 4.247 4.276 - 

- Produksi (Ton) 127,03 277 374,3 - 

4 Jambu Mente 

- Luas Tanam (Ha) 2.584,34 5.541 5.565 - 

- Produksi (Ton) 185,81 331 358,21 - 
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potensi yang dimiliki dan tidak adanya peraturan tegas yang dilaksanakan terhadap PKL 

nakal dan pedagang musiman yang membuat kerumitan pengelolaan pedagang yang ada, 

sehingga membuat perkembangan pasar yang ada di kab. Banggai kepulauan berjalan 

ditempat. Pencapaian indikator kinerja urusan Perdagangan dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel II.75 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Kontribusi sektor 
perdagangan terhadap 
PDRB  

19,37 18,99 19,53 18,99 

2 Cakupan Bidang Kelompok 
Pedagang/Usaha Informal 

 - - 31,48 31,48 

3 Jumlah Pasar 36 36 38 39 

4 Jumlah Pasar Yang Diawasi -  -  -  - 

5 persentase  Pasar Yang 
Diawasi 

 - -  94,7  94,7 

6 Persentase pasar tradisional 
yang memenuhi syarat 
kenyamanan dan kesehatan 

 - -  13,8  13,8 

9 Persentase lokasi PKL yang 
tertata 

 -  -  1 1 

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi UKM, Kabupaten 

Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

 

E. Perindustrian 

Industri yang jumlahnya paling banyak terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan 

adalah industri kecil dan menengah (IKM) yang merupakan penyumbang paling besar 

pendapatan sektor industri. Secara rinci capaian indikator kinerja urusan perindustrian di 

Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel II.76 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Cakupan Bidang Kelompok 
Pengrajin Industri 

 -  -  0 154 

2 Terlaksananya Pendidikan 
dan Pelatihan Kelompok 
Usaha (Jumlah Pelaksanaan 
Palatihan) 

 -  -  1 - 
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3 Jumlah Industri  709  878  931 931 

4 Jumlah IKM  709  878  931 931 

5 Persentase Pertumbuhan 
Industri 

 -0.14  19,24  5,69  

6 Kontribusi Sektor Industri 
Terhadap PDRB 

 2,53 2,55 2,61 2,75 

7 Sumbangan IKM Terhadap 
PDRB Sektor Industri 

 -  -  - - 

8 Persentase IKM memiliki Izin 
Usaha Industri Kecil Melalui 
P-IRT dan Halal 

 1,01  1,19  1,19 1,19 

9 Persentase IKM yang telah 
mengikuti pameran promosi 
produk 

 0,98  0,71  0,75 0,75 

10 Persentase peningkatan 
omset penjualan produk IKM 

 -1,108  92,91  98,18 - 

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi UKM, Kabupaten 

Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

F. Transmigrasi 

Urusan Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten salah satunya dengan transmigrasi penduduk. Transmigrasi 

merupakan penempatan penduduk secara merata yang dilakukan oleh Pemerintah. Secara 

rinci capaian indikator kinerja urusan Transmigrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel II.77 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi 
di Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Jumlah Transmigran 70 70 70 70 

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai 

Kepulauan Tahun 2021 

 

C. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 

1. Penunjang Pemerintahan 

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 

semakin ditingkatkan melalui pelayanan berbasis teknologi informasi (TI) melalui website 

Kabupaten Banggai Kepulauan yang mudah diakses dunia usaha dan masyarakat. Secara 

rinci capaian indikator kinerja unsur penunjang pemerintahan di Kabupaten Banggai 

Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel II.78 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Sistem Informasi 
Manajemen PEMDA 

- - - - 

2 Pelaksanaan Indeks 
Kepuasan Masyarakat 

- - - - 

3 Cakupan Kegiatan 
Pelaksanaan Peningkatan 
Pelayanan Kehidupan 
Beragama (Kegiatan) 

15 keg 15 keg 15 keg 15 keg 

4 Kerjasama antara 
pemerintah daerah  

- - - - 

5 Jumlah Permasalahan 
Hukum yang ditangani 

8 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 8 Kasus 

6 Penataan Peraturan 
Perundang-undangan 
(persen) 

- - - - 

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

2. Pengawasan 

Pengawasan internal dilaksanakan secara rutin oleh Inspektorat agar kinerja 

pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna tanpa ada penyalahgunaan   dalam 

pemanfaatan keuangan daerah. Capaian indikator kinerja urusan pengawasan di 

Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel II.79 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 a.  Persentase rekomendasi 
hasil pemeriksaan 
internal & eksternal 
(APIP) yang telah 
ditindaklanjuti. 

74% 48% 50% 51% 

b.  Persentase rekomendasi 
hasil pemeriksaan 
internal & eksternal (BPK) 
yang telah 
ditindaklanjuti. 

23% 3% 30% 32% 

2 Persentase laporan hasil 
pemeriksaan dan ekspose 
temuan hasil pengawasan 
yang telah disusun 

100% 100% 100% 100% 

Sumber : Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 
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3. Keuangan 

Urusan Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar 

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pengelolaan keuangan dan 111ndic 

daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten 

Banggai Kepulauan berupaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berupa pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  dan  lain-lain  

pendapatan  asli  daerah yang sah. 

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan 

berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola keuangan, kapasitas pengelola keuangan 

dan auditor yang menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta 

peningkatan manajemen pengelolaan indikator daerah. Secara rinci capaian indikator 

kinerja urusan keuangan di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel II.80 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019-2020 

No Indikator Tahun 

2019 2020 

1 Opini BPK WTP TMP 

2 Persentasse SILPA 3,79 5,34 

3 Penetapan APBD Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu 

4 Persentase Program yang Tidak 
Terlaksana 

0 0,23% 

5 Persentase Kegiatan yang Tidak 
Terlaksana 

 1,25% 

6 Capaian PAD 31.558.305.280 36.101.186.762,27 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 
 

4. Perencanaan 

Urusan Perencanaan pembangunan menyangkut perencanaan pembangunan pada 

skala daerah, dan perencanaan ditingkat Perangkat Daerah (sektoral). Secara umum 

perencanaan pembangunan telah berjalan dengan baik, Kabupaten Banggai Kepulauan 

telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka 

menengah, yaitu RPJPD tahun 2005-2025 dan RPJMD tahun 2017-2022. Dokumen 

perencanaan tahunan yaitu RKPD telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan 
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daerah juga sudah dilaksanakan, hanya saja pelaksanaannya belum optimal, terlihat dari 

adanya beberapa kegiatan APBD yang tidak direncanakan dalam RKPD. Perlu upaya 

peningkatan peran Kepala Bappeda dan kepala Perangkat Daerah lainnya dalam proses 

penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 

maupun perencanaan dan penganggaran pada level Perangkat Daerah (Renstra, Renja 

dan RKA), sehingga ada keselarasan antar dokumen perencanaan. Secara rinci capaian 

indikator kinerja urusan perencanaan di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel II.81 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Tersedianya dokumen 
perencanaan RPJPD yg 
telah ditetapkan dgn 
PERDA 

Ada Ada Ada Ada 

2 Tersedianya Dokumen 
Perencanaan: RPJMD yang 
Telah ditetapkan dengan 
PERDA/PERKADA 

Ada Ada Ada Ada 

3 Tersedianya Dokumen 
Perencanaan: RKPD yang 
Telah ditetapkan dengan 
PERKADA 

Ada Ada Ada Ada 

4 Tersedianya Dokumen 
RTRW yang Telah 
Ditetapkan dengan PERDA 

Ada Ada Ada Ada 

5 Penjabaran Konsistensi 
Program RPJMD ke Dalam 
RKPD 

Ada Ada Ada Ada 

6 Penjabaran Konsistensi 
Program RKPD ke Dalam 
APBD 

Ada Ada Ada Ada 

7 Kesesuaian Rencana 
Pembangunan dengan 
RTRW 

Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai 

8 Ketersediaan data untuk 
perencanaan 
pembangunan daerah 

Ada Ada Ada Ada 

9 Ketersediaan hasil 
evaluasi RKPD 

Tidak Ada Ada Ada 

10 Ketersediaan perencanaan 
wilayah strategis dan 
cepat tumbuh 

Ada Ada Ada Ada 
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11 Persentase perencana PD 
yang memahami 
penyusunan dokumen 
perencanaan PD 

65 74 80 90 

12 Persentase PD memiliki 
Renstra PD yang selaras 
dengan RPJMD 

90 90 90 90 

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

 

5. Kepegawaian 

Peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan berkompeten guna 

pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai standar kompetensi 

baik bagi aparatur pemangku jabatan struktural, fungsional maupun pegawai non jabatan. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber daya Aparatur Kabupaten Banggai 

Kepulauan telah banyak melaksanakan program/kegiatan Peningkatan kapasitas SDM 

aparatur antara lain melalui pengiriman PNS untuk tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar, 

pelaksanaan diklat, bimbingan teknis. 

Secara rinci capaian indikator kinerja urusan kepegawaian di Kabupaten Banggai 

Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel II.82 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Persentase ASN yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan Formal 
(Persentase) 

0 10,20% 6,87% 0 

2 Persentasi Pejabat ASN 
yang Telah Mengikuti  
Pendidikan dan Pelatihan 
Struktural (Persen) 

29,04% 26,76% 82,43% 21,01 

3 Jumlah Pegawai 
berdasarkan kriteria 
(Golongan dan Eselon) 

3390 
576 

3176 
598 

3295 
591 

3212 
628 

Sumber : BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal pada tahun 2020 

tingkat ketercapaiannya 0%, hal ini dikarenakan formasi CPNS di tahun 2019  baru 

terlaksana ujian tes SKB pada Tahun 2020, sehingga pada Tahun 2020 belum dilaksanakan 

Pendidikan dan Pelatihan bagi CPNS. Sementara persentase pejabat ASN yang telah 

mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural tercapai sebesar 21,01%. Dengan rincian 
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diklat kepemimpinan eselon III sebanyak 6 orang dan Diklat kepemimpinan eselon IV 

sebanyak 1 orang. 

 

6. Penelitian dan Pengembangan 

Untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, 

menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, pemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dilaksanakan melalui penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas 

pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan yang 

diwujudkan diantaranya dengan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang diamanatkan melalui 

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 

03 dan Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. 

Secara rinci capaian indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan di 

Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel II.83 

Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan 
di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2020 

No Indikator Tahun 

2017 2018 2019 2020 

1 Persentase Pemanfaatan 
Hasil Kelitbangan 

0% 0% 0% - 

2 Persentase Kebijakan 
Inovasi yang di 
Terapkan di Daerah  

0% 0% 0% 56,43% 

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021  

 

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banggai Kepulauan antara lain 

dapat dilihat melalui pengukuran pencapaian kinerja pembangunan atas Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai 

Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022. Pencapaian kinerja IKU 

pembangunan daerah Tahun 2017-2022 juga menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan 

Kabupaten Banggai Kepulauan. IKU Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah ditetapkan 

dalam RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 sebanyak 93 indikator, 

namun dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, maka ada beberapa IKU yang berpindah kewenangan dari Pemerintah Kabupaten 

Banggai Kepulauan. 
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2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah  

1. Pengeluaran Penduduk Pekapita  

Pola pengeluaran penduduk perkapita merupakan salah satu indikator 

kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Pengeluaran penduduk dikelompokan menjadi 

pengeluaran makanan dan non makanan.  

Grafik II.26 

Perbandingan Pengeluaran Penduduk Makanan dan Non Makanan 
Perkapita Perbulan 

 

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2021 

Secara umum pengeluaran penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan masih 

didominasi oleh pengeluaran makanan sebagaimana Grafik II.26 Dari grafik tersebut 

mengambarkan rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan setiap 

tahunnya mengalami peningkatan, namun didominasi untuk pemenuhan kebutuhan 

makanan. Artinya pendapatan penduduk sebagian besar digunakan untuk pemenuhan 

konumsi, hanya sedikit untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan apalagi tabungan. 

2. Nilai Tukar Petani 

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kesejahteraan petani yaitu dengan mengukur kemampuan nilai tukar 

produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang 

dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah 

tangga. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan factor produksi dengan 

produk yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) 

2017 2018 2019 2020

Makanan 56.93 53.12 55 55

Non Makanan 43.07 46.88 45 45
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petani. Ada tiga tingkatan NTP yaitu : 

a. NTP lebih besar dari 100 berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik 

lebih besar dari harga konsumsinya. Pendapatan petani lebih besar dari 

pengeluaranya. 

b. NTP = 100 berarti petani mengalami impas. Kenaikan atau penurunan harga barang 

produksinya sama dengan kenaikan atau penurunan barang konsumsinya. 

c. NTP kecil dari seratus berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang yang 

diproduksinya lebih kecil dari kenaikan harga barang konsumsinya. 

Dari hasil perhitungan oleh BPS Provinsi Sulawesi Tengah yang melakukan survey 

di dua belas kabupaten setiap tahun memperlihatkan bahwa nilai tukar petani berfluktuasi, 

hal ini tentunya sangat dipengaruhi tingkat inflasi daerah. Perkembangan nilai tukar 

petani disajikan pada Tabel berikut : 

Tabel II.84 

Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tengah 
Tahun 2019-2020 

No Uraian 
Tahun 

2019 2020 

1 Indeks yang diterima (It) 129,08 102,22 

2 Indeks yang dibayar (Ib) 135,89 107,29 

 NTP (%) 94,99 95,27 

Sumber : BPS Provinsi Sulteng, 2021 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa NTP dari tahun 2019 sampai tahun 2020 

cenderung meningkat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh stabilnya rata-rata harga produk 

pertanian (dalam waktu waktu tertentu ada komoditi yang harganya naik tinggi, tetapi 

kemudian harganya turun kembali), sementara harga faktor produksi dan bahan konsumsi 

cenderung naik. Hal ini perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banggai Kepulauan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan petani.  

 

2.1.4.2 Fokus Sumber Daya Manusia  

1. Angka Kriminalitas 

Data dari Badan Kesbangpolinmas situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten 

Banggai Kepulauan cukup kondusif, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Sejak 

tahun 2017 sampai 2018, jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah kabupaten Banggai 

Kepulaun meningkat. Jumlah tindak pidana tertinggi  sebanyak 304 tindak pidana pada 

tahun 2018. Namun pada tahun 2019 jumlah tindak pidana kembali berkurang menjadi 84 
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kasus dan yang bisa diselesaikan adalah sekitar 73% atau sekitar 62 kasus. 

 

Tabel II.85 

Jumlah Tindak Pidana Menurut Kantor Kepolisian Sektor 
Di Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2020 

No. Kepolisian Resort 2017 2018 2019 2020 

1 Totikum 5 30 13  

2 Totikum Selatan    

3 Tinangkung 234 224 26  

4 Tinangkung 
Selatan 

   

5 Tinangkung Utara    

6 Liang 24 19 20  

7 Peling Tengah    

8 Bulagi 19 24 9  

9 Bulagi Selatan    

10 Bulagi Utara    

11 Buko 11 7 16  

12 Buko Selatan    

 Jumlah 293 304 84  

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 

 

Tabel II.86 

Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan 
Menurut Kantor Kepolisian Sektor 

Di Kabupaten Banggai Kepulauan 2017-2020 

N0 Kepolisian Sektor 2017 2018 2019 2020 

1 Totikum 5 24 11  

2 Totikum Selatan    

3 Tinangkung 132 145 9  

4 Tinangkung Selatan    

5 Tinangkung Utara    

6 Liang 24 16 19  

7 Peling Tengah    

8 Bulagi 19 21 8  

9 Bulagi Selatan    

10 Bulagi Utara    

11 Buko 9 7 15  

12 Buko Selatan    

 Jumlah 189 213 62  

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 
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2. Rasio Ketergantungan  

Rasio ketergantungan adalah suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban 

yang harus ditanggung oleh pekerja. Rasio ini menghitung jumlah penduduk non produktif 

dan membaginya dengan jumlah penduduk produktif. Dari hasil perhitungan ini, 

didapatkan berapa jumlah penduduk non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk 

produktif. Indikator yang kerap disebut sebagai Dependency Ratio ini berguna untuk 

mengidentifikasi apakah suatu daerah memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi atau 

tidak. 

Jika suatu daerah memiliki angka ketergantungan yang tinggi, maka potensi 

pertumbuhan ekonominya tidak akan terlalu tinggi. Sedangkan, jika dependency ratio suatu 

wilayah tergolong rendah, maka potensi pertumbuhannya besar karena banyak terdapat 

masyarakat usia produktif. 

Penduduk usia belum produktif adalah penduduk usia kurang dari 15 tahun dan 

penduduk tidak produktif lagi adalah penduduk usia diatas 64 tahun.  Penduduk usia 

produktif adalah penduduk dengan usia 15 – 64 tahun. 

Perubahan dalam aspek demografi jelas terlihat dari perubahan struktur umur 

penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada Tahun 2020 penduduk di bawah usia 15 

tahun mencapai 33.323 jiwa atau sebesar 27,74 persen dari total penduduk Kabupaten 

Banggai Kepulauan yang berjumlah 120.142 jiwa. Dengan demikian Kabupaten Banggai 

Kepulauan mempunyai penduduk tergolong dalam penduduk Intermediate, dimana 

proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun sekitar 30 persen, seperti yang terlihat pada 

tabel berikut. 

Tabel II.87 

Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan 
menurut Kelompok Umur, Tahun 2020 

 
Kelompok Umur 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

0 – 4 5.446 5.256 10.702 

5 – 9 5.811 5.642 11.453 

10 – 14 5.603 5.565 11.168 

15 – 19 5.568 5.327 10.895 

20 – 24 5.203 4.913 10.116 

25 – 29 4.563 4.505 9.068 

30 – 34 4.572 4.539 9.111 

35 – 39 4.643 4.499 9.142 

40 – 44 4.274 4.271 8.545 

45 – 49 3.750 3.714 7.464 

50 – 54 3.247 3.140 6.387 

55 – 59 2.792 2.630 5.422 
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60 – 64 2.038 2.027 4.065 

65 – 69 1.567 1.433 3.000 

70 – 74 913 854 1.767 

> 75 967 870 1.837 

Bangkep 59.701 58.700 120.142 

Sumber: BPS Kab. Bangkep, 2021 

 

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, komposisi atau struktur umur penduduk 

Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020 hampir 60,35 persen berada pada kelompok 

umur 0-34 tahun, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan 

dominan berada pada kelompok penduduk usia muda. Sementara untuk Rasio 

Ketergantungan Anak (Child Dependency Ratio) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 

2020 tercatat sebesar 41,54 yang berarti bahwa terdapat sekitar 41 orang anak menjadi 

beban tanggungan untuk setiap 100 orang penduduk yang berada dalam usia produktif. 

Disisi lain penduduk usia lanjut juga tidak dapat melakukan kegiatan secara produktif, 

sehingga akan menjadi beban tanggungan bagi penduduk lainnya yang masih produktif. 

Rasio Ketergantungan Lanjut Usia (Old Dependency Ratio) Tahun 2019 di Kabupaten 

Banggai Kepulauan sebesar 8,23. Bila kedua kelompok usia ketergantungan tersebut 

digabungkan maka akan diperoleh angka Rasio Ketergantungan Umum (Dependency 

Ratio) sebesar 49,77. Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus 

menanggung kurang lebih 49 orang penduduk yang belum/tidak produktif. 

 

2.2 Evaluasi Pelaksanaan APBD serta capaian Kinerja RKPD Tahun 2020 terhadap 

RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 

2.2.1 Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 

2.2.1.1 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri 

dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, dan 3) Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 secara keseluruhan 

sebesar Rp. 680.238.333.000,27 atau 82,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 

822.803.010.648,00. Rincian anggaran, realisasi, dan kontribusi masing-masing kelompok 

pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 disajikan pada tabel di 

bawah ini. 
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Tabel II.88 

Target, Realisasi, dan Kontribusi Kelompok Pendapatan  
terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 

Tahun Anggaran 2020 
Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) % Kontribusi terhadap 

Pendapatan (%) 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

34.012.039.869,00 36.213.331.404,27 106,47 5,08 

Dana Perimbangan 629.522.382.833,00 627.257.913.024,00 99,64 87,97 

Lain- lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 

159.268.587.946,00 49.565.610.790,00 31,12 6,95 

Jumlah Pendapatan 

Daerah 

822.803.010.648,00 713.036.855.218,27 86,66 100,00 

Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan, 2021 ( Sebelum Audit BPK RI) 

 

2.2.1.2 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 

Belanja Daerah diformulasikan untuk membiayai 2 (dua) jenis belanja 

pembangunan daerah yaitu belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL). 

Belanja Daerah tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 854.959.059.306,71,- dengan 

realisasi sebesar 81,34% dari terget yang telah ditetapkan.  

 

Grafik II. 27   

Belanja Tidak Langsung Kabupaten Banggai Kepulauan 
Tahun Anggaran 2020 

 
 

 

 

Belanja
Pegawai

Belanja
Hibah

Belanja
Bantuan
Sosial

Belanja
Bagi Hasil

Kepada
Prov/Kab/
Kota dan

Pemerintah
Desa

Belanja
Bantuan

Keuangan
Kepada

Prov/
Kab/Kota

dan
Pemerintah

Desa

Belanja
Tidak

Terduga

292,769,931,628.
00 

6,074,150,000.00 

420,000,000.00 
2,350,000,000.00 

162,676,386,600.
00 

10,812,720,803.9
7 
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Grafik II. 28   

Belanja Langsung Kabupaten Banggai Kepulauan 
Tahun Anggaran 2020 

 
 

Tabel target dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2020 disajikan 

pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel II.89 

Target dan Realisasi Belanja Kab. Banggai Kepulauan 
Tahun Anggaran 2020 

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi Rp) % 

Belanja Tidak 

Langsung 

475.103.189.031,97 348.944.507.221,00 73,45 

Belanja Langsung 379.855.870.274,74 346.457.250.842,00 91,21 

Jumlah Belanja 

Daerah 

854.959.059.306,71 695.401.758.063,00 81,34 

    Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan, 2021 ( Sebelum Audit BPK RI) 

 

2.2.1.3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan 

Berdasarkan kebijakan umum pembiayaan, maka pada tahun anggaran 2020 

ditargetkan penerimaam pembiayaan sebesar Rp. 35.516.048.658,71 dan terealisasi sebesar 

Rp. (1.473.937.170,29). Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp. 

3.360.000.000,00 dengan pengeluaran 100% untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah 

Daerah. 

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan. Pada tahun 2020 pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 3.360.000.000,00 yang 

digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kepada Bank Sulteng 

sebesar Rp. 2.360.000.000,00 dan Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Secara rinci uraian pembiayaan dapat dilihat pada 

Belanja Pegawai Belanja Barang dan
Jasa

Belanja Modal

60,541,422,555.00 

140,711,146,151.60 

178,603,301,568.14 
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tabel berikut ini: 

 

Tabel. II.90 

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah 
Tahun Anggaran 2020 

Uraian Target Realisasi Tambah/ (kurang) 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 35.516.048.658,71  (1.473.937.170,29) (36.989.985.829,00) 

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Anggaran Sebelumnya 

35.516.048.658,71  (1.473.937.170,29) (36.989.985.829,00) 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.360.000.000,00  3.360.000.000,00  0,00  

- Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah 

3.360.000.000,00  3.360.000.000,00  0,00  

PEMBIAYAAN NETTO 32.156.048.658,71  (4.833.937.170,29) (36.989.985.829,00) 

 Sumber: BPKAD Kab. Banggai Kepulauan, 2021 ( Sebelum Audit BPK RI) 

 

Berdasarkan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan diatas, terdapat sisa 

lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) sebesar Rp. 12.801.159.984,98 

(sebelum audit BPK-RI). 

 

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 

Sesuai Pasal 305 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa 

Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta 

rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup daerah kabupaten/kota. 

Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui Realisasi antara rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten/kota dengan capaian indikator kinerja 

program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten/kota dan realisasi 

penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD kabupaten/kota. 

Capaian Kinerja dan Keuangan RKPD Tahun 2020 berisi perbandingan target dan 

realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2020 yang sudah ditetapkan dalam 

APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020. Jumlah/besaran target kinerja 

untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dlam RKPD tahun 2020, 

sedangkan jumlah anggaran (Rp.) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten 

Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020. 

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah berdasarkan RKPD 2020 dilakukan 

penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja yang ditetapkan dalam RKPD 

berdasarkan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020. Adapun rekapitulasi 
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penyerapan belanja perangkat daerah serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD 

Tahun 2020 sampai dengan triwulan III dijelaskan dalam tabel berikut: 
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Tabel II.91 

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD  
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 

 

No. Kode 
Urusan/Bidang Urusan  
Pemerintahan Daerah 
Dan Program Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (outcome)/ 

Kegiatan (output) 

Target Capaian RPJMD 
Kabupaten pada (Akhir 

Periode RPJMD) Tahun 2022 

Realisasi Capaian Kinerja 
RKPD  (2017) 

Realisasi Capaian 
Kinerja RKPD  (2018) 

Realisasi Capaian 
Kinerja RKPD  (2019) 

Realisasi Capaian 
Kinerja RKPD s/d 
Tahun Lalu (2019) 

Target Kinerja dan 
Anggaran RKPD 

Tahun berjalan yg 
dievaluasi (2020) 

 Realisasi Capaian 
Kinerja dan 

Anggaran RKPD 
yang Dievaluasi 

(2020)  

Tingkat Capaian 
Kinerja dan 

Realisasi 
Anggaran RKPD 

(%) 

Realisasi Kinerja dan 
Anggaran RKPD s/d Tahun 

2020 

Tingkat Capaian 
Kinerja & Realisasi 

Anggaran RPJMD s/d 
Tahun n-1 

(%) 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 = 6 + 7 + 8 10 11 12 = 11/10 x 100 13 = 9 + 11 14=13/5 x100 

Kinerja Rp 
Kine

rj 
Rp 

 
Kin
erja  

 Rp  
Kine
rja  

 Rp  

 
Ki
ne
rja  

 Rp  
Kine
rja  

 Rp  
Kine
rja  

 Rp  
 

Kine
rja  

 Rp  
 

Kinerj
a  

 Rp  
 

Kinerja  
 Rp  

  

I 
Urusan Wajib yang 
Berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar 

   

                                      

1 Pendidikan 
  

  
                                                     
-    

                                    

    
Program Rutin Dinas 
Pendidikan dan 
Kebudayaan   

  
                    

28.013.688.297,
47  

                                    

1   
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

100% 
                       

9.900.350.811,9
5  

  
        
1.154.126.311,00  

  
                     
1.150.215.933,
00  

  
                    
1.575.681.987,  

  
                       
3.880.024.231,
00  

           
4.88

3  

                                
1.750.876.0

00,00  

           
125  

               
473.350.900  

  
                                     

29,71  

        
4.883,

00  

                         
4.353.375.131,00  

                   
488.300  

                           
43,97  

2   
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya 
sarana dan 

prasarna aparatur 
100% 

                    
10.761.250.882,

56  
  

        
1.512.685.150,00  

  
                         

831.455.230,0
0  

  
                    

1.469.802.000,0
0  

  
                       
3.813.942.380,
00  

                 
99  

                                   
377.327.500

,00  

             
12  

               
44.575.000,

00  
  

                                        
3,49  

              
99,00  

                         
3.858.517.380,00  

                  
9.900,0

0  

                           
35,86  

3   
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Meningkatnya 
disiplin aparatur 

1% 
                  

215.225.017,65  
  

              
48.000.000,00  

  
                           

65.450.000,00  
    

                         
-    

                          
113.450.000,0
0  

   -     -      
                     
-    

                             
113.450.000,00  

                               
-    

                           
52,71  

4   
Program fasilitas 
pindah/purna tugas 
PNS 

Tersedianya 
fasilitas 

pindah/purna tugas 
PNS 

100% 
                       

4.950.175.405,9
8  

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

5   
Program peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 

100% 
                       

1.980.070.162,3
9  

  
         

72.617.200,00  
  

                           
74.999.988,00  

  
                        

103.432.191,00  
  

                          
251.049.379,0
0  

   -     -    
                                             
-    

                     
-    

                       
251.049.379,00  

                               
-    

                           
12,68  

6   

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya dan 
mengembangnya 

pengelolaan 
keuangan daerah 

100% 
                             

77.481.006,35  
  

              
21.418.000,00  

  
                           

27.980.000,00  
  

                          
32.970.000,00  

  
                             
82.368.000,00  

                   
5  

                          
38.933.000,

00  

               
5  

                    
12.515.500,

00  
  

                                     
26,47  

                
5,00  

                               
94.883.500,00  

                     
500,00  

                         
122,46  

7   

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Meningkatnya 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keunagan 

100% 
                          

129.135.010,59  
      

                              
9.665.000,00  

  
                             

4.840.000,00  
  

                             
14.505.000,00  

   -     -    
                   
-    

                     
-    

                               
14.505.000,00  

                               
-    

                           
11,23  

    
Program Urusan Wajib 
Pendidikan 

  
  

                  
105.055.201.57

0,36  
            

                         
-    

                                                     
-    

                    

1   
Program Pendidikan 
Anak Usia Dini 

Jumlah peserta 
PAUD (Jiwa) 

21293 
                    

18.736.726.700,
89  

  
        

1.757.393.680,00  
  

                     
5.762.106.350,

00  
  

                    
4.554.612.276,0

0  
  

                    
12.074.112.30
6,00  

              
398  

                                
4.309.214.0

00,00  

             
54  

                    
24.150.000,

00  
  

                                        
1,10  

           
398,00  

                       
12.098.262.306,0

0  

                          
1,87  

                           
64,57  

2   

Program Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar 
Sembilan Tahun 

Cakupan 
Pelaksanaan Wajib 
Belajar Pendidikan 

Dasar (Persen) 

100 
                    

50.227.897.399,
55  

  
     

20.699.419.334,0
0  

  
                   

28.869.709.91
2,00  

  
                  

46.217.741.647,
46  

  
                    
95.786.870.89
3,46  

           
9.00

5  

                             
29.642.335.

500,00  

       
1.81

3  

               
206.601.303  

  
                                        

2,73  

        
9.005,

00  

                       
95.993.472.196,4

6  

                  
9.005,0

0  

                         
191,12  

    
  Angka Partisipasi 

Murni  
1 

                                                     
-    

      
                                      
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
    Angka Partisipasi 

Murni (APM) 
SD/MI/Paket A  

100 
                                                     
-    

      
                 
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    
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  Angka Partisipasi 
Murni (APM) 

SMP/MTs/Paket B  
69 

                                                     
-    

      
                  
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    

   Angka Partisipasi 
Murni (APM) 

SMA/SMK/MA/Pake
t C  

65 
                                                     
-    

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    

  
Angka partisipasi 

sekolah  
1,00 

                                                     
-    

      
                                    
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
  Angka partisipasi 

sekolah (APS) 
SD/MI/Paket A  

100,00 
                                                     
-    

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    

  Angka partisipasi 
sekolah (APS) 

SMP/MTs/Paket B  
95,34 

                                                     
-    

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

3   
Program Pendidikan 
Menengah 

  

0 
                                                     
-    

      
                                      
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

4   
Program Pendidikan 
Non Formal 

Terselenggaranya  
pendidikan formal 

100% 
                       

5.401.983.041,4
3  

  
           

221.390.350,00  
  

                         
168.409.791,0

0  
  

                    
1.495.043.735,0

0  
  

                       
1.884.843.876,
00  

                 
93  

                                
1.544.500.0

00,00  

          
3  

                
18.491.000  

    
              

93,00  
                         

1.903.334.876,00  

                  
9.300,0

0  

                           
35,23  

5   
Program Pendidikan 
Luar Biasa 

Terselenggaranya  
pendidikan luar 

biasa 
100% 

                       
3.152.497.121,5

8  
      

                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

   -     -      
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

6   
Program Peningkatan 
Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 

Rasio guru 
terhadap murid 

pendidikan dasar 
1405 

                    
18.381.907.414,

48  
  

           
366.058.216,00  

  
                     

1.530.189.294,
00  

  
                    

2.842.030.446,0
0  

  
                       
4.738.277.956,
00  

              
602  

                                
5.115.201.0

00,00  

      
595  

               
900.000.000  

    
           

602,00  
                         

5.638.277.956,00  
                        

42,85  
                           

30,67  

7   

Program 
Pengembangan Budaya 
Baca dan Pembinaan 
Perpustakaan 

Berkembangnya 
budaya baca dan 

pembinaan 
perpustakaan 

100% 
                       

2.297.738.426,8
1  

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                       
-    

                               
-    

                                  
-    

8   
Program Manajemen 
Pelayanan Pendidikan 

 Guru yang 
memenuhi 

kualifikasi S1/D-IV 
8519% 

                       
6.288.910.074,1

8  
  

              
13.135.000,00  

  
                                                   
-    

    
                         
-    

                             
13.135.000,00  

                   
1  

                                      
28.628.000,

00  
   -      

               
1,00  

                               
13.135.000,00  

                          
1,17  

                             
0,21  

9   
Program 
Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

Meningkatnya 
wawasan 

kebangsaan 
100% 

                          
567.541.391,42  

  
              

42.018.000,00  
  

                                                   
-    

  
                          

46.731.000,00  
                         
-    

                             
88.749.000,00  

                   
4  

                                   
100.000.000

,00  
   -      

                
4,00  

                               
88.749.000,00  

                     
400,00  

                           
15,64  

  2 Kesehatan 
  

  
                  

227.496.906.94
0,12  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Ruitn Dinas 
Kesehatan 

    
                    

15.689.903.786,
77  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

1   
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

100% 
                       

7.963.325.653,0
9  

  
        

2.294.665.752,00  
  

                     
2.709.567.320,

00  
  

                    
2.041.303.755,0

0  
  

                       
7.045.536.827,
00  

           
5.24

3  

                                   
991.132.792

,00  

           
155  

                  
684.467.230

,00  
    

        
5.243,

00  

                         
7.730.004.057,00  

             
524.300

,00  

                           
97,07  

2   
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya 
sarana dan 

prasarna aparatur 
100% 

                       
6.671.975.547,1

9  
  

        
1.601.402.100,00  

  
                     

1.052.801.642,
00  

  
                    

2.990.286.851,0
0  

  
                       
5.644.490.593,
00  

                 
61  

                                
1.355.400.0

00,00  

              
-    

                                            
-    

    
              

61,00  
                         

5.644.490.593,00  

                  
6.100,0

0  

                           
84,60  

3   
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Meningkatnya 
disiplin aparatur 

80% 
                          

202.311.516,59  
      

                
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

                  
-    

                                                              
-    

              
-    

               
-    

    
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

4   
Program fasilitas 
pindah/purna tugas 
PNS 

Tersedianya 
fasilitas 

pindah/purna tugas 
PNS 

20% 
                                               
-    

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

                  
-    

                                                              
-    

              
-    

                                            
-    

    
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

#DIV/0! 

5   
Program peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 

100% 
                          

645.675.052,95  
  

              
21.920.000,00  

  
                         

113.762.000,0
0  

    
                         
-    

                          
135.682.000,0
0  

                  
-    

                                                              
-    

              
-    

                                            
-    

    
                     
-    

                             
135.682.000,00  

                               
-    

                           
21,01  
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6   

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya dan 
mengembangnya 

pengelolaan 
keuangan daerah 

100% 
                             

77.481.006,35  
  

           
246.274.500,00  

  
                         

130.776.034,0
0  

    
                         
-    

                          
377.050.534,0
0  

                   
4  

                                      
10.220.075,

00  

               
1  

                      
4.020.000,0

0  
    

                
4,00  

                             
381.070.534,00  

                     
400,00  

                         
491,82  

7   

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Meningkatnya 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keunagan 

100% 
                          

129.135.010,59  
  

           
130.600.500,00  

  
                                                   
-    

  
                          

13.592.000,00  
  

                          
144.192.500,0
0  

                  
-    

                                                              
-    

              
-    

                                            
-    

    
                     
-    

                             
144.192.500,00  

                               
-    

                         
111,66  

    
Program Rutin Rumah 
Sakit Pratama Buko 
Selatan 

  

  
                       

2.513.828.206,1
7  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

1   
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

100% 
                          

671.502.055,07  
      

                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

2   
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya 
sarana dan 

prasarna aparatur 
100% 

                          
964.208.079,08  

      
                     

1.052.801.642,
00  

    
                         
-    

                       
1.052.801.642,
00  

            
                     
-    

                      
1.052.801.642,00  

                               
-    

                         
109,19  

3   
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Meningkatnya 
disiplin aparatur 

100% 
                          

189.398.015,53  
      

                  
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

4   
Program fasilitas 
pindah/purna tugas 
PNS 

Tersedianya 
fasilitas 

pindah/purna tugas 
PNS 

0% 
                                                     
-    

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

5   
Program peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 

100% 
                          

482.104.039,54  
      

                         
113.762.000,0

0  
    

                         
-    

                          
113.762.000,0
0  

            
                     
-    

                             
113.762.000,00  

                               
-    

                           
23,60  

6   

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya dan 
mengembangnya 

pengelolaan 
keuangan daerah 

100% 
                             

77.481.006,35  
      

                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

7   

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Meningkatnya 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keunagan 

100% 
                          

129.135.010,59  
      

                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program Rutin RSUD 
Banggai Kepulauan 

  

  
                       

6.189.871.507,6
5  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

1   
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

100% 
                       

1.678.755.137,6
8  

      
                     

2.588.004.177,
00  

  
                    

2.764.836.277,0
0  

                         
-    

                       
5.352.840.454,
00  

        
23.0
08  

                                
2.372.099.0

00,00  

       
4.96

1  

                  
802.422.548

,00  
  

                                     
38,09  

     
23.008

,00  

                         
6.155.263.002,00  

         
2.300.8
00,00  

                         
366,66  

2   
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya 
sarana dan 

prasarna aparatur 
100% 

                       
3.400.555.278,8

9  
      

                         
277.334.350,0

0  
  

                        
315.570.300,00  

                         
-    

                          
592.904.650,0
0  

              
283  

                                   
476.800.000

,00  

               
3  

                    
11.030.000,

00  
  

                                     
16,87  

           
283,00  

                             
603.934.650,00  

               
28.300,

00  

                           
17,76  

3   
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Meningkatnya 
disiplin aparatur 

100% 
                          

189.398.015,53  
      65.000.000,00     

                         
-    

                             
65.000.000,00  

            
                     
-    

                               
65.000.000,00  

                               
-    

                           
34,32  

4   
Program fasilitas 
pindah/purna tugas 
PNS 

Tersedianya 
fasilitas 

pindah/purna tugas 
PNS 

0% 
                                                     
-    

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

5   
Program peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 

100% 
                          

714.547.058,60  
      

                         
256.217.375,0

0  
  

                        
294.657.800,00  

                         
-    

                          
550.875.175,0
0  

 -   -   -   -        
                             

550.875.175,00  
                               
-    

                           
77,09  

6   

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya dan 
mengembangnya 

pengelolaan 
keuangan daerah 

100% 
                             

77.481.006,35  
      

                              
5.600.000,00  

    
                         
-    

                               
5.600.000,00  

            
                     
-    

                                  
5.600.000,00  

                               
-    

                             
7,23  

7   

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Meningkatnya 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keunagan 

100% 
                          

129.135.010,59  
      

                                                   
-    

    
                      
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    
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Program Urusan Wajib 
Kesehatan 

  
  

                  
162.311.553.14

8,37  
            

             
-    

                      

1   
Program Obat dan 
Perbekalan Kesehatan 

Ketersediaan obat, 
vaksin, dan 
perbekalan 
kesehatan 

100% 
                    

18.381.907.414,
48  

  
        

4.390.824.198,00  
  

                     
4.597.075.759,

00  
  

                    
3.076.156.183,0

0  
  

                    
12.064.056.14
0,00  

                   
2  

                                
3.642.958.0

00,00  

              
-    

                                            
-    

    
                

2,00  

                       
12.064.056.140,0

0  

                     
200,00  

                           
65,63  

2   
Program Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

Angka usia 
harapan hidup (* 

Angka perhitungan 
lama) 

  
                    

11.488.692.134,
05  

  
     

11.260.960.027,0
0  

  
                   

13.432.448.02
9,00  

  
                  

25.379.609.027,
00  

  
                    
50.073.017.08
3,00  

      
124.
061  

                             
30.359.624.

000,00  

             
28  

              
4.797.595.7

74,00  
    

   
124.06
1,00  

                       
54.870.612.857,0

0  
  

                         
477,61  

3   
Program Pengawasan 
Obat dan Makanan 

Terlaksananya 
pengawasan obat 

dan makanan 
(bulan) 

12 
                       

3.933.038.865,1
7  

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

                 
-    

                                                              
-    

              
-    

                                            
-    

    
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

4   
Program 
Pengembangan Obat 
Asli Indonesia 

Terlaksananya 
pengembangan 

obat asli indonesia 
(bulan) 

12 
                       

3.262.788.566,0
7  

      
                           

21.414.000,00  
    

                         
-    

                             
21.414.000,00  

                  
-    

                                                              
-    

              
-    

                                            
-    

    
                     
-    

                               
21.414.000,00  

                               
-    

                             
0,66  

5   

Program Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
masyarakat 

Terlaksananya 
promosi kesehatan 
dan pemberdayaan 

masyarakat 

12 
                       

2.414.923.086,5
8  

  
           

137.036.500,00  
  

                         
395.732.000,0

0  
  

                          
15.768.900,00  

  
                          
548.537.400,0
0  

                   
1  

                                      
40.000.000,

00  

               
1  

                      
3.913.600,0

0  
    

                
1,00  

                             
552.451.000,00  

                          
8,33  

                           
22,88  

6   
Program Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

Persentase balita 
gizi buruk 

  
                       

3.494.860.147,1
8  

  
           

131.868.918,00  
  

                         
359.360.500,0

0  
  

                          
55.446.500,00  

  
                          
546.675.918,0
0  

                 
2  

                                      
81.500.000,

00  

              
-    

                                            
-    

    
                

2,00  
                             

546.675.918,00  
#DIV/0

! 
                           

15,64  

7   
Program 
Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

Cakupan 
pelaksanaan 

pengembangan 
lingkungan sehat 

(Persen) 

75 
                       

2.297.738.426,8
1  

  
              

99.675.450,00  
  

                         
304.722.800,0

0  
  

                          
89.776.800,00  

  
                          
494.175.050,0
0  

                  
-    

                               
-    

              
-    

                                            
-    

    
                     
-    

                             
494.175.050,00  

                               
-    

                           
21,51  

8   
Program Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Penyakit Menular 

Terlaksananya 
pencegahan dan 
penanggulangan 
penyakit menular 

100 
                    

10.569.596.763,
33  

  
           

838.695.114,00  
  

                     
2.753.940.550,

00  
  

                        
648.252.006,00  

  
                       
4.240.887.670,
00  

                   
8  

                       
699.690.500

,00  

              
-    

                      
1.000.000,0

0  
    

                
8,00  

                         
4.241.887.670,00  

                          
8,00  

                           
40,13  

    

  

Cakupan 
penemuan dan 
penanganan 

penderita penyakit 
TBC BTA  

100         
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

  

    

  

Cakupan 
penemuan dan 
penanganan 

penderita penyakit 
DBD  

100         
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

  

    
  

Penderita diare 
yang ditangani  

100         
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

  

    
  

Angka kejadian 
Malaria  

0         
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

9   
Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Cakupan 
pengembangan 

standar pelayanan 
kesehatan 

100 
                       

4.986.092.386,1
8  

  
           

408.866.375,00  
  

                         
108.688.500,0

0  
  

                        
173.984.750,00  

  
                          
691.539.625,0
0  

                   
2  

                                   
135.500.000

,00  

               
2  

                    
35.196.900,

00  
  

                                             
-    

                
2,00  

                             
726.736.525,00  

                          
2,00  

                           
14,58  

10   
Program Pelayanan 
Kesehatan Penduduk 
Miskin 

Cakupan 
pelayanan 

kesehatan rujukan 
pasien masyarakat 

miskin  

100 
                    

20.863.464.915,
44  

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                    
-    

                   
3  

                                   
150.000.000

,00  

              
-    

                                            
-    

    
                

3,00  
                                                        
-    

                          
3,00  

                                  
-    

11   

Program pengadaan, 
peningkatan dan 
perbaikan sarana dan 
prasarana 
puskesmas/puskesmas 
pembantu dan 
jaringannya 

Terselenggaranya 
pengadaan, 

peningkatan dan 
perbaikan sarana 

dan prasarana 
puskesmas/puskes
mas pembantu dan 

jaringannya 

100 
                    

28.721.730.335,
13  

  
     

12.737.229.179,0
0  

  
                     

8.816.757.028,
00  

  
                  

41.837.775.716,
00  

  
                    
63.391.761.92
3,00  

                 
25  

                             
13.520.670.

000,00  

               
4  

                      
2.890.000,0

0  
  

                                             
-    

              
25,00  

                       
63.394.651.923,0

0  

                        
25,00  

                         
220,72  

    

  

Rasio puskesmas, 
poliklinik, pustu per 
satuan penduduk  

0,11         
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

  

    
  

Cakupan 
puskesmas 

1,08         
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    
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Cakupan 
pembantu 

puskesmas (persen) 
32%         

                                                   
-    

    
               
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

  

12   

Program pengadaan, 
peningkatan sarana 
dan prasarana rumah 
sakit/rumah sakit 
jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata 

Cakupan 
pengadaan, 
peningkatan 
sarana dan 

prasarana rumah 
sakit/rumah sakit 
jiwa/rumah sakit 
paru-paru/rumah 

sakit mata (Persen) 

100 
                    

20.038.576.820,
21  

      
                                                   
-    

    
                      
-    

                                                     
-    

                 
43  

                                
1.581.200.0

00,00  

              
-    

                    
40.044.400,

00  
    

              
43,00  

                               
40.044.400,00  

                        
43,00  

                             
0,20  

      
Rasio Rumah Sakit 

per satuan 
penduduk  

0,01         
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

  

13   

Program pemeliharaan 
sarana dan prasarana 
rumah sakit/rumah sakit 
jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata 

Pemeliharaan 
sarana dan 

prasarana rumah 
sakit/rumah sakit 
jiwa/rumah sakit 
paru-paru/rumah 
sakit mata (bulan) 

12 
                       

4.595.476.853,6
2  

      
                    
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

                   
1  

                                      
50.000.000,

00  

              
-    

                                  
-    

    
                

1,00  
                                                        
-    

                          
8,33  

                                  
-    

14   
Program Kemitraan 
peningkatan pelayanan 
kesehatan 

Cakupan 
pelayanan 

kesehatan rujukan 
pasien masyarakat 

miskin  

100 
                       

7.178.134.845,3
6  

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

                  
-    

                                                       
-    

              
-    

                                            
-    

    
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

15   
Program peningkatan 
pelayanan kesehatan 
anak balita 

Cakupan 
Kunjungan Bayi 

(Persen) 
100 

                       
2.987.059.954,8

5  
  

              
83.314.250,00  

  
                         

565.044.000,0
0  

  
                          

99.224.700,00  
  

                          
747.582.950,0
0  

                   
2  

                                   
100.000.000

,00  

               
1  

                    
18.525.000,

00  
  

                                             
-    

                
2,00  

                             
766.107.950,00  

                          
2,00  

                           
25,65  

16   
Program peningkatan 
pelayanan kesehatan 
lansia 

Cakupan 
peningkatan 
pelayanan 

kesehatan lansia 
(persen) 

100 
                       

3.331.720.718,8
8  

  
              

59.995.000,00  
  

                                                   
-    

  
                          

20.126.000,00  
  

                             
80.121.000,00  

                  
-    

                                                              
-    

              
-    

                                            
-    

  
                                             
-    

                     
-    

                               
80.121.000,00  

                               
-    

                             
2,40  

17   
Program pengawasan 
dan pengendalian 
kesehatan makanan 

Cakupan 
pengawasan dan 

pengendalian 
kesehatan 
makanan 

100 
                       

2.067.964.584,1
3  

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

                   
5  

                                   
194.558.000

,00  

              
-    

                                            
-    

    
                

5,00  
                                                        
-    

                          
5,00  

                                  
-    

18   
Program peningkatan 
keselamatan ibu 
melahirkan dan anak 

Angka 
kelangsungan 

hidup bayi  
986,06 

                       
4.538.033.392,9

5  
  

        
1.120.785.983,00  

  
                     

2.436.945.000,
00  

  
                    

1.292.799.885,0
0  

  
                       
4.850.530.868,
00  

                 
21  

                                
2.327.878.0

00,00  

             
13  

                  
239.849.000

,00  
    

              
21,00  

                         
5.090.379.868,00  

                          
2,13  

                         
112,17  

19   
Program Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Penyakit Tidak Menular 

Cakupan 
pencehagan dan 
penanggulangan 

penyakit tidak 
menular 

100 
                       

7.159.752.937,9
4  

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

                  
-    

                                                              
-    

              
-    

                                            
-    

    
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

20   
Program Pembinaan 
dan Pengembangan 
Aparatur 

        
              

85.000.000,00  
  

                         
100.000.000,0

0  
  

                        
100.000.000,00  

  
                          
285.000.000,0
0  

                  
-    

                       
-    

              
-    

                                            
-    

    
                     
-    

                             
285.000.000,00  

    

21   
Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan 
Ibu dan Anak (KIA) 

            
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

 -   -   -   -        
                                                        
-    

    

22   
Program Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan 
Remaja 

            
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

 -   -   -   -        
                                                        
-    

    

23   

Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Tenaga 
Kesehatan 

        
              

75.703.940,00  
  

                                                   
-    

    
                         
-    

                             
75.703.940,00  

 -   -   -   -        
                               

75.703.940,00  
    

    
Progam Urusan Wajib 
Kesehatan Rumah Sakit 
Pratama Buko Selatan   

  
                    

10.753.415.837,
47  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

1   
Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Cakupan 
pengembangan 

standar pelayanan 
kesehatan 

100 
                       

2.205.828.889,7
4  

                    
-    

    
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

2   
Program pelayanan 
kesehatan penduduk 
miskin 

Cakupan 
pelayanan 

kesehatan rujukan 
pasien masyarakat 

miskin  

100 
                       

3.584.471.945,8
2  

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    
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3   

Program pengadaan, 
peningkatan sarana 
dan prasarana rumah 
sakit/ rumah sakit jiwa/  
rumah sakit paru-paru/  
rumah sakit mata 

Meningkatnya 
sarana dan 

prasarana rumah 
sakit 

73% 
                       

4.963.115.001,9
1  

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                          
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

4   
Program kemitraan 
peningkatan pelayanan 
kesehatan 

Cakupan 
pelayanan 

kesehatan rujukan 
pasien masyarakat 

miskin  

100 
                  
-    

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

  

    
Program Urusan Wajib 
Kesehatan RSUD 
Banggai Kepulauan   

  
                    

30.038.334.453,
69  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

1   
Program Standarisasi 
Pelayanan Kesehatan 

Cakupan 
pengembangan 

standar pelayanan 
kesehatan 

100 
                       

5.284.798.381,6
6  

      
                         

306.671.100,0
0  

  
                        

252.642.000,00  
                         
-    

                          
559.313.100,0
0  

  
                                   

250.000.000
,00  

        
                     
-    

                             
559.313.100,00  

                               
-    

                           
10,58  

2   
Program pelayanan 
kesehatan penduduk 
miskin 

Cakupan 
pelayanan 

kesehatan rujukan 
pasien masyarakat 

miskin  

100 
                       

7.582.536.808,4
7  

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

3   

Program pengadaan, 
peningkatan sarana 
dan prasarana rumah 
sakit/ rumah sakit jiwa/  
rumah sakit paru-paru/  
rumah sakit mata 

Meningkatnya 
sarana dan 

prasarana rumah 
sakit 

49% 
                       

9.995.162.156,6
3  

      
                   

10.242.980.28
7,00  

  
                  

12.925.113.901,
00  

                         
-    

                    
23.168.094.18
8,00  

  
                             

15.571.498.
000,00  

        
                     
-    

                       
23.168.094.188,0

0  

                               
-    

                         
231,79  

4   
Program kemitraan 
peningkatan pelayanan 
kesehatan 

Cakupan 
pelayanan 

kesehatan rujukan 
pasien masyarakat 

miskin  

100 
                       

7.175.837.106,9
3  

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

  
                                      

70.000.000,
00  

        
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

5   
Program Peningkatan 
Mutu Pelayanan BLUD 

Meningkatnya mutu 
pelayanan BLUD 
RSUD Banggai 

Kepulauan 

0 
                                       
-    

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

6   
Program Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

            
                     

9.977.463.000,
00  

  
                  

11.592.190.188,
00  

                         
-    

                    
21.569.653.18
8,00  

  
                             

11.612.711.
335,00  

        
                     
-    

                       
21.569.653.188,0

0  
    

7   

Program pemeliharaan 
sarana dan prasarana 
rumah sakit/ rumah 
sakit jiwa/  rumah sakit 
paru-paru/  rumah sakit 
mata 

            
                         

105.236.900,0
0  

  
                          

69.405.000,00  
                         
-    

                          
174.641.900,0
0  

  
                                   

100.000.000
,00  

        
                     
-    

                             
174.641.900,00  

    

8   
Program Pembinaan 
Lingkungan Sehat 

            
                           

57.625.565,00  
    

                         
-    

                             
57.625.565,00  

            
                     
-    

                               
57.625.565,00  

    

9   
Program Obat dan 
Perbekalan Kesehatan 

            
                                                   
-    

    
                        
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Program 
Pengembangan 
Lingkungan Sehat 

                
                        

330.957.153,00  
                        

    
Program Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Penyakit Menular 

                
                        

138.573.800,00  
                        

                                                

  3 
Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang 

  
  

                  
277.340.958.79

3,25  
            

                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Rutin Dinas 
Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang   

  
                    

17.375.128.127,
66  

            
             
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

100% 
                       

8.824.225.723,7
0  

      
                     

4.181.057.943,
00  

  
                    

3.876.013.270,0
0  

                         
-    

                       
8.057.071.213,
00  

  
                                

2.745.610.0
00,00  

       
2.59

6  

              
1.035.655.8

80,00  
  

                                     
39,83  

                     
-    

                         
9.092.727.093,00  

                               
-    

                         
103,04  
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Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya 
sarana dan 

prasarna aparatur 
100% 

                       
7.532.875.617,7

9  
      

                     
8.818.019.900,

00  
  

                    
1.109.185.199,0

0  

                         
-    

                       
9.927.205.099,
00  

  
                                

2.895.901.0
00,00  

             
30  

                  
524.282.500

,00  
  

                                        
4,77  

                     
-    

                       
10.451.487.599,0

0  

                               
-    

                         
138,74  

    
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Meningkatnya 
disiplin aparatur 

100% 
                          

165.735.716,28  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program fasilitas 
pindah/purna tugas 
PNS 

Tersedianya 
fasilitas 

pindah/purna tugas 
PNS 

0% 
                                                     
-    

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Program peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 

100% 
                          

645.675.052,95  
      

                         
310.134.760,0

0  
  

                        
288.803.600,00  

                         
-    

                          
598.938.360,0
0  

          
                             

49,92  
                     
-    

                             
598.938.360,00  

                               
-    

                           
92,76  

    

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya dan 
mengembangnya 

pengelolaan 
keuangan daerah 

100% 
                             

77.481.006,35  
      

                           
15.000.000,00  

  
                          

26.820.000,00  
                         
-    

                             
41.820.000,00  

          
                                          
-    

                     
-    

                               
41.820.000,00  

                               
-    

                           
53,97  

    

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Meningkatnya 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keunagan 

100% 
                          

129.135.010,59  
      

                                                   
-    

  
                             

3.240.000,00  
                         
-    

                               
3.240.000,00  

          
            
-    

                     
-    

                                  
3.240.000,00  

                               
-    

                             
2,51  

    
Program Urusan Wajib 
Pekerjaan Umum  

  

  
                  

246.631.887.72
7,41  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Peningkatan 
Jalan dan Jembatan 

  

          
                   

39.681.044.16
7,00  

  
                  

45.326.584.375,
00  

                         
-    

                    
85.007.628.54
2,00  

  
                             

37.822.105.
000,00  

      
                                        

0,04  
                     
-    

                       
85.007.628.542,0

0  
    

    
Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

Cakupan 
Pembangunan 

Jalan dan Jembatan 
100% 

                    
32.099.899.005,

62  
      

                     
8.814.965.327,

00  
  

                    
9.781.141.071,0

0  

                         
-    

                    
18.596.106.39
8,00  

    
               
6  

              
3.688.310.9

06,00  
  

                                        
0,37  

                     
-    

                       
22.284.417.304,0

0  

                               
-    

                           
69,42  

      
Proporsi panjang 

jaringan jalan 
dalam kondisi baik  

828,31         
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

      
Rasio panjang 
jalan dengan 

jumlah penduduk  
0,01         

                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    

  

Persentase jalan 
kabupaten dalam 
kondisi baik ( > 40 

KM/Jam)  

828,31         
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    

  

Persentase jalan 
yang memiliki 

trotoar dan 
drainase/saluran 
pembuangan air 
(minimal 1,5 m)  

0         
                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
  

Cakupan 
pembangunan 

jembatan 
1         

                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    

Program Pembangunan 
saluran 
drainase/gorong-
gorong 

Cakupan 
pembangunan 

saluran 
drainase/gorong-

gorong 
(Kecamatan) 

12 
                    

12.702.298.582,
44  

      
                     

2.274.824.700,
00  

  
                    

4.421.253.000,0
0  

                         
-    

                       
6.696.077.700,
00  

          
                                        

1,10  
                     
-    

                         
6.696.077.700,00  

                               
-    

                           
52,72  

    
Program Pembangunan 
turap/talud/brojong 

Cakupan 
pembangunan 

turap/talud/bronjon
g (Kecamatan) 

12 
                       

7.107.734.288,7
5  

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program 
rehabilitasi/pemelihara
an Jalan dan Jembatan 

Persentase jalan 
kabupaten dalam 
kondisi baik ( > 40 

KM/Jam)  

828,31 
                    

21.647.006.841,
13  

      
                     

3.260.569.000,
00  

  
                    

4.146.479.000,0
0  

                         
-    

                       
7.407.048.000,
00  

          
                                     

17,69  
                     
-    

                         
7.407.048.000,00  

                               
-    

                           
34,22  
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Program 
rehabilitasi/pemelihara
an talud/bronjong 

Cakupan 
rehabilitasi/pemeli

haraan 
talud/bronjong 
(kecamatan) 

12 
                       

5.254.448.102,1
3  

      
                                                   
-    

  
                                 
-    

                         
-    

                                                     
-    

  
                                

4.892.500.0
00,00  

        
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program inspeksi 
kondisi Jalan dan 
Jembatan 

Tersedianya 
informasi kondisi 

jalan dan jembatan 
(kecamatan) 

12 
                       

1.769.992.425,4
2  

      
                                                   
-    

  
                                         
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program tanggap 
darurat Jalan dan 
Jembatan 

Terlaksananya 
kegiatan tanggap 
darurat jalan dan 

jembatan 
(kecamatan) 

12 
                       

3.206.809.806,0
6  

      
                                                   
-    

  
                                 
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program Pembangunan 
sistem informasi/data 
base jalan dan 
jembatan 

Tersedianya data 
base jalan dan 

jembatan 
(dokumen) 

5 
                       

1.214.700.684,1
1  

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
kebinamargaan  

Tersedianya 
sarana dan 
prasarana 

kebinamargaan 
(paket) 

5 
                       

5.997.150.806,1
4  

      
                         

148.570.000,0
0  

  
                        

758.948.455,00  
                         
-    

                          
907.518.455,0
0  

          
                                        

2,76  
                     
-    

                             
907.518.455,00  

                               
-    

                           
15,13  

    

Program 
pengembangan dan 
pengelolaan jaringan 
irigasi, rawa dan 
jaringan pengairan 
lainnya  

Persentase irigasi 
kabupaten dalam 

kondisi baik 
(persen) 

44 
                    

11.495.251.343,
56  

      
                     

8.828.633.848,
00  

  
                    

8.580.487.500,0
0  

                         
-    

                    
17.409.121.34
8,00  

  
                                

2.504.099.1
52,00  

      
                                        

1,39  
                     
-    

                       
17.409.121.348,0

0  

                               
-    

                         
151,45  

    
Program penyediaan 
dan pengolahan air 
baku 

Tersedianya dan 
terkelolanya 

sumber mata air 
(kecamatan) 

12 
                    

10.161.838.865,
95  

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                     
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program 
pengembangan, 
pengelolaan dan 
konversi sungai, danau 
dan sumber daya air 
lainnya 

Terlaksananya 
pengembangan, 
pengelolaan dan 
konversi sungai, 

danau, dan 
sumberdaya air 

lainnya 
(kecamatan) 

12 
                       

6.614.912.868,3
4  

      
                                                   
-    

  
                                         
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program 
pengembangan kinerja 
pengelolaan air minum 
dan air limbah 

Persentase 
penduduk berakses 
air minum (persen) 

44 
                    

19.077.954.552,
53  

      
                                                   
-    

  
                  

16.099.162.769,
57  

                         
-    

                    
16.099.162.76
9,57  

  
                             

33.073.279.
910,00  

      
                                        

0,81  
                     
-    

                       
16.099.162.769,5

7  

                               
-    

                           
84,39  

    
Program pengendalian 
banjir 

Persentase 
pembangunan 

turap di wilayah 
jalan penghubung 
dan aliran sungai 

rawan longsor 
(persen) 

100 
                    

34.705.733.831,
80  

      
                     

8.514.000.000,
00  

  
                    

9.214.308.000,0
0  

                        
-    

                    
17.728.308.00
0,00  

          
                                        

1,67  
                     
-    

                       
17.728.308.000,0

0  

                               
-    

                           
51,08  

    

Program 
pengembangan 
wilayah strategis dan 
cepat tumbuh 

Cakupan 
pengembangan 
wilayah strategis 

cepat tumbuh 
(kecamatan) 

12 
                    

36.093.963.185,
07  

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                   
-    

  
                                

9.749.188.9
00,00  

  
              

1.690.050.1
80,00  

    
                     
-    

                         
1.690.050.180,00  

                               
-    

                             
4,68  

    
Program pembangunan 
infrastruktur 
perdesaaan 

Cakupan 
pembangunan 

infrastruktur 
pedesaan (persen) 

100 
                    

37.482.192.538,
34  

      
                     

2.884.837.500,
00  

  
                    

4.794.844.000,0
0  

                         
-    

                       
7.679.681.500,
00  

          
                                        

1,59  
                     
-    

                         
7.679.681.500,00  

                               
-    

                           
20,49  

    
Pembinaan Pengaturan 
Jasa Konstruksi 

            
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
ProgramPemberdayaan 
Jasa Konstruksi  

            
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    
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Program Pengawasan 
Jasa Konstruksi  

            
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Pembinaan Kinerja Jasa 
Konstruksi 

            
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Program Penataan 
Taman Perkotaan 

            
                     

1.052.195.900,
00  

  
                    

1.809.794.100,0
0  

                         
-    

                       
2.861.990.000,
00  

          
                                        

1,80  
                     
-    

                         
2.861.990.000,00  

    

    

Program peningkatan 
sistem pengawasan 
internal dan 
pengendalian 
pelaksanaan kebijakan 
KDH 

            
                           

90.610.000,00  
  

                          
99.610.000,00  

                         
-    

                          
190.220.000,0
0  

          
                                             
-    

        

    
Program Urusan Wajib 
Penataan Ruang 

  
  

                    
13.333.942.938,

18  
            

                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Perencanaan 
Tata Ruang 

Rasio Ruang 
Terbuka Hijau per 

Satuan Luas 
Wilayah ber 

HPL/HGB  

0,35 
                       

4.955.978.791,1
8  

      
                                                   
-    

  
                    

1.353.231.078,0
0  

                         
-    

                       
1.353.231.078,
00  

  
                                   

250.000.000
,00  

      
               

6,14  
                     
-    

                         
1.353.231.078,00  

                               
-    

                           
27,31  

      
Rasio bangunan 

ber- IMB per satuan 
bangunan 

0         
                                                   
-    

  
                       
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Program Pemanfaatan 
Ruang 

Luasan RTH publik 
sebesar 20% dari 

luas wilayah 
kota/kawasan 

perkotaan (persen) 

35 
                       

4.546.451.131,9
7  

      
                                                   
-    

  
                        

273.212.800,00  
                         
-    

                          
273.212.800,0
0  

            
                     
-    

                             
273.212.800,00  

    

    
Program Pengendalian 
Pemanfaatan Ruang 

 Ruang publik yang 
berubah 

peruntukannya  
0 

                       
3.831.513.015,0

3  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

      
Persentse Ketaatan 

terhadap RTRW  
100         

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Program Pembangunan 
Wilayah Strategis Dan 
Cepat Tumbuh 

                          
               
2  

              
1.690.050.1

80,00  
            

  4 
Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Pemukiman 

  

  
                    

59.882.470.657,
70  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    

Program Rutin Dinas 
Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan 
Pertanahan   

  
                       

9.474.205.277,0
0  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

100% 
                       

4.175.365.342,4
3  

      
                     

1.872.080.709,
00  

  
                    

1.485.657.639,0
0  

                         
-    

                       
3.357.738.348,
00  

        
57.0
90  

                                
2.540.460.0

00,00  

     
13.9
46  

                
671.567.761

,00  
  

                                             
-    

     
57.090

,00  

                         
4.029.306.109,00  

         
5.709.0
00,00  

                           
96,50  

    
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya 
sarana dan 

prasarna aparatur 
100% 

                       
4.536.943.372,0

9  
      

                         
210.690.668,0

0  
  

                        
254.780.000,00  

                         
-    

                          
465.470.668,0
0  

                 
19  

                                   
653.000.000

,00  
  

                  
162.500.000

,00  
  

                                             
-    

              
19,00  

                             
627.970.668,00  

                  
1.900,0

0  

                           
13,84  

    
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Meningkatnya 
disiplin aparatur 

100% 
                          

146.353.012,00  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program fasilitas 
pindah/purna tugas 
PNS 

Tersedianya 
fasilitas 

pindah/purna tugas 
PNS 

0% 
                                                     
-    

      
                                                   
-    

  
                                           
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Program peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 

100% 
                          

408.927.533,54  
      

                         
271.979.210,0

0  
  

                        
112.288.697,00  

                         
-    

                          
384.267.907,0
0  

          
                                             
-    

                     
-    

                             
384.267.907,00  

                               
-    

                           
93,97  

    

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya dan 
mengembangnya 

pengelolaan 
keuangan daerah 

100% 
                             

77.481.006,35  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    
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Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Meningkatnya 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keunagan 

100% 
                          

129.135.010,59  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program Urusan Wajib 
Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Pemukiman   

  
                    

50.408.265.380,
69  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program 
Pengembangan 
Perumahan 

Rasio rumah layak 
huni  

0,64 
                    

14.850.034.727,
44  

      
                     

8.298.662.000,
00  

  
                    

3.171.325.000,0
0  

                         
-    

                    
11.469.987.00
0,00  

              
210  

                                
8.936.979.0

00,00  
  

                    
28.500.000,

00  
  

                          
-    

           
210,00  

                       
11.498.487.000,0

0  

               
32.812,

50  

                           
77,43  

    
Program Lingkungan 
Sehat Perumahan 

Persentase 
pemukiman yang 
tertata (persen) 

60 
                       

8.116.923.516,6
3  

      
                   

22.117.759.79
8,00  

  
                                                  
-    

                         
-    

                    
22.117.759.79
8,00  

                 
53  

                                
8.760.000.0

00,00  

               
5  

                  
569.900.000

,00  
    

              
53,00  

                       
22.687.659.798,0

0  

                        
88,33  

                         
279,51  

    
Program 
Pemberdayaan 
komunitas Perumahan 

Terseleggaranya 
pemberdayaan 

komunitas 
perumahan 
(kecamatan) 

12 
                       

3.358.107.738,0
7  

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program perbaikan 
perumahan akibat 
bencana alam/sosial 

Persentase 
perbaikan 

perumahan akiat 
bencana 

alam/sosial 
(kecamatan 

12 
                       

5.886.565.329,0
9  

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program peningkatan 
kesiagaan dan 
pencegahan bahaya 
kebakaran 

Terseleggaranya 
kesiapsiagaan dan 

pencegahan 
bahaya kebakaran 

(kecamatan) 

12 
                       

4.961.738.866,4
7  

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program pengelolaan 
areal pemakaman 

Terselenggaranya 
pengelolaan areal 

pemakaman 
(kecamatan) 

12 
                       

2.873.247.262,5
2  

      
                                                   
-    

  
                           
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program Penyediaan 
Air Minum dan Sanitasi 
Berbasis Masyarakat 

Tersedianya air 
minum dan sanitasi 

berbasis 
masyarakat 

(Persen) 

100 
                    

10.361.647.940,
47  

      
                                                   
-    

  
                     
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program pembinaan 
dan pengembangan 
bidang 
ketenagalistrikan 

            
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                       
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Program Pelayanan 
Penerangan Jalan 
Umum 

            
                         

605.560.507,0
0  

  
                                       
-    

                         
-    

                          
605.560.507,0
0  

            
                     
-    

                             
605.560.507,00  

    

    
Program 
Pengembangan Sistem 
Pendaftaran Tanah 

                      
                   
1  

                                   
100.000.000

,00  
                

  5 

Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum serta 
Perlindungan  
Masyarakat   

  
                    

33.176.607.069,
32  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Rutin Satuan 
Polisi Pamong Praja 

  
  

                       
8.804.425.022,0

7  
            

                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

100% 
                       

3.766.437.808,9
0  

  
        

2.311.714.757,00  
  

                     
2.743.408.365,

00  
  

                    
3.319.596.829,0

0  

                         
-    

                       
8.374.719.951,
00  

           
7.20

1  

                                
3.468.974.0

00,00  

       
1.94

5  

              
1.506.777.9

50,00  
  

                                     
45,91  

        
7.201,

00  

                         
9.881.497.901,00  

             
720.100

,00  

                         
262,36  

    
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya 
sarana dan 

prasarna aparatur 
100% 

                       
4.089.275.335,3

7  
  

           
377.061.000,00  

  
                         

478.315.000,0
0  

  
                        

390.963.000,00  
                         
-    

                       
1.246.339.000,
00  

                 
30  

                                   
253.300.000

,00  

               
7  

                    
42.830.000,

00  
  

                                        
1,84  

              
30,00  

                         
1.289.169.000,00  

                  
3.000,0

0  

                           
31,53  

    
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Meningkatnya 
disiplin aparatur 

100% 
                          

182.510.814,97  
  

              
82.571.500,00  

  
                         

111.640.000,0
0  

  
                        

786.950.300,00  
                         
-    

                          
981.161.800,0
0  

   -     -    
                                     

74,16  
                     
-    

                             
981.161.800,00  

                               
-    

                         
537,59  

    
Program fasilitas 
pindah/purna tugas 
PNS 

Tersedianya 
fasilitas 

pindah/purna tugas 
0% 

                                                
-    

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

   -     -      
                     
-    

                                                        
-    
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PNS 

    
Program peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 

100% 
                          

559.585.045,89  
      

                           
59.568.700,00  

  
                          

25.297.600,00  
                         
-    

                             
84.866.300,00  

            
6  

                                   
150.000.000

,00  
 -   -    

                                             
-    

                
6,00  

                               
84.866.300,00  

                     
600,00  

                           
15,17  

    

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya dan 
mengembangnya 

pengelolaan 
keuangan daerah 

100% 
                             

77.481.006,35  
  

              
21.791.500,00  

  
                              

8.934.900,00  
  

                             
6.488.900,00  

                         
-    

                             
37.215.300,00  

                   
1  

                                        
6.461.000,0

0  

               
1  

                      
1.500.000,0

0  
    

                
1,00  

                               
38.715.300,00  

                     
100,00  

                           
49,97  

    

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Meningkatnya 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keunagan 

100% 
                          

129.135.010,59  
      

                                                   
-    

    
                         
-    

                                                   
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program Urusan Wajib 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum serta 
Perlindungan 
Masyarakat   

  
                    

24.372.182.047,
24  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    

Program peningkatan 
keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan 

Cakupan 
peningkatan 

keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan 
(kecamatan) 

12 
                       

1.107.826.456,6
9  

  
           

120.580.000,00  
  

                           
71.162.000,00  

  
                        

329.318.850,00  
                         
-    

                          
521.060.850,0
0  

                   
4  

                                      
21.400.000,

00  
 -   -    

                                     
65,83  

                
4,00  

                             
521.060.850,00  

                        
33,33  

                           
47,03  

    

Program pemeliharaan 
kantrantibmas dan 
pencegahan tindak 
kriminal 

Cakupan 
pemeliharaan 

kantantibmas dan 
pencegahan tindak 

kriminal 
(kecamatan) 

12 
                       

1.661.739.685,0
4  

  
           

203.100.000,00  
  

                         
524.582.000,0

0  
  

                        
347.182.900,00  

                         
-    

                       
1.074.864.900,
00  

                   
6  

                                   
411.068.000

,00  

               
6  

                    
91.445.000,

00  
  

                                        
5,67  

                
6,00  

                         
1.166.309.900,00  

                        
50,00  

                           
70,19  

    
Program 
pengembangan 
wawasan kebangsaan 

Cakupan 
pengembangan 

wawasan 
kebangsaan 
(kecamatan) 

12 
                       

2.215.652.913,3
9  

  
           

120.515.000,00  
  

                           
96.446.088,00  

  
                        

144.106.000,00  
                         
-    

                          
361.067.088,0
0  

                   
1  

                                   
100.000.000

,00  
 -   -    

                                     
97,38  

                
1,00  

                             
361.067.088,00  

                          
8,33  

                           
16,30  

    
Program kemitraan 
pengembangan 
wawasan kebangsaan 

Cakupan 
pelaksanaan 

pengembangan 
wawasan 

kebangsaan 

12 
                       

2.769.566.141,7
3  

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                 
-    

                                                     
-    

   -          
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program 
pemberdayaan 
masyarakat untuk 
menjaga ketertiban dan 
keamanan 

Cakupan 
pembedayaan 

masyarakat untuk 
menjaga ketertiban 

dan keamanan 

12 
                       

3.323.479.370,0
8  

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

   -          
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program peningkatan 
pemberantasan 
penyakit masyarakat 
(pekat) 

Cakupan 
peningkatan 

pemberantasan 
penyakit 

masyarakat 
(kecamatan) 

12 
                       

3.877.392.598,4
3  

      
                                                   
-    

  
                          

35.550.000,00  
                         
-    

                             
35.550.000,00  

                   
2  

                                      
10.000.000,

00  

               
2  

                          
750.000,00  

  
                                     

30,21  
                

2,00  
                               

36.300.000,00  
                        

16,67  
                             

0,94  

    
Program pendidikan 
politik masyarakat 

Cakupan 
pelaksanaan 

pengembangan 
wawasan 

kebangsaan 
(kecamatan) 

12 
                       

4.431.305.826,7
7  

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                
-    

                                                     
-    

   -   -   -      
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program pencegahan 
dini dan 
penanggulangan 
korban bencana alam 

Cakupan 
pencegahan dini 

dan 
penanggulangan 
korban bencana 

alam (kecamatan) 

12 
                       

4.985.219.055,1
2  

  
           

148.523.000,00  
  

                                                   
-    

  
                             

7.600.000,00  
                         
-    

                          
156.123.000,0
0  

                   
7  

                                
1.542.439.0

00,00  
 -   -    

                                     
10,71  

                
7,00  

                             
156.123.000,00  

                        
58,33  

                             
3,13  

    
Program Rutin Badan 
Kesatuan Bangsa dan 
Politik   

                
                         
-    

                                                     
-    
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Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

          
                     

1.115.259.600,
00  

  
                    

1.169.329.000,0
0  

                         
-    

                       
2.284.588.600,
00  

        
25.3
16  

                                   
860.269.000

,00  

     
10.4
48  

                  
345.035.500

,00  
    

     
25.316

,00  

                         
2.629.624.100,00  

    

    
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya 
sarana dan 

prasarna aparatur 
          

                         
303.717.000,0

0  
  

                        
186.270.000,00  

                         
-    

                          
489.987.000,0
0  

                 
20  

                                   
162.000.000

,00  

               
9  

                      
3.520.000,0

0  
    

              
20,00  

                             
493.507.000,00  

    

    
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Meningkatnya 
disiplin aparatur 

          
                           

20.000.000,00  
  

                                                  
-    

                         
-    

                             
20.000.000,00  

            
                     
-    

                               
20.000.000,00  

    

    
Program fasilitas 
pindah/purna tugas 
PNS 

Tersedianya 
fasilitas 

pindah/purna tugas 
PNS 

          
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Program peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 

          
                         

299.238.000,0
0  

  
                        

158.810.400,00  
                         
-    

                          
458.048.400,0
0  

            
                     
-    

                             
458.048.400,00  

    

    

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya dan 
mengembangnya 

pengelolaan 
keuangan daerah 

          
                           

18.800.000,00  
  

                             
4.050.000,00  

                         
-    

                             
22.850.000,00  

                 
12  

                                        
5.000.000,0

0  

               
6  

                      
2.400.000,0

0  
  

                                     
41,61  

              
12,00  

                               
25.250.000,00  

    

    

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Meningkatnya 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keunagan 

          
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    

Program Urusan Wajib 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum serta 
Perlindungan 
Masyarakat   

                
                         
-    

                                                     
-    

                    

    

Program pemeliharaan 
kantrantibmas dan 
pencegahan tindak 
kriminal 

            
                         

129.346.000,0
0  

  
                                                  
-    

                         
-    

                          
129.346.000,0
0  

            
                     
-    

                             
129.346.000,00  

    

    
Program 
pengembangan 
wawasan kebangsaan 

            
                                    
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

  
                                      

50.000.000,
00  

        
                     
-    

                                                        
-    

    

    

Program peningkatan 
keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan 

            
                         

708.973.500,0
0  

  
                        

455.604.000,00  
                         
-    

                       
1.164.577.500,
00  

           
2.83

4  

                                   
415.000.000

,00  

       
1.20

3  

                  
118.127.000

,00  
  

                               
1.245,01  

        
2.834,

00  

                         
1.282.704.500,00  

    

    
Program kemitraan 
pengembangan 
wawasan kebangsaan 

            
                                                   
-    

  
                        

146.000.000,00  
                         
-    

                          
146.000.000,0
0  

  
                                   

239.729.000
,00  

        
                     
-    

                             
146.000.000,00  

    

    

Program 
pemberdayaan 
masyarakat untuk 
menjaga ketertiban dan 
keamanan 

            
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Program Peningkatan 
Pemberantasan 
Penyakit Masyarakat 

            
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

  
                                 

50.000.000,
00  

        
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Program Pendidikan 
Politik Masyarakat 

            
                                                   
-    

  
                        

355.663.000,00  
                         
-    

                          
355.663.000,0
0  

  
                                   

200.000.000
,00  

        
                     
-    

                             
355.663.000,00  

    

    
Program Pendidikan 
Organisasi Masyarakat 

            
                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

  6 Sosial 
  

  
                    

37.092.480.939,
14  

            
          
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Rutin Dinas 
Sosial 

    
                       

6.671.975.547,1
9  

            
                         
-    

                                                     
-    
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Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

100% 
                       

2.789.316.228,7
6  

  
           

599.690.000,00  
  

                         
602.933.227,0

0  
  

                        
798.025.750,00  

                         
-    

                       
2.000.648.977,
00  

  
                                   

895.161.000
,00  

  
                 

385.304.250
,00  

  
                                     

50,85  
                     
-    

                         
2.385.953.227,00  

                               
-    

                           
85,54  

    
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya 
sarana dan 

prasarna aparatur 
100% 

                       
3.228.375.264,7

7  
  

           
485.000.000,00  

  
                         

293.739.000,0
0  

  
                        

459.021.500,00  
                         
-    

                       
1.237.760.500,
00  

  
                                   

396.100.000
,00  

  
                  

136.593.000
,00  

  
                                     

62,17  
                     
-    

                         
1.374.353.500,00  

                               
-    

                           
42,57  

    
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Meningkatnya 
disiplin aparatur 

100% 
                          

146.353.012,00  
      

                           
38.101.000,00  

  
                                                  
-    

                         
-    

                             
38.101.000,00  

            
                     
-    

                               
38.101.000,00  

                               
-    

                           
26,03  

    
Program fasilitas 
pindah/purna tugas 
PNS 

Tersedianya 
fasilitas 

pindah/purna tugas 
PNS 

0% 
                                                     
-    

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

           
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Program peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 

100% 
                          

301.315.024,71  
  

              
50.000.000,00  

  
                           

34.247.000,00  
  

                                                  
-    

                         
-    

                             
84.247.000,00  

  
                                      

30.000.000,
00  

        
                     
-    

                               
84.247.000,00  

                               
-    

                           
27,96  

    

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya dan 
mengembangnya 

pengelolaan 
keuangan daerah 

100% 
                             

77.481.006,35  
      

                                                   
-    

  
                             

6.000.000,00  
                         
-    

                               
6.000.000,00  

  
                                    

6.600.000,0
0  

  
                      

2.700.000,0
0  

  
                                     

55,00  
                     
-    

                                  
8.700.000,00  

                               
-    

                           
11,23  

    

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Meningkatnya 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keunagan 

100% 
                          

129.135.010,59  
  

              
10.000.000,00  

  
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                        
-    

                             
10.000.000,00  

            
                     
-    

                               
10.000.000,00  

                               
-    

                             
7,74  

    
Program Urusan Wajib 
Sosial 

  
  

                    
30.420.505.391,

95  
            

                         
-    

                                                     
-    

                    

    

Program 
Pemberdayaan Fakir 
Miskin, Komunitas Adat 
Terpencil (KAT) dan 
Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya 

Cakupan 
Pemberdayaan 

Fakir Miskin, 
Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) dan 
Penyandang 

Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) 

Lainnya 
(kecamatan) 

12 
                       

8.511.995.015,2
2  

  
              

60.000.000,00  
  

                                                
-    

  
                        

138.885.600,00  
                         
-    

                          
198.885.600,0
0  

  
                                   

290.000.000
,00  

  
                      

8.626.900,0
0  

  
                                     

52,99  
                     
-    

                             
207.512.500,00  

                               
-    

                             
2,44  

    
Program Pelayanan 
dan Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial 

Cakupan 
Pelayanan dan 

Rehabilitasi 
Kesejahteraan 

Sosial (kecamatan) 

12 
                       

5.836.283.502,0
0  

  
           

269.000.000,00  
  

                           
53.501.000,00  

  
                          

76.000.000,00  
                         
-    

                          
398.501.000,0
0  

  
                         

40.000.000,
00  

  
                      

6.150.000,0
0  

  
                                     

16,48  
                     
-    

                             
404.651.000,00  

                               
-    

                             
6,93  

    
Program pembinaan 
Anak Terlantar 

Cakupan 
pembinaan Anak 

Terlantar 
(kecamatan) 

12 
                     

4.004.588.372,1
4  

  
              

60.000.000,00  
  

                              
3.734.000,00  

  
                                                  
-    

                         
-    

                             
63.734.000,00  

            
                     
-    

                               
63.734.000,00  

                               
-    

                             
1,59  

    
Program pembinaan 
para penyandang cacat 
dan trauma 

Cakupan 
pembinaan para 

penyandang cacat 
dan trauma 
(kecamatan) 

12 
                       

4.094.377.349,0
9  

      
                                                   
-    

  
                          

32.599.800,00  
                         
-    

                             
32.599.800,00  

  
                                      

65.000.000,
00  

  
                      

8.000.000,0
0  

  
                                             
-    

                     
-    

                               
40.599.800,00  

                               
-    

                             
0,99  

    
Program pembinaan 
panti asuhan/ panti 
jompo 

Cakupan 
pembinaan panti 

asuhan/ panti 
jompo (jumlah 
panti jompo) 

1 
                       

2.244.724.423,8
5  

      
                                                   
-    

  
                          

24.988.000,00  
                         
-    

                             
24.988.000,00  

  
                                      

25.000.000,
00  

      
                                     

36,00  
                     
-    

                               
24.988.000,00  

                               
-    

                             
1,11  

    

Program pembinaan 
eks penyandang 
penyakit sosial (eks 
narapidana, PSK, 
narkoba dan penyakit 
sosial lainnya) 

Cakupan 
pembinaan eks 

penyandang 
penyakit sosial (eks 
narapidana, PSK, 

narkoba dan 
penyakit sosial 
lainnya) (orang) 

250 
                       

3.124.656.397,9
9  

  
              

95.000.000,00  
  

                           
46.294.000,00  

  
                          

24.622.400,00  
                         
-    

                          
165.916.400,0
0  

          
                                             
-    

                     
-    

                             
165.916.400,00  

                               
-    

                             
5,31  
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Program 
Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial 

Cakupan 
Pemberdayaan 
Kelembagaan 
Kesejahteraan 

Sosial (kecamatan) 

12 
                       

2.603.880.331,6
6  

  
           

315.000.000,00  
  

                           
99.978.000,00  

  
                          

33.910.000,00  
                         
-    

                          
448.888.000,0
0  

          
                                             
-    

                     
-    

                             
448.888.000,00  

                               
-    

                           
17,24  

    
Program 
Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

            
                           

21.608.000,00  
  

                          
18.785.000,00  

                         
-    

                             
40.393.000,00  

  
                                      

25.000.000,
00  

      
                                             
-    

                     
-    

                               
40.393.000,00  

    

    
Program 
Penanggulangan 
Bencana 

        
           

110.000.000,00  
  

                           
62.031.042,00  

  
                          

96.294.650,00  
                         
-    

                          
268.325.692,0
0  

  
                                      

10.000.000,
00  

      
                                      
-    

                     
-    

                             
268.325.692,00  

    

    
Program Peningkatan  
Ketahan Pangan  
(Pertanian/Perkebunan) 

                
                        

466.521.450,00  
                  
-    

                          
466.521.450,0
0  

              
                             

466.521.450,00  
    

    
 Program Perlindungan 
dan Jaminan Sosial  

            
                         

199.860.000,0
0  

  
                        

340.739.500,00  
                         
-    

                          
540.599.500,0
0  

  
                                   

570.000.000
,00  

  
                  

118.569.000
,00  

      
                             

659.168.500,00  
    

  II 
Urusan Wajib yang 
Tidak Berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar   

                
                         
-    

                                                     
-    

                    

  1 Ketenagakerjaan     
                    

15.178.404.754,
75  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Rutin Dinas 
Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi   

  
                       

7.756.709.636,1
5  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

100% 
                       

3.658.825.300,0
7  

      
                         

559.673.811,0
0  

  
                        

558.859.750,00  
                         
-    

                       
1.118.533.561,
00  

        
27.7
62  

                                   
786.055.000

,00  

       
7.08

3  

                  
253.523.980

,00  
  

                                     
39,96  

     
27.762

,00  

                         
1.372.057.541,00  

         
2.776.2
00,00  

                           
37,50  

    
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya 
sarana dan 

prasarna aparatur 
100% 

                       
3.228.375.264,7

7  
      

                         
137.758.000,0

0  
  

                          
20.550.000,00  

                         
-    

                          
158.308.000,0
0  

                 
27  

                                   
257.500.000

,00  
 -   -    

            
-    

              
27,00  

                             
158.308.000,00  

                  
2.700,0

0  

                             
4,90  

    
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Meningkatnya 
disiplin aparatur 

100% 
                          

146.353.012,00  
      

                           
12.800.000,00  

  
                          

56.620.000,00  
                         
-    

                             
69.420.000,00  

 -   -   -   -        
                               

69.420.000,00  
                               
-    

                           
47,43  

    
Program fasilitas 
pindah/purna tugas 
PNS 

Tersedianya 
fasilitas 

pindah/purna tugas 
PNS 

0% 
                                                     
-    

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

           
-    

                                                     
-    

 -   -   -   -        
                                                        
-    

    

    
Program peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 

100% 
                          

516.540.042,36  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

 -   -   -   -        
                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya dan 
mengembangnya 

pengelolaan 
keuangan daerah 

100% 
                             

77.481.006,35  
      

                              
6.600.000,00  

  
                             

5.728.500,00  
                         
-    

                             
12.328.500,00  

 -   -   -   -    
                                 

44,83  
  

                               
12.328.500,00  

                               
-    

                           
15,91  

    

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Meningkatnya 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keunagan 

100% 
                          

129.135.010,59  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

 -   -   -   -        
                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program Urusan Wajib 
Tenaga Kerja 

  
  

                       
7.421.695.118,6

0  
            

                         
-    

                                                     
-    

                    

    Tenaga Kerja 

Besaran pencari 
kerja yang terdaftar 
yang ditempatkan 

(orang) 

3756 
                                                   
-    

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

  

    

Program Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas Tenaga 
Kerja 

Besaran tenaga 
kerja yang 

mendapatkan 
pelatihan berbasis 
kompetensi (orang) 

1000 
                       

7.421.695.118,6
0  

      
                         

122.444.494,0
0  

  
                        

557.180.298,00  
                         
-    

                          
679.624.792,0
0  

                   
6  

                                
1.117.875.0

00,00  

               
1  

                    
45.266.500,

00  
  

                                        
6,28  

                
6,00  

                             
724.891.292,00  

                          
0,60  

                             
9,77  

    
Program Peningkatan 
Kesempatan Kerja 

Besaran tenaga 
kerja yang 

mendapatkan 
pelatihan 

kewirausahaan 

1300 
                    

11.488.692.134,
05  

      
                           

61.021.360,00  
  

                        
125.209.596,00  

                       
-    

                          
186.230.956,0
0  

                   
2  

                                   
100.000.000

,00  

               
1  

                      
3.450.000,0

0  
  

                                     
50,39  

                
2,00  

                             
189.680.956,00  

                          
0,15  

                             
1,65  
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Program Perlindungan 
dan Pengembangan 
Lembaga 
Ketenagakerjaan 

            
                           

27.286.500,00  
  

                        
150.094.000,00  

                         
-    

                          
177.380.500,0
0  

                   
2  

                                   
100.000.000

,00  
 -   -      

                
2,00  

                             
177.380.500,00  

    

  2 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak   

  
                    

43.766.230.994,
83  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    

Program Rutin Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan, 
Perlindungan Anak, 
Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana   

  
                       

9.339.216.145,9
3  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

100% 
                       

3.228.375.264,7
7  

      
                     

1.283.734.000,
00  

  
                    

1.508.419.854,0
0  

                         
-    

                       
2.792.153.854,
00  

           
2.77

4  

                                
1.506.392.0

00,00  

       
1.77

9  

                  
718.249.000

,00  
  

                                             
-    

        
2.774,

00  

                         
3.510.402.854,00  

             
277.400

,00  

                         
108,74  

    
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya 
sarana dan 

prasarna aparatur 
100% 

                       
5.165.400.423,6

3  
      

                           
32.604.000,00  

  
                    

1.040.551.500,0
0  

                         
-    

                       
1.073.155.500,
00  

                 
12  

                                   
480.000.000

,00  

               
9  

                  
101.317.500

,00  
  

                                             
-    

              
12,00  

                         
1.174.473.000,00  

                  
1.200,0

0  

                           
22,74  

    
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Meningkatnya 
disiplin aparatur 

100% 
                          

173.213.094,21  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program fasilitas 
pindah/purna tugas 
PNS 

Tersedianya 
fasilitas 

pindah/purna tugas 
PNS 

0% 
                                                     
-    

      
                                                   
-    

  
                                           
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Program peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 

100% 
                          

565.611.346,39  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                   
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya dan 
mengembangnya 

pengelolaan 
keuangan daerah 

100% 
                             

77.481.006,35  
      

                           
11.822.000,00  

  
                             

6.400.000,00  
                         
-    

                             
18.222.000,00  

                 
12  

                        
7.500.000,0

0  

             
12  

                      
2.700.000,0

0  
    

              
12,00  

                               
20.922.000,00  

                  
1.200,0

0  

                           
27,00  

    

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Meningkatnya 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keunagan 

100% 
                          

129.135.010,59  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program Urusan Wajib 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak   

  
                    

34.427.014.848,
90  

            
                
-    

                                                     
-    

                    

    

Program keserasian 
kebijakan peningkatan 
kualitas Anak dan 
Perempuan 

Persentase 
partisipasi 

perempuan di 
lembaga 

pemerintah  

100 
                    

11.488.692.134,
05  

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

      

Cakupan 
perempuan dan 

anak korban 
kekerasan yang 
mendapatkan 
penanganan 

pengaduan oleh 
petugas terlatih di 

dalam unit 
pelayanan terpadu  

100         
                                                   
-    

  
                         
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

  

    

Program Penguatan 
Kelembagaan 
Pengarusutamaan 
Gender dan Anak 

Cakupan layanan 
rehabilitasi sosial 

yang diberikan 
oleh petugas 

rehabilitasi sosial 
terlatih bagi 

perempuan dan 
anak korban 

kekerasan di dalam 
unit pelayanan 

terpadu.  

100 
                       

7.375.740.350,0
6  

      
                                                   
-    

  
                          

54.650.000,00  
                         
-    

                             
54.650.000,00  

                   
2  

  
              
-    

                      
6.350.000,0

0  
  

               
-    

                
2,00  

                               
61.000.000,00  

                          
2,00  

                             
0,83  
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Program Peningkatan 
Kualitas Hidup dan 
Perlindungan 
Perempuan 

Rasio KDRT 0,01 
                       

6.341.758.058,0
0  

      
                           

39.780.000,00  
  

                                                  
-    

                         
-    

                             
39.780.000,00  

            
                     
-    

                               
39.780.000,00  

                               
-    

                             
0,63  

    

Program Peningkatan 
peran serta dan 
kesetaraan Gender 
dalam pembangunan 

Persentase 
partisipasi 

perempuan di 
lembaga 

pemerintah 

0,06 
                       

4.073.890.230,7
4  

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

      
Partisipasi 

perempuan di 
lembaga swasta 

19         
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

  

    

Program penguatan 
kelembagaan 
pengarusutamaan 
Gender dan Anak 

Cakupan 
penguatan 

kelembagaan 
pengarusutamaan 
Gender dan Anak 

100,00 
                       

5.146.934.076,0
6  

      
                           

43.959.000,00  
    

                         
-    

                             
43.959.000,00  

  
                                   

242.500.000
,00  

        
                     
-    

                               
43.959.000,00  

                               
-    

                             
0,85  

    
Program 
Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga 

            
                         

772.768.600,0
0  

  
                        

404.246.500,00  
                         
-    

                       
1.177.015.100,
00  

          
                          
-    

                     
-    

                         
1.177.015.100,00  

    

    
Program 
Pengembangan 
wawasan Kebangsaan 

            
                           

50.897.000,00  
  

                                         
-    

                         
-    

                             
50.897.000,00  

            
                     
-    

                               
50.897.000,00  

    

    

Program Perlindungan 
Hak Perempuan, 
Perlindungan Khusus 
Anak dan Pemenuhan 
Hak Anak 

            
                           

19.595.000,00  
  

                        
115.650.400,00  

                         
-    

                          
135.245.400,0
0  

              
                             

135.245.400,00  
    

    

Program 
Kependudukan 
Keluarga Berencana 
dan Pembangunan 
Keluarga 

                        
                                

5.119.420.0
00,00  

  
                    

81.300.000,
00  

            

  3 Pangan     
                    

42.235.256.008,
55  

            
                         
-    

                                             
-    

                    

    
Program Rutin Dinas 
Ketahanan Pangan   

  
                       

8.271.527.878,3
7  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

100% 
                       

3.977.358.326,1
9  

      
                         

693.760.000,0
0  

  
                        

602.648.410,00  
                         
-    

                       
1.296.408.410,
00  

  
                                   

737.755.000
,00  

  
                  

242.491.100
,00  

  
                                     

40,11  
                     
-    

                         
1.538.899.510,00  

                               
-    

                           
38,69  

    
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya 
sarana dan 

prasarna aparatur 
100% 

                       
3.443.600.282,4

2  
      

                         
202.650.490,0

0  
  

                        
119.290.000,00  

                         
-    

                          
321.940.490,0
0  

  
                                   

135.855.000
,00  

  
                    

47.000.000,
00  

  
                                     

53,44  
                     
-    

                             
368.940.490,00  

                               
-    

                           
10,71  

    
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Meningkatnya 
disiplin aparatur 

100% 
                          

148.935.712,21  
      

                           
24.000.000,00  

  
                                                  
-    

                         
-    

                             
24.000.000,00  

            
                     
-    

                               
24.000.000,00  

                               
-    

                           
16,11  

    
Program fasilitas 
pindah/purna tugas 
PNS 

Tersedianya 
fasilitas 

pindah/purna tugas 
PNS 

0% 
                                                     
-    

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

           
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Program peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 

100% 
                          

495.017.540,60  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya dan 
mengembangnya 

pengelolaan 
keuangan daerah 

100% 
                             

77.481.006,35  
      

                           
12.883.000,00  

  
                             

6.390.000,00  
                         
-    

                             
19.273.000,00  

  
                                        

7.500.000,0
0  

  
                      

3.000.000,0
0  

  
                                     

54,94  
                     
-    

                               
22.273.000,00  

                               
-    

                           
28,75  
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Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Meningkatnya 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keunagan 

100% 
                          

129.135.010,59  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program Urusan Wajib 
Pangan 

  
  

                    
33.963.728.130,

18  
            

                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Peningkatan 
Kesejahteraan Petani 

Cakupan 
peningaktan 

kesejahteraan 
petani (kecamatan) 

12 
                    

16.059.794.834,
72  

      
                         

227.542.700,0
0  

  
                                                  
-    

                         
-    

                          
227.542.700,0
0  

          
                                             
-    

                     
-    

                             
227.542.700,00  

                               
-    

                             
1,42  

    
Program Peningkatan 
Ketahanan Pangan 
pertanian/perkebunan 

Cakupan 
peningkatan 

ketahanan pangan 
pertanian/perkebun

an (kecamatan) 

12 
                       

9.177.025.619,8
4  

      
                         

694.261.500,0
0  

  
                              
-    

                         
-    

                          
694.261.500,0
0  

          
                                             
-    

                     
-    

                             
694.261.500,00  

                               
-    

                             
7,57  

    

Program peningkatan 
pemasaran hasil 
produksi 
pertanian/perkebunan 

Cakupan 
peningkatan 

pemasaran hasil 
produksi 

pertanian/perkebun
an (kecamatan) 

12 
                       

8.726.907.675,6
2  

      
                                                   
-    

  
                        

154.134.000,00  
                         
-    

                          
154.134.000,0
0  

          
                                             
-    

                     
-    

                             
154.134.000,00  

                               
-    

                             
1,77  

    
Program Peningkatan 
Penerapan Teknologi 
Pertanian/Perkebunan  

            
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    

Program 
Pengembangan 
Ketersediaan dan 
Penanganan Daerah 
Rawan Pangan 

                
                          

79.361.500,00  
           
-    

                             
79.361.500,00  

  
                                   

200.000.000
,00  

  
                    

14.800.000,
00  

  
                                     

23,83  
  

                               
94.161.500,00  

    

    

Program 
Pengembangan Sistem 
Distribusi dan Stabilitas 
Harga Pangan 
Masyarakat  

                
                        

238.500.000,00  
                         
-    

                          
238.500.000,0
0  

  
                                   

200.000.000
,00  

  
                    

71.300.000,
00  

  
                                     

44,38  
  

                             
309.800.000,00  

    

    

Program 
Pengembangan 
Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan 

                
                        

100.392.000,00  
                         
-    

                          
100.392.000,0
0  

  
                                   

300.000.000
,00  

  
                    

97.150.000,
00  

  
                                     

63,02  
  

                             
197.542.000,00  

    

    

Program Peningkatan 
Sertifikasi Mutu dan 
Pengawasan 
Keamanan Pangan 

                        
                                      

50.000.000,
00  

                

    

Program Peningkatan 
Sertifikasi Mutu dan 
Pengawasan 
Keamanan Pangan 

                                          

  4 Pertanahan 
  

  
                    

24.225.065.982,
14  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Urusan Wajib 
Pertanahan 

  

  
                    

24.225.065.982,
14  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program pembangunan 
sistem pendaftaran 
tanah 

Persentase luas 
tanah bersertifikat 

(kecamatan) 
12 

                       
4.040.503.962,9

2  
      

                                                   
-    

    
                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program Penataan 
penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan 
pemanfaatan tanah 

Penyelesaian izin 
lokasi (kecamatan) 

12 
                    

11.026.086.369,
93  

      
                           

99.439.000,00  
  

                    
6.513.673.000,0

0  

              
-    

                       
6.613.112.000,
00  

  
                                

5.100.000.0
00,00  

      
                                             
-    

                     
-    

                         
6.613.112.000,00  

                               
-    

                           
59,98  

    
Program Penyelesaian 
konflik-konflik 
pertanahan 

Penyelesaian kasus 
tanah negara 
(kecamatan) 

12 
                       

7.057.413.588,5
7  

      
                                                   
-    

    
                         
-    

                                             
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    
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Program 
Pengembangan Sistem 
Informasi Pertanahan 

Sistem informasi 
pertanahan (paket) 

1 
                       

2.101.062.060,7
2  

      
                                                   
-    

  
                        

301.368.800,00  
                         
-    

                          
301.368.800,0
0  

          
                                             
-    

                     
-    

                             
301.368.800,00  

                               
-    

                           
14,34  

  5 Lingkungan Hidup 
  

  
                    

68.811.400.062,
61  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Ptogram Rutin Dinas 
Lingkungan Hidup 

  
  

                       
8.634.827.708,1

6  
            

                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

100% 
                       

4.175.365.342,4
3  

          
100,
00  

        
1.141.637.292,00  

  
                     

1.116.460.522,
00  

  
                        

985.622.751,00  

                
10
0,0
0  

                       
3.243.720.565,
00  

           
4.31

5  

                                   
714.282.000

,00  

           
508  

                  
214.396.490

,00  
  

                                     
20,71  

        
4.315,

00  

                         
3.458.117.055,00  

             
431.500

,00  

                           
82,82  

    
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya 
sarana dan 

prasarna aparatur 
100% 

                       
3.719.088.305,0

1  
  

           
558.764.600,00  

  
                         

351.239.250,0
0  

  
                        

388.189.800,00  
                         
-    

                       
1.298.193.650,
00  

              
100  

               
460.700.000

,00  

               
5  

                    
70.700.000,

00  
  

                                             
-    

           
100,00  

                         
1.368.893.650,00  

               
10.000,

00  

                           
36,81  

    
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Meningkatnya 
disiplin aparatur 

100% 
                          

146.353.012,00  
      

                           
11.248.875,00  

  
                                                  
-    

                         
-    

                             
11.248.875,00  

            
                     
-    

                               
11.248.875,00  

                               
-    

                             
7,69  

    
Program fasilitas 
pindah/purna tugas 
PNS 

Tersedianya 
fasilitas 

pindah/purna tugas 
PNS 

0% 
                                                     
-    

      
                                                   
-    

  
                                    
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Program peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 

100% 
                          

387.405.031,77  
  

           
114.701.900,00  

  
                           

59.806.000,00  
  

                          
80.071.900,00  

                         
-    

                          
254.579.800,0
0  

            
3  

                                      
76.150.000,

00  
      

                                             
-    

                
3,00  

                             
254.579.800,00  

                     
300,00  

                           
65,71  

    

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya dan 
mengembangnya 

pengelolaan 
keuangan daerah 

100% 
                             

77.481.006,35  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                  
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Meningkatnya 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keunagan 

100% 
                          

129.135.010,59  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program Urusan Wajib 
Lingkungan Hidup 

  
  

                    
60.176.572.354,

45  
            

                         
-    

                                                     
-    

                    

    

Program 
Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan 
Persampahan 

Cakupan 
pengembangan 

kinerja 
pengelolaan 

persampahan 
(kecamatan) 

12 
                    

12.983.486.067,
52  

      
                         

680.358.000,0
0  

  
                    

1.884.970.280,0
0  

                         
-    

                       
2.565.328.280,
00  

                   
6  

                                
3.031.584.0

00,00  

               
3  

                  
904.500.000

,00  
  

                                        
6,49  

                
6,00  

                         
3.469.828.280,00  

                        
50,00  

                           
26,72  

    

Program Pengendalian 
Pencemaran dan 
Perusakan Lingkungan 
Hidup 

Cakupan 
Pengendalian 

Pencemaran dan 
Perusakan 

Lingkungan Hidup 
(kecamatan) 

12 
                       

6.734.173.271,5
4  

      
                         

121.598.600,0
0  

  
                        

114.069.900,00  
                         
-    

                          
235.668.500,0
0  

             
14  

                                   
300.850.000

,00  

               
1  

                    
60.930.000,

00  
  

                                             
-    

              
14,00  

                             
296.598.500,00  

                     
116,67  

                             
4,40  

    
Program Perlindungan 
dan Konservasi Sumber 
Daya Alam 

Cakupan 
Perlindungan dan 

Konservasi Sumber 
Daya Alam 

(kecamatan) 

12 
                       

5.387.338.617,2
3  

  
              

32.930.000,00  
  

                                                   
-    

  
                        

100.251.000,00  
                         
-    

                          
133.181.000,0
0  

                   
2  

                                   
190.000.000

,00  
      

                                             
-    

                
2,00  

                             
133.181.000,00  

                        
16,67  

                             
2,47  

    

Program  Rehabilitasi 
dan Pemulihan 
Cadangan Sumber 
daya Alam 

Cakupan  
Rehabilitasi dan 

Pemulihan 
Cadangan Sumber 

daya Alam 
(cakupan) 

12 
                       

7.183.118.156,3
1  

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program Peningkatan 
Kualitas dan Akses 
Informasi Sumber Daya 
Alam dan Lingkungan 
Hidup 

Cakupan 
Peningkatan 

Kualitas dan Akses 
Informasi Sumber 
Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup 
(kecamatan) 

12 
                    

11.151.790.937,
66  

  
           

263.269.000,00  
  

                         
651.532.500,0

0  
  

                        
604.755.426,00  

                         
-    

                       
1.519.556.926,
00  

                   
4  

                                   
725.028.000

,00  
      

                  
1,98  

                
4,00  

                         
1.519.556.926,00  

                        
33,33  

                           
13,63  

    
Program Peningkatan 
Pengendalian Polusi 

Cakupan 
Peningkatan 

Pengendalian 
Polusi (kecamatan) 

12 
                       

3.986.630.576,7
5  

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    
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Program 
pengembangan 
ekowisata dan jasa 
lingkungan di kawasan-
kawasan konservasi 
laut dan hutan 

Cakupan 
pengembangan 

ekowisata dan jasa 
lingkungan di 

kawasan-kawasan 
konservasi laut dan 
hutan (kecamatan) 

12 
                     

6.464.806.340,6
7  

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    
Program Pengendalian 
kebakaran hutan 

Cakupan Program 
Pengendalian 

kebakaran hutan 
(kecamatan) 

0 
                                                     
-    

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    

Program Pengelolaan 
dan rehabilitasi 
ekosistem pesisir dan 
laut 

Cakupan 
Pengelolaan dan 

rehabilitasi 
ekosistem pesisir 

dan laut 
(kecamatan) 

0 
                                                     
-    

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

    

    
Program Pengelolaan 
ruang terbuka hijau 
(RTH) 

Cakupan 
Pengelolaan ruang 
terbuka hijau (RTH) 

(Kecamatan) 

  
                       

6.285.228.386,7
7  

      
                         

897.475.200,0
0  

    
                         
-    

                          
897.475.200,0
0  

            
                     
-    

                             
897.475.200,00  

  
                           

14,28  

    
Program Penanaman  
Pohon pada lahan di 
Luar Kawasan 

            
                                                   
-    

  
                        

251.737.255,00  
                         
-    

                          
251.737.255,0
0  

              
                             

251.737.255,00  
    

  6 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan sipil   

  
                    

16.614.433.796,
91  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Rutin Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan sipil   

  
                       

7.793.728.339,1
8  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

100% 
                       

3.228.375.264,7
7  

      
                     

1.207.599.357,
00  

  
                    

1.079.645.732,0
0  

                         
-    

                       
2.287.245.089,
00  

        
27.8
16  

                                   
539.186.000

,00  

       
6.86

4  

                  
172.702.600

,00  
  

                                             
-    

     
27.816

,00  

                         
2.459.947.689,00  

         
2.781.6
00,00  

                           
76,20  

    
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 
aparatur 

Tersedianya 
sarana dan 

prasarna aparatur 
100% 

                       
3.572.735.293,0

1  
      

                         
239.800.000,0

0  
  

                        
664.697.000,00  

                         
-    

                          
904.497.000,0
0  

                 
24  

                                   
590.000.000

,00  
   -    

            
-    

              
24,00  

                             
904.497.000,00  

                  
2.400,0

0  

                           
25,32  

    
Program peningkatan 
disiplin aparatur 

Meningkatnya 
disiplin aparatur 

100% 
                          

140.326.711,51  
      

                           
27.500.000,00  

  
                                                  
-    

                         
-    

                             
27.500.000,00  

       -      
                     
-    

                               
27.500.000,00  

                               
-    

                           
19,60  

    
Program fasilitas 
pindah/purna tugas 
PNS 

Tersedianya 
fasilitas 

pindah/purna tugas 
PNS 

0% 
                                                     
-    

      
                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                          
8,00  

  

    
Program peningkatan 
kapasitas sumber daya 
aparatur 

Meningkatnya 
kapasitas SDM 

100% 
                          

645.675.052,95  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program Peningkatan 
dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Meningkatnya dan 
mengembangnya 

pengelolaan 
keuangan daerah 

100% 
                             

77.481.006,35  
      

                           
11.374.000,00  

  
                          

11.318.000,00  
                         
-    

                             
22.692.000,00  

                   
2  

                                        
7.500.000,0

0  

               
2  

                      
3.000.000,0

0  
  

                                             
-    

                
2,00  

                               
25.692.000,00  

                     
200,00  

                           
33,16  

    

Program peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan  

Meningkatnya 
sistem pelaporan 
capaian kinerja 
dan keunagan 

100% 
                          

129.135.010,59  
      

                                                   
-    

  
                                                  
-    

                         
-    

                                                     
-    

            
                     
-    

                                                        
-    

                               
-    

                                  
-    

    

Program Urusan Wajib 
Administrasi 
Kependudukan dan 
Pencatatan sipil   

  
                       

8.820.705.457,7
2  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 

Cakupan penataan 
administrasi 

kependudukan 
100% 

                       
8.820.705.457,7

2  
      

                         
921.793.391,0

0  
  

                        
929.500.709,00  

                         
-    

                       
1.851.294.100,
00  

        
11.1
95  

                                
1.082.704.6

09,00  
   -    

            
-    

     
11.195

,00  

                         
1.851.294.100,00  

         
1.119.5
00,00  

                           
20,99  

  7 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 

    
                    

32.096.867.013,
34  

            
                         
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Rutin Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa   

  
                       

7.027.527.276,3
5  

            
                     
-    

                                                     
-    

                    

    
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

Meningkatnya 
kegiatan 

administrasi 
perkantoran 

100% 
                       

3.314.465.271,8
3  

  
           

868.333.100,00  
  

                         
620.351.100,0

0  
  

                        
702.772.500,00  

                         
-    

                       
2.191.456.700,
00  

        
37.0
25  

                                   
615.788.157

,00  

     
10.1
40  

                  
210.946.500

,00  
  

                                     
43,14  

     
37.025

,00  

                         
2.402.403.200,00  

         
3.702.5
00,00  

                           
72,48  

    
Program peningkatan 
sarana dan prasarana 

Tersedianya 
sarana dan 

100% 
                       

2.970.105.243,5
  

              
85.300.000,00  

  
                         

351.600.000,0
  

                        
134.960.000,00  

                         
-    

                          
571.860.000,0

                   
8  

                                   
550.915.000

               
2  

                    
26.920.000,

  
                                        

5,15  
                

8,00  
                             

598.780.000,00  
                     

800,00  
                           

20,16  




